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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka menetapkan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi
Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat
Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
untukjangka waktu 5 (lima tahun);

bahwa visi, misi, kebijakan dan program daerah Periode 2008-2013 perlu
dijabarkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan
Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD), juga sebagai pedoman bagi
pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara, dengan mengubah Undang-Ur)dang Nomor 47 Prp Tahun 1960
tenlang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkat I SLrlawesi Selatan-Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nornor 94, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2687);

Undang-Undang Norno[ 17 Tahurt 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran
Negara RepLrblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nornor 53, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4400):

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, T
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No6q
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuil*,
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repuilk
lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 lentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republ*,'
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repub&
Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 , lentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 200'1 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonega

Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Keria

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7if,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405);
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lz. Peraturan Pemerintah Nomor 21

Kerja dan Anggaran Kemenlerian
Indonesia Tahun 2004 Nomor
lndonesia Nomor 4406),

Peraluran Pemerintah Nomor 79 
.

Pengawasan Penyelenggaraan
Republik Indonesia Tahun 2005
Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
clan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nornor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pernerintah Nornor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nornor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664):

Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pernerintah. Pernerintahan Daerah Plovrnsi dan

Kabupaten/Kola (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nonlor

Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
75. Tambahan Lembaran Negara Republik

Tahun 205 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah
Pernerintahan antara
Pemerintahan Daerah
Tahun 2007 Nonror 82
4737),
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja pemerintah
Tahun 2006

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang
urusan Pernerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008
Nomor 2).

Den gan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2OOB-2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peratr-rran Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;
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10.

11

12.

tt.

9.

13

14
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Satuan Kerja Perangkat Deerah yang selarrjutnya clisingkat SKpD adalah Satuan Kerja perangkqt
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Kepala sKPD adalah Kepala Satuan Ke[a perangkat Daerah provinsi sulawesi renggara

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yan! oititsinakan oleh r"rrr r<'orponin
daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana pembangunan Jangkl
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satran Kerja perarigkat Oaeritr,
Rencana Kerja Pemerinlah Daer-ah, Rencana Pembangunin Tahunan saiuan rcerla perangiii
Daerah:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 200g - 2013,yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan pem6ingunan Daerah untui
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKpD,
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daeiah untuk pLriode 5 (lima) tahun;

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adala-tr dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periooe perencanaan,

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewuiudkan
visi:

15. Strategi adalah langkahJangkah berisikan program-program indikalif untuk menunjukkan visi dan
misi;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tuluan;

Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar pelaku pernbangunan tingkat provinsi untuk
menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kadupaten/Kota dengan SKpD
Provinsi atau gabungan SKPD Provinsi:

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaniutnya disingkat ApBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerinlahan daerah yang dibahas dan diselujui bersarna oleh pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjarnil agar
suatu prograrn/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkernbangan pelaksanaan rencana pemDangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/alau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin;

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan rnembandingkan realisasi rrrasukan (input). keluaran (output)
dan hasil (outcome) terttadap rencana dan standar;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan
pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala sKpKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai benclahafa utnurn oaeran;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tiril yang dibentuk
dengan keputusan Kepala Daerah dan dipirnpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
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(l)

(2)

menyiapkan serta melaksnakana kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan.

BAB !I

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Penrbangunan Jangka Menengah Daerah Provins: Sulawesi Tenggara disusun dengan
menggunakan atas asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi :

?. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam
menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, daereh untuk

dilaksanakan pada periode Tahun 2008-2013.

BAB IV
SISTEMATIKA ISI DAN URAIAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, termuat dalam lampiran dan dan merupakan
salu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Peraturan daerah ini, dengan sistimatika sebagai
berikut :

BAB I.

BAB II.

BAB III,

BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

BAB VII.

BAB VIII

BAB IX.

BAB X.

BAB XI.

BAB XII.

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

VISI DAN MISI

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

ARAH KEBIJAKAN UMUM

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

AGENDA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

AGENDA REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI

AGENDA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PENUTUP
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(1)

l.2,

(1)

(2)

(3)

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN .'ANGKA
MENENGAH DA.ERAH

Pasal 5

Pengendalian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

dituangkan kedalam Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh

masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja

Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah
Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya,

evaluasi kinerja pelaksanaan
dituangkan kedalam Renstra dan

Kepala Bappeda menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan
Menengah Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat
sebagaimana dimaksud pada ayat ('t);

Hasil evaluasi sebagaimans dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi
pembangunan tahunan untuk periode berikutnya.

penyusunan rencana

Pasal 7

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil

kajian yang lengkap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal I
Sebelum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan, maka penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah berpedoman pada Pasal 3, dengan memperhatikan dokumeil
perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya diatur

dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.

Jangka
Daerah

Pasal 10

peftluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

n^ar s€ti3p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

#irrprtrnnya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetaokan di Kendari
Pada tanggal 22 September2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2OO8 NOMOR 7
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 7 TAHUN 2oo8

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)
PROVINSI SUTAWESI TENGGARA

TAHUN 2008-2013

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KENDARI, SEPTEMBER 20O8



t.l.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Bclakang

Provinsi Sulawesi Tenggara lahir daii semangat juang yang tinggi segenap rakyat Sulawesi

Tenggara untuk mandiri. Era otonomi daerah dijadikan momentum untuk bangkit dan menggiatkan

derap langkah pembangunan daerah guna menggapai kemajuan dan masa depan yang penuh

harapan. Dengan kekuatan tripilar yang meliputi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, bahu

membahu dan bersinergi dalam segenap upaya pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, partisipasi masyarakat merupakan

faktor kunci keberhasilan dan akan menjadi mesin utama yang menggerakkan pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam

pembangunan maka penguatan landasan perekonomian masyarakat serta peningkatan ketahanan

ekonomi wilayah akan menjadi sebuah keniscayaan.

Seiring dengan derasnya gema reformasi dewasa ini maka perlu membangun komitmen dan

kesadaran dari segenap penyelenggara pemerintahan daerah untuk lebih tanggap dan lebih

profesional dalam merespon tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kornpleks sehingga

dapat memberikan solusi yang inovatif, nilai tambah serta hasil-hasil yang lebih memadai dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Daerah terpilih

berkewajiban merumuskan langkah-langkah strategis untuk menlamin keberlanjutan dan

percepatan pembangunan daerah yang telah dicapai sebelumnya. Langkah-langkah ini dijabarkan

ke dalam visi, misi dan arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah yang

dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk itu maka Gubernur Sulawesi Tenggara masa bakti 2008-2013 menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara unluk periode waktu Tahun

2008-2013 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 yang

mengandung visi, misi, agenda, pendekatan. arah kebijakan, strategi dan program-progfam

pembangunan daerah untuk kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
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1.3.

1.2. Maksud dan Tujuan

SesuaidenganPasa|19Ayat(3)Undang.UndangNomor25Tahun2004tentang

Perencanaan Pembangunan Nasional maka RPJMD Provinsi sulawesi Tenggara Tahun

ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dan alat kontrol bagi Pemerintah Provinsi

TenggaradaIamprosespenyeIenggaraanpemerintahan,pe|aksanaanpemDangunan

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan urrtuk :

1'MenjadipedomanbagiSatuanKerjaPerangkatDaerahda|ammenyusunRencana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)'

2.Menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun Rencana

Pemerintah Daerah (RKPD).

3.Meniadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing Kabupaten/Kota'

Landasan Hukum

RPJMD provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-20',1 3 disusun berdasarkan peratufan:

perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat lSulawesi

TengahdanDaerahTingkatISu|awesiTenggara,denganmengUbahUndang.UndangNomor

47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat lsulawesi Utara-Tengah dan Daerah

Tingkat I sulawesi selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomorg4,TambahanLembaranNegaraRepub|ikIndonesiaNomor268T),

Undang-UndangNornorlTTahun2003tentangKeuanganNegara(LembaranNegara
Reoublik lndonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembraran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang.Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 92, Tambahan Lembafan Negara

Republik lndonesia Nomor 4310);

o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

'1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Penrbangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

15. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Perrbagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturarr Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 11);

18. Peraiuran Menteri Dalarn Negeri Notnof 13 Tahurr 2006 tentang Pedornan Pengelolaatt

Keuangan Daerah.
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19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara l'Jomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019.

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi T

Tahun 2007 Nomor 3).

21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tent

Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 disusun sebagai dokumen

strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Dokumen ini akan

payung hukum dalam keseluruhan proses dan mekanisnte penyusunan rencana

tahunan daerah unluk lima tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan Rancangan Rencanal

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-20251

sebagai pedoman dan memperhatikan arahan-arahan RPJM Nasional serta Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019. Secara diagramatis, hubungan

antara RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 dengan dokumen-dokumen

perencanaan pembangunan lainnya disa.iikan melalui gambar berikut :

Diperhatikan

L
Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 dengan
Dokumen Perencanaan lainnva

I
RENSTRA KL

RENSTRA
SKPD

Garnbar 1

BAB XII.
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Secara hirarkis, program-program yang termuat dalarn RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara

akan tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta pada Rencana Kerja SKPD.

Dengan pola ini, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara akan berfungsi sebagai kerangka acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dalam lingkup Pemerintah Piovinsi

Sulawesi Tenggara.

Sistemataka Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka MenenEah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB tI. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III, VISI DAN MISI

BAB tV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. ARAH KEBIJAKAN UMUM

BAB VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB VII. AGENDA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

VII.1. FUNGSIPENDIDIKAN

VII.2. FUNGSIKESEHATAN

VII.3, FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL

BAB VIII. AGENDA REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

VIII.1. FUNGSI PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN

VIII.2. FUNGSI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

BAB IX.

BAB X.

BAB XI

AGENDA PEMEANGUNAN EKONOMI

IX.1- FUNGSI EKONOMI

AGENDA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

X.1, FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA

A. KEBUDAYAAN

B, PARIWISATA

AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

XI.1. FUNGSI EKONOMI

XI.2. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

XI.3. FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

PENUTUP
XII.1. PROGRAMTRANSISI

XII.2 KAIDAH PELAKSANAAN

t25



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Letak dan Luas Wilayah

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan kepulauan yang

terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil dengan total luas 153.019 km2 , yang meliputi 38.140

km2 luas daratan dan 114.879 km2 luas lautan, dengan jumlah penduduk2.117.456jiwa, terletak

pada 30 - 60 Lintang Selatan dan12oo45' - 124006'Bujur Timur. Wilayah Provinsi Sulawesi

Tenggara dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

Sebelah Timur

: Provinsi Nusa Tenggara Timur

: Teluk Bone (Sulawesi Selatan)

: Provinsi Maluku

ffil

" 
. --t''--_Ilbrffii:ffi-l-

K;E%;ffiij-
Kab. Konawe

Kota Kendari

Kab. Konawe Selatan.

Kab. Buton Utara

Kab. Buton

Kab. Wakatobi

ffi*l

-K"i--b.t'll;;---l
Kota Bau-bau

r.-\ 'J r d--l - 
11

{t! - -.-

4. 'A+ i
at

g.'
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I.2. Wilayah Administrasi

Hingga Tahun 2007 provinsi surawesi renggara terah dimekarkan menjadi 12
otonom yang terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota, dan 176 kecamatan serta 1891
kelurahan.

Saat ini Kabupaten terluas adalah Kolaka meliputi 17,83o/o dari total luas witayah suh
Tenggara, kemudian Kabupaten Konawe 16,93% dan Konawe selatan 14,gg%, secara i;nci
kabupaten koia disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Keadaan Luas Wilayah Kabtrpaten/Kota di Sulawesi Tenggara

No. Kabupaten/kota Luas wilayah lKmJ- Prosentase (%)
1 Kolaka 6.918,38 17,83
2. Konawe 6.568,1 5 16,93

Konawe Selatan 5.779,47 14,89
4. Konawe Utara 5.101,765l Kolaka Utara 3.391,02 8,74

uombana 2.961,08 7,63
a Buton 2.648,08 6,82
n Muna 2.014,24 5,26
9. Buton utara I O(O n1 5,05

10. Wakatobi 822,13 z, tz
11 Kota Kendari 391 1,01
tz Kota Bau-Bau 221 ,00 0,57

Jumlah 38.1 40,00 100,00

enggara, Tahun 2007

Kondisi Topografi

Secara umum topografi Surawesi renggara bergerombang hingga bergununa paca

beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan ,: ,-larn.

Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan
sebagai berikut :

1. Dataran Konaweha - Lahumbuti dengan luas kurang lebih g7.500 ha.

2. Dataran Rate-rate - Lambandia dengan luas kurang tebih 25.000 ha.

3. Dataran Waworamo - punggaluku dengan luas kurang tebih 1g.000 ha.

4. Dataran Tinanggea - Lakara dengan luas kurang tebih 17.000 ha.

il.3.

1t.4.

5. Dataran Lalindu - Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 ha.

6. Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 ha.

7. Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 ha.

B. Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 ha.

9. Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 ha.

10. Dataran Oko-oko - Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 ha.

1 1 . Dataran Kolaka - Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 ha.

12. Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.O00 ha.

Tabel 2. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kelerengan Wilayah

Kemiringan Lahan (%) Luas (Ha) Prosentase (%)

o-2 894.790 23,1 6

3-15 606.657 '15,91

15-40 1.253.316 32,86

>40 1.059 237 27,77

Jumlah 3.8'14.000 100,00

Sumber : Data Base Pembangunan Prov. Sultra 2004

Kondisi Batuan dan Tanah

Kondisi batuan terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan Sedimen, batuan Metamorfosis dan

batuan Beku. Luas masing-masing jenis batuan tersebut adalah Batuan Sedimen seluas 2.579.790

ha, batuan Metamorfosis seluas 754.409 ha dan batuan Beku seluas 479.801 ha.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara pada garis besarnya terdapat 6 (enam) jenis tanah dengan

tingkat kesuburan yang berbeda-beda yakni tanah Podzolik seluas 2.299.729 ha atau 60,30 ha

persen dari luas tanah di Sulawesi Tenggara, tanah Mediteran seluas BgB,802 ha (23,57 %) tanah

Latosol seluas 349,784 ha (9,17 %), tanah Alluvial seluas 129.569 ha (3,40%), tanah Organosol

seluas 116,099 ha (3,04 %), dan tanah Gromusol seluas 20,017 ha (0,52%)

Tipe lklim

Keadaan iklim di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sama dengan daerah-daerah lain di

Indonesia yaitu beriklim tropis dan memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau.

Musim hujan di Sulawesi Tenggara terjadi di bulan November dan bulan Maret, khusus pada bulan

[.5.
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April arah angin tidak menentu. Demikian pura dengan curah hujan, kadang-kadang kurang
kadang-kadang lebat, sehingga pada bulan ini oleh para pelaut disebut sebagai musrm pancaro

Musim kemarau terjadi di antara bulan Mei dan bulan oktober karena pada buran
angin Timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan tidak mengandung uap
menyebabkan pula kurangnya curah hujan. walaupun demikian keadaan ser,nokari
dari kebiasaan sebab di antara bulan-bulan tersebut kadang-kadang terjadi curah hujan yang
merata atau sebaliknya.

seperti telah diuraikan di atas bahwa curah hujan di sulawesi renggara pad" umrmnf
selalu tidak merata. Keadaan semacam ini menimbulkan adanya daerah basah dan daerah kerinnl
Pada daerah basah yang meliputi wilayah sebelah utara garis Konawe-Kolaka, kemudian bagif
utara Pulau Buton dan Pulau Wawonii mempunyai curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun.
sedangkan daerah kering yang meliputi wilayah sebelah selatan garis Konawe-kolaka dan wilayarl
kepulauan di sebelah Selatan dan Tenggara jazirah tenggara mempunyai curah hujan kurang dari
2.000 mm per tahun.

Suhu udara atau temperatur pada suatu daerah selalu berbeda, karena dipengaruhi oleh
posisi ketinggian dan kerendahan daerah tersebut dari permukaan laut. Makin tinggi posisi suatu
tempat dari permukaan laut akan semakin rendah suhu udara yang terjadi. Akan tetapi sebaliknya
semakin rendahnya posisi suatu daerah dari permukaan laut maka semakin tinggi suhu udara yang
terjadi di daerah tersebut. wilayah provinsi sulawesi renggara yang pada umunya mempunyai
ketinggian di bawah 1.000 m dari permukaan laut adalah beriklim tropis dengan suhu udara rata-
rata minimum 21 deriat Celsius. Sedangkan suhu udara rata-rata maksimum 34 derajat celsius.

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara memilakl s
{lima) tipe iklim seperti pada tabel berikut.

Tabel 3 Tipe lklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di provinsi Sulawesi
Tenggara

No Tipe lklim Wilayah
1

2

B lefljaulleve! [e"e.
:9k 

r!?"t yila y? 
!.r " 

K9*9_9n ala n Lageq ((? p. (prLe we $ uje ! )Sekitar witayah Kecamatan pat<ue din-Lai[jui (r<jo. xorJrii
Utara)
Sekitir witaviiiKa&mttJn icbawo (ao. Muriaf

Wunouiat<o

Rumbi;

dan

(Kab
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9-ei!!el[qcen?g!_1ry9[e$9!a-B--aq:b,e-4-
Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara)

3. D -99!iQf_!4!ep! xgge!n{e!' 3o,n_qidaha, A_bu ki (Kab. -[e!ey.e] ___
Sekitarwilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landono, Angata
(Kab. Konawe Selatan)
Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi
(Kab. Kolaka)
Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori,

!egql1n!!.SC ([e!-P! q,o!')

Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab.
Buton)
Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Bau-bau)
Sekitar Kota Kendari
Sekitar Kecarnatan Tikep dan Lawa (Kab. Muna)

4. E 9e!-telwilevsb -&sesr"e_ten !!awe9e-!"sKe 0teb.-q{9!r)
Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi)

5. G Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi)

Sumber Data : RTRW Prov. Sultra Tahun 2004

Hidrologi

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai besar maupun sungai kecil. yang

sangat potensial untuk kebutuhan air bersih, irigasi, pembangkit listrik, dan untuk berbagai

kebutuhan lainnya. Beberapa Sungai besar seperti Sungai Konaweha di Konawe, sungai Lasolo di

Konawe Utara, sungai Tamboli di Kolaka, memiliki debit air hingga 200 m3 per detik

Selain sungai di atas masih banyak sungai-sungai di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

antara lain Sungai Lalindu, Sungai Roraya, Sungai Sampolawa, Sungai Wandasa, Sungai

Kabangka Balano dan lain-lain. Disamping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang

cukup besar yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo

yang terdapat di Kabupaten Kolaka.

Penggunaan Tanah

Total Penggunaan tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah seluas 3.813.993 ha, yang

terbagi ke dalam 8 (delapan) jenis yaitu : tanah sawah seluas 93.113 Ha, bangunan dan halaman

sekitarnya seluas 145.914 Ha, tanah tegalan/kebun seluas 214.306, tanah ladang/huma seluas

116.268 Ha, tanah padang rumput 95.094 Ha, tanah rawa yang tidak ditanami 61.757 Ha,

tambak,kolam, tebat dan empang seluas 19.161 Ha, lahan yang sementara tidak diusahakan seluas

314.093 Ha, lahan tanaman kayu-kayuan seluas 306.314 Ha tanah hutan negara seluas 1.753.121

Ha. tanah oerkebunan seluas 381.604 Ha dan lainnva 313.25 Ha

u.7.
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11,8. Flora dan Fauna

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam berupa Fauna
yang khas dan jarang dijumpai di daerah lain di Indonesia. Jenis banatanq khas atau

daerah ini antara lain adalah Anoa, Babi Rusa dan Burung Maleo yang merupaKan sarwa

sehingga mendapat perlindungan yang ketat. Binatang tain yang hidup di Sutawesi T
adalah Monyet, Musang, Rusa, Ular, Babi Hutan, Burung Nuridan Kakatua.

Disamping fauna maka wilayah provinsi Sulawesi Tenggara juga mempunyal
alam Flo.a (Tumbuh-tumbuhan) berupa hasit hutan. Jenis hasil hutan dimaksud adalah
jenis kayu dan rotan. Jenis kayu jati merupakan salah satu jenis kornoditi sumber penghasil

daerah dan merupakan produksi andalan pulau Muna dan daerah Kolono KabuDaten

Selaian, namun kondisinya saat ini cukup memDrihatinkan.

Wiiayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari biosfir, terdiri dari

ekosistem daratan dan lautan yang merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan
lestai. Untuk kepentungan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan
Kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

1. Kawasan Suaka Alam yang metiputi .

a. Cagar Alam Napabalano

b. Cagar Alam Lamedai

c. Caga. Alam Kakinauwe

d. Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo

e. Suaka Margasatwa Buton Utara

f. Suaka Margasatwa Tanjung Peropa

g Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo

h. Suaka Margasatwa Lambusango.

2. Kawasan Pelestarien Alam yang meliputi:

a. Taman Hutan Raya Mu.hum

b. Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai

c. Taman Nasional Laut Wakatobl

d. Taman Wisata Alam [4angolo

e. Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo

.10

t. Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya

g. Taman Wisata Alam Teluk Lasolo

h. Taman Buru Mata Osu.

3. Kawasan Rawan Bencana.

Jenis bencana alam yang potensial terjadi di wilayah Provinsi Suta$/esi 
-l-enggara 

meliputi

cempa Bumi, Banjir Ai., Angin Topan, Gelombang Pasang/Tsunami, Tanah Longsor,

Kebakaran dan Abrasi. Lokasiyang paling berpotensi terhadap terjadinya bencana alam gempa

bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi kawasan Pulau Muna bagian barat dan

'selatan, Pulau Buton, Kolaka Utara, Konawe Selatan bagian timur, Kota Kendari dan pulau

Wawonii. Sedangkan lokasi yang paling berpotensi terhadap terjadinya bencana atam

gelombang pasang/tsunami meliputj kawasan pesisir Pulau Muna bagian barat dan selatan,

Pulau Buton bagian selatan dan Kepulauan Wakatobi.

Adapun bencana yang diakibatkan oleh kecelakaan laut sangat potensial terjada di

seluruh perairan laut Sulawesi Tengga.a seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang

mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalu

lintas pelayaran di kawasan tersebut dariwaktu ke waktu.

Perekonomian Daerah

Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi daerah adalah adanya

kejelasan sasaran dan kebiakan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan

dampaknya bagipeningkatan produktivitas daerah. Ingvasi dan terobosan yang didedikasikan untuk

melakukan percepatan pembangunan yang didukung oleh instrumen percncanaan yang mengacu

pada faktor-faktor potensi daerah dan faktor lingkungan strategis telah berhasil menggerakkan

komponen-komponen ekonomi daerah untuk saling bersinergi dalam meningkatkan produktivitas
qaeran.

Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi
yang bertumpu pada keunggulan daerah yang mampu menciptakan percepatan pembangunan

untuk mengejar ketertinggalan yang dttandai dengan semakin mantapnya stabilitas makro

ekononomi daerah yang ditunjukkan dengan berbagai indikator sebagaimana disajikan pada

Tabel 4.
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Tabel 4. f ndikator Makro Ekonomi Provinsi sulawesi renggara Tahun 2ooz-2007

Indikator
Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pertumbuhan
Ekonomi (%) 6,66 7,51 7,31 7,68 704

Inflasi (%) 10,03 5,06 6,40 17 ,11 6,60 7,53

PDRB (ADHB)
(Rp.) 8,04 T 8,90 T ru,zo I 12,98 T 15,27 T 17,61r

PDRB (ADHK)
(Rp )

6,46 T 6,95 T 7,48 7 8,02 T 8,64 T

PDRB/Kapita
(ADHB)
(Rp.)

4,19 Jt 4,& Jt 5,34 Jt 6,62 Jt 7,62 Jt

PDRB/Kapita
(ADHK)
(Rp.)

3,37 Jt 3,62 Jt 3,89 Jt 4,09 Jt 4,31 Jt

Sumber: BPS Prov. Sultra

Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 6,66 o/o. Pada

Tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat hingga mencapai 7,Sl
o/o. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 7,51 o/o !an!
nampak sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2005

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 7,31 lo yang ternyata juga lebih rendah

dari pada pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2006 pertumbuhan

ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat menjadi 7,68% dan pada tahun 2007 meningkat

lagi hingga mencapai 7,98o/o.

Adapun perkembangan pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara nampak terus

meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2002 pendapatan perkapita baru sebesar Rp.3,37 Juta

dan pada tahun 2004 pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat hingga

mencapai Rp.3,89 Juta. Pada tahun 2005 pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara

meningkat lagi hingga mencapai Rp. 4,09 Juta dan pada Tahun 2006 pendapatan perkapita

Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai Rp.4,31 Juta.

Dari sisi peranan sektor-sektor dalam pembentukan PDRB dalam kurun waktu tahun 2002-

2006, sektor Pertanian menunjukkan perannya sebagai sektor unggulan yang dominan sebagai

penyumbang PDRB terbesar yaitu rata-rata sekitar 41,34 o/o. Penyumbang terbesar kedua adalah

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mencapai rata-rata sekitar 14,56 % sedangkan

sektor Jasa-jasa berada pada posisi ketiga dengan kontribusi rata-rata sekitar 13,67 %.

Adapun laju inflasi dalam kurun waktu tahun 2002-20OG nampak berfluktuasi pada tingkat

satu hingga dua digit. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar Rp.17,11%. Namun

pada tahun 2006 laju inflasi cukup terkendali dan dapat ditekan hingga 6,60%. Keadaan ini

berlangsung hingga tahun 2QO7 dimana laju inflasi hanya sekitar 7,53 %.

il.i0. Hukum dan Pemerintahan

Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk pada tanggal 27

April 1964 berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964

dengan cakupan wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Kendarr,

Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan kabupaten Muna.

Dalam perkembangannya, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun

2003 menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Seiring dengan eforia pemekaran wilayah

maka pada tahun 2007, wilayah administrasi telah menjadi 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua)

Kota, 177 Kecamatan dan 1.911 Desa./Kelurahan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 5. Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

No
Kabupaten/Kota

Luas
Wilayah
(Km')

Jumlah

Kecamatan Desa/Kel.

1 Konawe 6.568,1 5 26 344

z Kolaka 6.918,38 II 176

3 Muna 2.041,24 23 23l

4 Buton 2.648,08 21 207
q Kota Kendari 391,57 10 64

6 Kota Bau Bau 221,00 41

7 Konawe Selatan 5.779,47 zz JZt

8 Kolaka Utara 3.391,13 12 117

9 Bombana 2.961,08 22 139

10 Wakatobi 822,13 I 101

11 Buton Utara 1.959,03 6 59

12 Konawe Utara 5.101 ,76 7 99

Jumlah 38.140,00 177 1.911

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Prov. Sultra
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Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tujuan yang hendak dicapai clalam
pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu maka pembenahan di bidang huku6
telah banyak mendapatkan perhatian selama beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian

implementasi berbagai produk hukum yang telah dihasilkan perlu lebih ditingkatkan untuk menjarlln
tumbuhnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mewujudkan kepastian hukum bagi
semuanya. Tingkat kepedulian aparatur pemerintah terhadap produk hukum luga masih perlu

ditingkatkan agar keberadaan hukum benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan

dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam bidang pemerintahan, reformasi birokrasi pemerintahan dilakukan secara terus
menerus dan konsisten. Ke depan, arah reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan

tranformasi pola pikir dari pola pikir birokratik ke pola pikir kewirausahaan pada jajaran aparatur
pemerintahan daerah hingga ke jajaran staf paling bawah sesuai dengan tuntutan era globalisasi.

Tujuan utamanya adalah terciptanya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik_

Selain transformasi pola pikir tersebut di atas yang tidak kalah penting untuk diperhatikan

adalah mengembangkan desain organisasi dan satuan kerja perangkat daerah yang lebih baik dan

lebih tepat sehingga mampu merespon berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta dapat

memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

ll. Industri dan Perdagangan

Sejauh ini, sektor industri kecil dan menengah cukup mendapat perhatian dari pemerintah

daerah. Pertimbangannya adalah karena dalam sektor ini terserap cukup banyak tenaga

kerja. Pada tahun 2005 sektor industri kecil dan menengah mampu menyerap 123.675

orang tenaga kerja sementara industri skala besar hanya menyerap 5.332 orang tenaga

kerja. Selain itu industri kecil dan menengah juga sangat rentan akan resiko

kebangkrutan, terbatasnya akses modal dan rendahnya kualitas tenaga kerja serta

lemahnya manajemen.

Sampai dengan tahun 2005, pelaku usaha sektor

industri kecil dan menengah (lKM) yang berkembang dan

terus mendapat pembinaan sebanyak 22.959 unit usaha

dengan nilai produksi mencapai Rp.1,92 Triliyun.

Menurut jenisnya sebagian besar sektor ini bergerak

pada bidang industri hasil pertanian.
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Tabel 6.Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2000

No. Jenis Komoditas Volume Nilai(Rp)

1. Tanaman Pangan 105.513 Ton 2.062.721.772,-

2. Perkebunan 12.531.180 Ton 66.190.281 .123.-

Peternakan 6.062 Ekor 1 1.998.066.338,-

4 Kehutanan 15.408.638 M3 13.022.882.099,-

Perikanan 7.133.402Ton 36.240.915.972.-

Jumlah 129.514.867.304,-

Sumber Data : Sultra Dalam Angka 2007

Keadaan perdagangan di Sulawesi Tenggara menunjukkan geliat yang cukup si.:nr..lia, 
,

terutama jika dilihat dari perdagangan antar pulau yang meliputi berbagai komoditas r" rsil rrasl

tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan dimana nilainya pada tai.un ,.000

mencapai Rp.''|29,5 Milyar.

Perkembangan eksport di Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2OO4-2006 nampak

berfluktuasi. Pada Tahun 2004, volume ekspor mencapai 248.813 ton. Pada tahun 2005, rrolumr

ekspor meningkat menjadi 1.320.537 ton dan pada tahun 2006 menurun sekitar 13,96 o/o menjadi

1.136.235 ton. Sedangkan nilai ekspor pada tahun 2004 adalah sebesar US $ 164.65,r,.ita da;lr

pada tahun 2005 turun sekitar 15,51 % menjadi sebesar us $ 139,11 Juta. pada tahun ,'/,c ni'?i

ekspor meningkat kembali menjadi sebesar US $ 397,43 Juta sebagaimana ditunjukkan (..ti ::l;jl
berikut ini.

Tabel 7. Realisasi Ekspor Berbagai Jenis Komoditi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-
2006

Jenis Komoditi Nilai Ekspor (US $ Juta) Keterangan
2004 2006

Pertambangan 124,42 377,63 Meningkat

Hasil Perikanan 22,57 0,49 Menurun

Hasil Perkebunan 10,84 19,28 Meningkat

Hasil Industri 6,80 Menurun

Total 164,65 397,4'l Meningkat

Sumber Data : Sultra Dalam Angka 2007

Sosial Budaya Daerah

a.Penduduk dan Tenaga Kerja

Karakteristik demografis Sulawesi Tenggara ditandai dengan penyebaran penduduk antar

wilayah yang tidak merata, kepadatan penduduk yang rendah, pertumbuhan penduduk yang

melampaui angka nasional, struktur penduduk yang berbentuk piramidal dan angka ketergantungan

(dependency ratio) yang cukup tinggi yang kesemuanya perlu mendapat perhatian yang lebih

seksama.

Tabel 8. Sebaran dan Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2007

No Kabupate
n/Kota

Jumlah Penduduk Luas
Wilayah
(KM2)

Kepadata
n

(Jiwa/Km
)

KK Laki-laki Perem -
puan

Jumlah

1 Konawe 57.964 121.230 119.348 240.578 6.568,15 ',.7

2 Kolaka 67.180 't40.845 135.860 276.705 6.918,38 40

Muna 68.453 125.869 131.004 256.873 2.O41,24 126

4 Buton 63.013 137.521 140.923 278.444 2.648,08 105

5 Kota
Kendari

48.000 't29.089 127 886 256.975 391 ,57 656

b Kota Bau
Bau 30.701 66.325 64.903 131.228 221,OO 594

Konawe
Selatan 65.275 123.906 1 20.590 244.496 5.779,47 42

8 Kolaka
Utara

24.873 60.737 60.101 120.838 3.391,13 36

q Bombana 30.757 58.422 59.425 117.847 2.961,08 40

10 Wakatobi zo.z I u 48.170 49.395 97.565 822,13 119

tl Buton
Utara

12.475 26.106 26.187 52.393 1.959,03 27

12 Konawe
Utara 10.384 22.215 21.399 43.614 5.101,76 o

Jumlah 505.346 1.060.435 1.057.021 2.117.456 38.140,00 55

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Prov. Sultra

Sampai dengan tahun 2007, Kabupaten Buton merupakan daerah dengan jumlah penduduk

terbesar, disusul Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten

Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota 8au-bau, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten

Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara dan terakhir Kabupaten Konawe Utara.
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Dilihat dari kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/kota maka Kota Kendad

merupakan dae[ah dengan kepadatan tertinggi disusul dengan Kota Bau-8au, Kabupaten MunE

Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton. Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kohka.

Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Euton Utara dan

terakhir Kabupaten Konawe Utara.

Tabel9. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sutawesi Tenggara Tahun 2000-2007

Tah un
Jumlah

Penduduk
(Jiwa)

Pertumbuhan (%) Jumlah KK Penduduk Per

2000 1.776.292 394.925 4,5
2001 1.815.548 2,21 415.168

2002 1.9'15.326 431.648 4,4
2003 '1.919.273 -oa? 442.577 4,3

2004 1.91 1.103 2,26 431.648 4,4
2005 1.960.697 2.10 437.594 4,5

2006 2.001.818 5,78 446.440 4,5
2007 2.117.456 505.346 4.2

Rata-rata 274

Sumber : Sult€ Dalam Angka 2007

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara pertahun datam periode tahun 2OO0 - 2OO7

rata-rata mencapai 2,74 y". Perkembangan ekonomi Sulawesi Tenggara yang cenderung

meningkat telah memicu migrasi masuk terutama pedagang maupun pengusaha atau bahkan

penganggur dari daerah lain yang datang dengan maksud mencari pekerjaan. Perkembangan

infrastruktur pemedntahan dan pe.ekonomian yang semakin signifikan menjadi faktor penyebab

terJadinya migrasi. Bahkan ierdapat kesan bahwa daerah ini telah menjadi tujuan pencari kerja.

Disamping itu, mobilitas penduduk juga semakin tinggi akibat semakin berkembangnya infrastruktur

dan transportasi . Ke depan, perlu diupayakan untuk membatasi peningkatan jumlah penduduk

melalui berbagai kebijakan yang tepatdan terarah.

Ratio ienis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah

penduduk perempuan. Ratio .ienis kelamin menggambarkan banyaknya penduduk laki-laki dari

setiap 100 penduduk perempuan. Untuk Sulawesi Tenggara terlihat bahwa penduduk laki-taki lebih

banyak dibanding jumlah penduduk perempuan dengan ratio 100,32 yang berarti penduduk taki-laki

lebih banyak darijumlah penduduk perempuan.

Oampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan diantaranya dapat terlihat pada

perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya propoFi

penduduk tidak produktif (penduduk muda umur 0-14 tahun dan penduduk tua umur 60 tahun atau

lebih) atau semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban

ketergantungan akan memberikan kesemp€tan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan

kualitas dirinya.

Tabel 10. Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja, Angkatan Kerja Yang Bekerja serta Angkatan
Kerja Yang Mencari Kerja di Provinsi Suawesi lenggara Tahun 2003-2006

Tahun
Jumlah

Penduduk
(Jiwa)

Jumlah
Angkatan

Kerja
(Jiwa)

Jumlah AK
yang

berkerja
(Jiwa)

Jumlah AK
yang lvlencari

Pekerjaan
(Jiwa)

Prosentase
('kl

2003 1.919.273 873.442 791.420 82.421 9.43

2004 1.91 1.103 914.229 828.77 4 85.455 I.U
2005 1.960.697 958.072 853.354 104.71a 10.93

2006 2.001.818 924.763 835.322 89.441 9,67

Sumber : Sultra Dalam Angka 2007

Berdasarkan Tabel 7 dapat daketahui perbandingan antara penduduk yang termasuk kategori

Angkatan Kerja yang bekerja pada berbagai lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk

diluar kategori tersebut meocapai 72 o/o. Aninya setiap 72 o.ang penduduk yang bekerja juga

menanggung 100 penduduk lainnya yang tidak bekerja.

Pada tahun 2006, jumlah penduduk yang termasuk kategori Angkatan Kerja sebanyak

924.763 jiwa atau 46,24 % darijumlah penduduk. Darijumlah Angkatan Kerja tersebut yang bekerja

sebanyak 835.322 jiwa dan yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 89.441 jiwa atau sekitar 9,67

% dari jumlah Angkatan Kerja. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Sulawesi

Tenggara masih relatif tinggi.

Tabel 11. Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Pada Berbagai Lapangan Pekerjaan Tahun 2006

NO Lapangan Kerja Jumlah Persentase

Pertanian 502.472 60.15
2. Perdagangan 114.991

3. Jasalasa 78.703 9.42
Industri Pengolahan 59.341 7,10

5. Transoortasi/Komunikasi 46.9't5 5.62
6. Bangunan 22.329 2.67
7. Keuangan 4.381 0.52

8 Larnnya 6.189 0,75
Jumlah 835.322 100.00

Sumber:Sultra Dalam Angka 2007
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Jumlah Angkatan Kerja pada Tahun 2007 g3s.322 jiwa, sebagian besar yakni 60,1s ;
diserap pada sektor pertanian Disusul kemudian oleh sektor perdagangan yang menyerap sekih,
114.991 jiwa atau sekitar 13,77o/o dan sektor jasa-jasa yang rnenyerap sekitar 7g.703', .tau

sekitar 9'42% sedangkan sektor-sektor lainnya menyerap antara o,s2 - 7,'10 o/o dari ju,rriaft

angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 12. lebaqn Angkatan Kerja Yang Bekerja dan Mencarai Kerja Berdasarkan Kuatrrikasi
Pendidikan Tahun 2006

No. Kualifikasi
Jumlah

Angkatan
Kerja (Jiwa)

Jumlah AK
yang

berkerja
(Jiwal

Jumlah AK
yang Mencari

Pekerjaan
(JiwaI

1 Tidak Tamat SD 172.253 159.946 12.307
z Tamat SD 274.880 251.714 zJ. too

Tamat SMTP 179.258 16't.975 17.283
4 Tamat SMTA Umum 176.132 149.671 26.461

Tamat SMTA Kejuruan 45.227 40.759 4.468
o Diploma l& ll 20.276 't9.039 1 237
7 AkademiiDiploma lll 10.451 9.383 '1.068

I Universitas 46.286 42.835 3.541
Jumlah 924.763 835.322 89.441

Sumber : Sultra Dalam Anoka 2007

Apabila dilihat dari kualifikasi pendidikannya, maka sekitar 48,35 % dari Angkatan Kerja yang

bekerja hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar. Kondis; ini

menunjukkan relatif rendahnya kualitas tenaga kerja di daerah ini. Demikian pula dengan Angkatan

Kerja yang sedang mencari pekerjaan dimana sekitar 40 % diantaranya hanya berpendidikan

Sekolah dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar.

b. Profil Pendididikan

Tingkat pendidikan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator dasar

adalah kemampuan membaca dan menulis yang dilihat dari besaran angka buta aksara yaitu

persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis. baik huruf

latin atau huruf lainnya terhadap totaljumlah penduduk.

Angka Buta Aksara di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 mencapai 3,760/o dan pada

tahun 2006 menurun menjadi 3,63 %. Seiring dengan upaya pemberantasan buta aksara yang terus

dilakukan maka pada tahun 2007 angka buta aksara menurun menjadi 3,12 o/o darijumlah pen ludurr

atau sekitar 66.140 jiwa.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan mencerminkan kualitas siap pakainya

sumberdaya manusia yang ada. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin baik

kualitas SDM yang tersedia. Kualitas ini dapat dilihat dari tingkat pendidkan penduduk berumur 10

tahun ke atas yang dapat ditamatkan dimana persentase terbesar adalah tamatan Sekolah Dasar

yang mencapai 22,34 o/o atau 447.'133 jiwa.

Untuk mengetahui seberapa besarnya tingkat partisipasi penduduk menurut jenjang

pendidikan yang diikuti, diperlukan suatu indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang

pendidikan (SD, SLTP, SLTA) dengan cara membandingkan penduduk yang bersekolah di jenjang

pendidikan tersebut. Angka ini dapat dibedakan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka

Partisipasi Murni (APM). Perbedaan yang mendasar antara APK dan APM adalah jumlah penduduk

yang bersekolah ke jenjang tertentu dalam APK tanpa melihat usia sesuai jenjang pendidikan,

sedangkan dalam APM, jumlah penCuduk yang bersekolah di jenjang tertentu dengan batasan

usia/kelompok umur sesuai jenjang sekolah.

Tabel 13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

No. Kabupaten/Kota APM SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA

1 Kota Kendari o4 A1 92,76 74,81

z Konawe 95,68 92,48 60,41

Kota 8au Bau 95,59 92,'11 70,2',1

4 Muna o4 ?o 92,31 55,82

5 Konsel 94,40 ol oA 57,1 9

6 Kolaka 90,68 90,23 55,95

7 Buton JZ,ZJ 92,82 57,27

8 Wakatobi 90,46 91,91 56,52

I Kolaka Utara 90,46 91,08 42,37

10 Bombana 92,61 91,49 46,37

11 Buton Utara 93,53 90,53 36,18

12 Konawe Utara 90,46 9't,53 36,99

Total 93,07 91,77 9,17

Sumber: Dinas P dan K Prov. Sultra

Pada tahun 2007, APM SD/MI Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai 93.07 % dimana

APM tertinggi meliputi Kabupaten Konawe, Kota Kendari dan Kota Bau-Bau yang mencapai lebih

dari 95 %. Untuk APK SMP/MTs Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 91,77 o/o dimana APK

tertinggi meliputi Kota Kendari, Kota Bau Bau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan
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Kabupaten Muna yang mencapai lebih dari 92%. Untuk APK SMA/MA Provinsi Sutawesi T

sebesar 54,17 o/o dimana APK tertinggi meliputi Kota Kendari dan Kota Bau-bau yang

lebih dari 70%. APM/APK terjadi di level SD, kemudian SLTP dan SLTA. Wataupun

perbedaan yang nyata antara besaran APK dan APM di level SD adalah wajar karena adanyA

program wajib belajar, sehingga dapat dipastikan semua penduduk bersekolah diSD.

Peningkatam school enrollment (lama sekolah) perlu mendapat perhatian. Lama sekolah di

Provinsi Sulawesi Tenggara rata,rata hanya sekitar 7,3 tahun yang menunjukkan bahwa

kemampuan belanja pendidikan oleh masyarakat relatif rendah_ peningkatan kualitas sumberdaya

manusia akan sulit dilaksanakan jika schog/ enrollment relatif rendah sehingga terobosan

pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan /rte ski// masyarakat

11,13, Kesehatan Masya.akat

Derajad kesehatan masyarakat dapat diukur dari empat indikator yaitu Angka Kematian Bayi

(AKB), Angka Kematian lbu melahirkan (AKl), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Status Gizi Anak

Balita.. Pada tahun 2002, AKB di Provinsi Sulawesi Tenggara 67 per seribu kelahiran hidup dan

mengalami penurunan menjadi 41 per seribu kelahiran hidup pada sedangkan tahun 2007.

Demikian juga AKI yang mencapai 359 pe. 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 mengatami

penurunan menjadi 312 per 100.000 kelahiran hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan

pe.baikan yang cukup berarti. Pada tahun 2003, UHH telah mencapai 66 tahun, dan pada tahun

2006 telah mencapai 68,5 tahun (SDKl, 2002 dan SDKI 2007).

Berdasarkan indeks berat badao menurut umur (BB/U). rata-rata anak balita di Provinsi

Sulawesi Tenggara pada tahun 2005 diketahui bahwa balita status gizi kurang sebesar 19,34

persen, dan stalus gizi buruk 10,04 persen. Sedangkan pada tahun 2007, status gizi cenderung

semakin baik yaitu siatus gizi kurang sebesar 18,2 persen, dan status gizj buruk sebesar 3,5

persen (Laporan Dinas Kesehatan Prov. Sullra,2OO7l.

Tingginya angka kematian ibu disebabkan berbagai faktor diantaranya pendarahan,

keracunan (ehamilan dan infeksi. Kondisi iniakan lebih diperparah tagidengan keadaan slatus gizi

yang semakin buruk, faktor p€rsalinan yang terlalu muda, paritas tinggi, anemi pada ibu hamil.

Sedangkan tingginya angka kematian bayi disebabkan karena beberapa jenis penyakit infeksi

termasuk diare dan keadaan gizi bayi.

Berdasarkan Laporan Surveilens Terpadu Penyakit berbasis Puskesmas, pada tahun 2006 di

Sulawesi Tenggara penyaklt masih didominisasi oleh penyakit Influenza, Diare, Malaria klinis,

Pneumonia, Tersangka TBC Paru, Diare berdarah, TBC Paru BTA (+), Tipus Perut Klinis, Kusta MB

dan Malaria Vivax. Sedangkan menurut laporan Rumah Sakit, 10 penyakit utama di Rumah Sakil

adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut {ISPA), Oiare, Migren, Dispopsia. Gangguan Intraksidan

Akonoologi, TB Paru BTA Positif, Bronkhitis , Gaskitis, Forpagitis Akut, dan Malaria

Penyelenggaraan surveilens terpadu badang penyakit untuk meningkatkan kewaspadaan

terhadap peningkatan kembali penyakit rakyat (re-emerging diseases) dan j{ga mengantisipasi

munculnya New Emerging Diseases. Hal ini tedihat dari kejadian penyakit yang sporadis maupun

potensi terjadi Kejadian Luar Eiasa (KLA), penyakit diare, ISPA, Malaria, Deman Berdarah dan

berbagai penyakit lainnya yang pada tahun 2007 mencapaj 143.216 kasus.

Status kesehatan sangat berkaitan erat dengan kemiskinan. Angka kematian bayi pada

kelompok termiskin jauh lebih tinggi dibanding dengan kelompok terkaya. Penyakit infeksi yang

merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita, seperti ISPA (Pneumonaa), diare,

dan tetanus neonatorum, lebih sering te.jadi pada penduduk miskin. Penyakit lain yang banyak

diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, malaria dan HIV/AIDS, Filaraasis dan

Frambusia. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya

akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (cost baftieI.

Utiljsasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin

cenderung memanfaatkan pelayanan d, puskesmas.

Plasarana dan Saaana Daerah

Prasarana jalan dan jembatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

pembangunan, terutama dalam membentuk struktur ruang wilayah serta meningkatkan akses dari

sentra-senka produksi ke pusat-pusat pemasaran Prasarana jalan merupakan salah satu

prasarana vital perekonomian daerah khususnya dalam mendukung kelancaran pros€s koleksi dan

distribusi barang dan jasa.

Pada tahun 2007, total panjang jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 7.785,62 Km

yang terdiri dari Jalan Negara sepanjang 1.293,87 Km, Jalan Provinsi sepanjang 488,80 Km, Jalan

Kabupaten sepanjang 6.002,95 Km. Berdasarkan peranannya, Jalan Negara dan Jalan Provinsi

sepanjang '1.782,67 Km terdi.i dari Jalan A.teri sepanjang 434,31 Km, Jalan Kolektor- l sepanjang

854,56 Km dan serta Jalan Kolektor-2 sepanjang 488,80 Km. Permasalahan jalan yang utama

adalah terbalasnya jaringan jalan serta belum memadainya daya dukung dan dimensi jalan

sehingga kurang mampu mengimbangi pesatnya arus angkutan.

Dalam menunjang produktivitas angkutan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara, telah tersedia

beberapa pelabuhan laut yang berfungsi sebagai pelabuhan akumulasi yang meliputi :

1. Pelabuhan Kelas lll yang terdiridari Pelabuhan Kendaridan Bau-bau.

2. Pelabuhan Kelas lVyang meliputi Pelabuhan Pomalaa.
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3. Pelabuhan Kelas V yang meriputi perabuhan Koraka, Raha dan Langara

Pennasalahan yang dihadapi adarah bahwa tranportasi raut yang ada berum dqpat:
diwujudkan sebagai main outlet. Kondisi demikian disebabkan oleh belum lengkapnya pra:ira.a
pelabuhan dan kondisi angkutan lanjutan relatif belum mendukung. Untuk menjembatani
peningkatan aksesibilitas angkutan penyeberangan maka telah dikembangkan pelabuhan
penyeberangan Kolaka, Toroburu, Tampo, Bau-bau, waara, Kendari, wawonii, Lasu-sua, Tor. ._;

Dongkala, Mawasangka, Wanci dan Kamaru.

Gambar 4. sarana dan prasrana perhubungan di provinsi surawesi renggara

Untuk mendukung kelancaran angkutan udara maka tersedia beberapa Bandar Udara ya;,g
telah digunakan maupun yang sedang dikembangkan. Bandar Udara Wolter Monginsidi merupal. ln
Bandar Udara Utama dan terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian Bandara Betoambari
Bau-bau telah dioperasikan untuk kepentingan umum. Bandara Marango di romia digunakan uniuri

kepentingan pengembangan kepariwisataan. Beberapa

Bandara yang sedang dikembangkan meliputi Bandara

Tangketada di Kabupaten Kolaka, Bandara Wakatobi di

Wanci serta Bandara Sugimanuru di Kabupaten Muna.

Ada tiga Satuan Witayah Sungai (SWS) dengan 97

aliran sungai yang meliputi SWS Lasolo - Sampara, SWS

Toari - Lasalimu dan SWS poleang - Roraya. Hingga saat

ini di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 96 buah

,ni-
=- i i rii"il
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Bendung/Daerah lrigasi (Dl) dengan rincian 33 buah lrigasi Teknis dan 63 buah lrigasi Non Teknis.
Potensi Daerah lrigasi yang ada seluas'139.326 Ha dan secara fungsional te;ah mencapai g2.039

Ha. Dari luas fungsional tersebut di atas, sekitar 29.542 Ha berupa sawah lrigasi Teknis dan 12.192

Ha berupa sawah lrigasi Non Teknis.

Secara keseluruhan, prasarana irigasi tersebut di atas mampu mendukung peningkatan

produksi pangan dalam rangka mewujudkan katahanan pangan. Untuk itu maka akan senantiasa

diupayakan peningkatan dan pemeliharaan Jaringan lrigasi yang telah dibangun yang disertai

dengan upaya pelestarian sumberdaya air dengan menjaga kelestarian hutan di Daerah Aliran

Sungai.

Penyediaan energi listrik di Sultra dilakukan oleh PLN dengan daya mampu pembangkit

61,07 MW. Kondisi tersebut masih jauh dari kebutuhan listrik saat ini yang diperkirakan mencapai

150 MW. Rasio elektrifikasi baru sebesar 37,16% lebih rendah dari rasio elektrifikasi nasional yaitu

56%. Desa berlistrik berjumlah 65,25% dari 1.980 desa/kelurahan yang ada. Di sisi lain potensi

energi yang dapat dikembangkan untuk pembangkit listrik cukup banyak tersedia seperti potensi

energi air Sungai Lasolo yang diperkirakan mampu membangkitkan listrik sebesar 90 MW, Sungai

Lalindu 100 MW, Sungai Konaweha 24 MW serta beberapa potensi energi air berskala mikrohidro

dan minihidro yang tersebar di wilayah Kabupaten Buton, Muna, Bombana, Buton Utara, Kolaka

dan Kolaka Utara.

Pada tahun 2013 rasio elektrifikasi ditargetkan dapat meningkat menjadi minimai 50% dan

jumlah desa berlistrik mencapai 80%. Dalam jangka panjang dan menengah pembangunan

ketenagalistrikan diupayakan melalui kerjasama dengan para pihak termasuk PLN dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam pengembangan pembangkit listrik non diesel yaitu pembangkit listrik tenaga

air baik skala mikrohidro (0 - 200 I(VV), minihidro (200 l(// - 2 MW) maupun skala besai'PLTA (> 2

MW) dengan sumber pembiayaan APBD, APBN maupun swasta. Daya listrik yang dihasikan dijual

kepada PLN untuk disalurkan ke konsumen. Pada sistem Kendari PLN akan mendapat tambahan

pasokan daya listrik melalui pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara berkapasitas 2x10 MW

yang akan dibangun oleh pihak swasta sebagai lndependent Power Producer (IPP). Saat ini telah

dilakukan negosiasi kontrak jual beli tenaga listrik dengan PLN dan pembangunannya akan dimulai

pada tahun 2009 yang diperkirakan dapat beroperasi pada tahun 2012.

Dalam jangka pendek (1-2 tahun), krisis listrik yang berdampak pada pemadaman bergilir

khususnya di Kota Kendari (Wilayah Kerja PLN Cabang Kendari) diupayakan dapat diatasi melalui

penambahan kapasitas pembangkit dengan merelokasi mesin pembangkit PLN dari wilayah di luar

Sultra. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkontribusi atas biaya relokasi dan

pemasangan pembangkit. Khusus untuk daerah perdesaan terpencil dan terisolir yang sulit

dijangkau jaringan listrik PLN akan terus diupayakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) dengan sumber pembiayaan APBD maupun bantuan pemerintah pusat.

Pengelolaan PLTS akan dilakukan oleh lembaga pengelola PLTS yang keanggotannya dari unsur
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masyarakat penerima PLTS (Project Management Unf) sebagai satah satu upaya

masyarakat lokal.

Dalam upaya peningkatan penyediaan listrik oteh PLN, pemerintah provrnsr

Tenggara sangat mendukung dan terus mengupayakan meodorong peningkatan status t: l{ di

sultra menjadi PLN wirayah tersendiri. Dalam hal ini pemerintah provinsi sulawesi renggara akan

melakukan komunikasi dengan Pemerintah dan pLN pusat se.ta Komisi DpR yang .-. , 
,,

Energi. Diharapkan apabila hat ini dapat diwujudkan akan memudahkan koordinasi -

pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tenggara.

ll.l5. Potensi Sumber Daya Atam

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sumberdaya alam yang cukup potensial untuk

dakem-bangkan, terutama pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan .,rr_

tambangan. Potensi pertanian dalam artj luas merupakan sekto. yang menjadi p.ioril?s

pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sehagian

besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor ini. Lahan pertanian yang ada

sebahagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk pengembangan sejumlah komoditi tanaman
pangan, perkebunan dan petemakan.

Sebahagian besar wilayah Provinsi Sulawesr Tenggara merupaxan areat potenstat untuk

pengembangan kegiatan pertanian. Sektor pertanian dalam arti luas merupakan sektor penggerak

utama peningkatan perekonomian masyarakat yang diarahkan agar mampu membawa ef€t. J;,tda
terhadap sektor-sektor lain. Luas sawah telah mencapai91.113 Ha dengan produksi padi mencapai

349.430 ton pertahun. Prioritas pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diproyeksikan pada

komoditi unggulan dengan tidak meninggalkan pengembangan komoditi lainnya.

Penggerak perekonomian Sulawesi Tenggara lainnya adalah sektor perikanan dan kelautan

yang menjadi salah satu modal dasar pembangunan daerah provinsi Sulawesi Tenggara_ Luas

perairan laut menc€pai 114.876 Km2 dengan panjang garis panlai 1.740 Km. potensi ini menjadi

daya tarik tersendki bagi pengembangan usaha perikanan tangkap maupun kegiatan budidaya.

Potensi perikanan tangkap mencapai 350.000 ton pertahun. Tetapi produksinya saat ini baru

mencapai 215.000 ton atau 61,43 o/o dari potensi yang tersedia. potensi ini seharusnya dapal

dikembangkan secara maksimal .iika aktivitas //egal fsi,ng dapat diberantas. potensi perikanao

budidaya mencakup budidaya laut, air payau dan air iawar. Pontensi perikanan darat sebesar

10.000 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 41 %. Dengan demikian nampak

bahwa potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu pengembangan

investasi pada bidang ini cukup lerbuka lebar.

Total luas hutan di Sulawesi Tenggafa adalah 2.600.000 Ha yang terdiri dari hutan lindung,

hutan produksi dan hutan konversi. Investiasi di bidang kehutanan yang prospektif adalah

pengembangan hutan tanaman industri pada areal tertentu. Potensi lainnya adalah

pengembangan industri hasit hutan sepe.ti industri meubel berbahan kayu, rotan, industri tenun,

industri anyam-anyaman serta industri lebah madu. Dalam rangka menjaga kelestariannya,

pengembangan hutan produksi harus diikuti dengan

penanaman kembali agar tidak terjadi degradasi

hutan sehingga kelangsungan produksi tetap terjaga

dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Jenis komoditi ternak yang dlusahakan di

Provinsi Sulawesi Tenggara meocerminkan

keunggulan potensi sub sektor peternakan. Pada

tahun 2006 popuiasi unggas mencapai 8.056.3'13

ekor, populasi sapi sebesar 222.350 ekor, khusus

sapi potong produksi yang dihasilkan mencapai

'18.349 ekor dan ekspor antar pulau sebanyak 2 709

eKor.

alam bidang pertambangan potensi yang

ada mencakup sejumlah bahan galian mineral yang

mempunyai nilai ekonomi tinggi seperta emas, nikel,

marmer, aspal, dan lain-lain seda indikasi

kandungan baiubara dan minyak bumi yang masih

memerlukan eksplorasi rinci dan penelitian lebih

lanjut.

' ;: .'t.
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Gambar 5 PolensiPedanian dan Kehutanan

ft". - '
t-

k'l!'.t$ -tl' ,.,r,...o-., .'"*.- .,.". Pengusahaan pertambangan di Sultra

dilakukan oleh 3 perusahaan raksasa yaitu PT. Antam, PT. INCO, dan PT. Rio Tinto dan ratusan

perusahaan pemegang Kuasa Pedambangan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan nikel.

Untuk pengusahaan tambang aspal di P. Buton juga terdapat lebih dari 30 perusahaan

pemegang izin Kuasa Pertambangan termasuk yang selama initelah beroperasi yakni:

l.PT. Sarana Karya dengan KP Eksploitasi seluas 3'18.526 Ha di Kabungka dan seluas 100 Ha di

Lawete.

2. PT. Olah Bumi Elcipta dengan KP Eksploitasi seluas 1.056.45 Ha di Kabungka. 100 Ha di

Lawele.97,69 Ha diRongidan seluas 1.182,36 di Lawele Utara.

149148



3. Asia Werks Global lnvestment Group dengan KP Eksplorasi seluas 1.648 Ha di Kabungka

seluas 1.189 Ha di Lawele.

Walaupun telah cukup banyak perusahaan yang berinvestasi di bidang pertan, . .., dil
Sulawesi Tenggara, namun demikian kehadiran perusahaan tersebut terutama ketiga perusal-,3sq'

raksasa yaitu PT. INCO, Tbk, PT. ANTAM, Tbk (Persero) maupun PT. RIO TINTO dinilai beturn

memberikan kontribusi yang adil dan signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahtsra4^

masyarakat Sulawesi Tenggara. Bahkan dengan meningkatnya investasi dalam kegiata: r!:,:i:t;l

pertambangan mineral khususnya nikel, menimbulkan masalah tersendiri seperti adanya turnrr.:,;rg

tindih Kuasa Pertambangan, wilayah KP yang berada dalam kawasan hutan lindung, adanya-

penolakan masyarakat lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap kehadiran iiivesioi

tarhbang dan sebagainya.

Dalam periode 2008-2013 pengelolaan bahan galian mineral diharapkan dapat rr,.rrjadi

penggerak utama pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi

Tenggara. Pengusahaan tambang harus sustainable, memperhatikan kelestarian lingkungan ssrra

dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah melalui penci rinaarr

pajak dan retribusi daerah serta sumbangan pihak ketiga yang merupakan persentase atas

keuntungan bersih perusahaan dalam rangka mendukung Program BAHTERAMAS. Dalam rangka

pemberdayaan masyarakat diupayakan adanya peningkatan kontribusi perusahaan tambang dalam'

rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan melalui peningkatan da:ra

Community Development dan danadana sosial lainnya.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan multiplier effect, Pemerintah Provinsi Sulevresi

Tenggara akan mewajibkan agar bahan galian yang diekspor dalam bentuk konsentrat dengan

kadar yang jelas. Dengan demikian bahan galian tambang yang dieksploitasi harus terlebih dulu

dilakukan pengolahan.

Untuk memudahkan pengawasan akan dibangun instrumen pengawasan yang disebut

outllet-outlet produksi tambang di sentra-sentra pertambangan nikel dan aspal yang dilengkapi

dengan pembangunan dermaga khusus, laboratorium uji material, pelataran penimbunan ntaterial,

penataan pemukiman dan sarana sosial ekonomi, pengembangan regulasi dan pengeniuar,gar'

sumber energi altematif setempat. Sumber pembiayaannya merupakan sharing antara Peme';'ltah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan investor tambang. Daerah yang memu: :' ': I

direncanakan berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara dan P. Kabaena di Kerrrrrnaten

Bombana. Sedangkan untuk outlet produksi tambang aspal yaitu di Lawele Kabupaten Butcr,.

Pada beberapa waktu yang lalu dalam tahun 2008 telah dilakukan peletakan batu pertama

pembangunan pabrik Stainless Steel di Tapunggaya Kabupaten Konawe Utara dan diperl'. ,.:rkall

dapat beroperasi 5 tahun yang akan datang. Total investiasinya mencapai Rp 8 T (delapan triliun

rupiah) yang merupakan patungan antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Jindan India. Kehadiran

pabrik baja ini diharapkan selain dapat rnenciptakan lapangan kerja juga akan meningkatkan

pendapatan daerah. Saat ini sedang diupayakan agar Pemerintah Daerah mempunyai saham

dalam persentase yang wajar. Pada tahun 2009 PT. R;o Tinto juga akan membangun pabrik di

Kolaka dengan total investasi mencapai Rp. 10 T (sepuluh triliun rupiah) dan diharapkan dapat

beroperasi pada tahun 2012. Perusahaan ini diprediksi memberikan kontribusi kepada Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten Konawe masing-masing sebesar US$ 5 juta dengan jaminan

adanya kepastian hukum terhadap lahan-lahan yang menjadi wilayah konsesinya.

Untuk menghindari adanya kasus tumpang tindih wilayah pertambangan dan adanya wilayah

KP dalam kawasan hutan lindung, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan

penataan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang ekstra ketat terhadap penerbitan Kuasa

Pertambangan oleh kabupaten/kota agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

Pada bidang perkebunan, potensi lahan yang mempunyai peluang untuk dikembangkan juga

cukup menjanjikan. Produksi perkebunan yang telah berkembang meliputi kakao, mete, cengkeh,

kelapa, kopi, lada, kemiri dan vanili. Komoditi kakao dan mete merupakan komoditi andalan yang

cukup berperan dalam skala perekonomian nasional. Adapun rencana dan realisasi investasi di

bidang perkebunan, seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Rencana Investasi Swasta di Bidang Perkebunan

No. Perusahaan Komoditi Luas Areal
(Ha) Lokasi

1 PT. Marketindo Tebu 20.000 Kec. Landono, Kab.
Konawe Selatan

2. PT. Clpta Agung Manis Tebu 20.000 Kec. Tinanggea,
Kab. Konawe
Selatan

PT. Jaya Lestari Sawit 20.000 Kec. Watubangga,
Kab. Kolaka

4. PT. Sultra Prima Lestari Sawit 6.000 Kec. Asera,
Wiwirano, Kab.
Konawe Utara

6 PTP. Nusantara XIV Sawit 6.000 (inti)

20.000 (plasma)

Kec. Asera, -
Wiwirano, Kab.
Konawe Utara

6. PT Tanjung Bukit
Makmur

Sawit 20.000 Kec. Asera,
Wiwirano, Kab.
Konawe Utara
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Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Tahun 2007
Potensi pariwisata, wilayah Sulawesi Tenggara secara

umum dapat dibedakan atas pariwisata laut dan budaya yqng

juga merupakan ciri khas daerah di Sulawesi Tenggara gqp.1.,

satu diantarannya adalah potensi wisata laut di Kabupaten

Wakatobi yang terkenal dengan keindahan karang bawah laul

Selain itu juga terdapat potensi wisata Pantai Ninivana- (q1q

Bau-Bau, Pulau Bokori Kabupaten Konawe dan danau

Napabale di Kabupaten Muna.

Gambar 6. Potensi Pariwisata Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara

Potensi budaya yang merupakan obyek wisata adalah keraton Buton di Kota Bau-Bau, serta

kesenian tradisional suku bangsa yang terdapat di Sulawesi Tenggara seperti suku Tolaki, Buton,

Muna, Moronene dan lain-lain.

..l

BAB III

vtslDAN Mtsl

vlsl
Berdasarkan uraian mengenai kondisi Provinsi Sulawesi Tenggara, masalah, peluang dan

tantangan pembangunan ke depan maka visi pembangunan kami dalam membangun Sulawesi

Tenggara periode Tahun 2008-2013 adalah :

MEMBANGUN KESEJAHTERAAN

SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008-2013

Pernyataan visi sebagaimana dikemukakan mengandung makna dan implikasi sebagai

berikut :

Sulawesi Tenggara adalah merupakan salah satu Provinsi yang terdiri atas jazirah dan

kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang cukup melimpiah baik sumberdaya daya yang

dapat diperbaharui (Renewable resources) di sektor kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas

serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), seperti pertambangan.

Sumberdaya yang tersedia, sebagaimana disebutkan pada dasarnya telah dikelola, tetapi belum

optimal karena belum memberikan manfaat yang maksimai terhadap peningketan kesejalfteraan

masyarakat maupun dalam upaya peningkartan pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukan

upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya daya yang

tersedi dalam upaya meningkatkan dan mernpercepat tenrvujudnya kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu dalam lima tahun ke depan yaitu periode 2008-2013, upaya-upaya konkrit

akan dilakukan dengan membangun potensi sumberdaya yang tersedia untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat.

Membangun mengandung makna bangkit, berdiri, bersifat memperbaiki, membina,

mendirikan atau mengadakan sesuatu. Sulawesi Tenggara dengan segala potensi yang dimiliki dan

seperti yang telah dikelola selama ini, masih ferlu upaya-upaya yang lebih kuat lagi unutk

membangkitkan, mendirikan dan membina serta memafaatkan potensi yang ada untuk

kpsejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kesejahteraan mengandung makna keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan

kemakmuran. Sedang selahtera yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung

makna aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak

kurang satu apapun.
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Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan maka

KESEJAHTERAAN dimaksudkan adalah dalam rangka memperbaiki, membina

membangkitkan suatu perikehidupan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur

mengutamakan pendekatan yang bertumpu pada pembangunan manusia (people

pembangunna pusat-pusat pedumbuhan (growth centrcd development) dan pengembangat

kawasan tumbuh cepat serta pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development\.

Sebagaimana diketahui bahwa melalui beberpa pendekatan pembangunan yang telah

dilakukan oleh para pendahulu, maka sec€ra visual Sulawesi Tenggara bukanlah termasuk provin$

yang tertinggal, karena beberpa komoditas yang ebrasal dari Sulawesi Tenggara telah dikenaldi

pasar nasional bahkan di pasar internasional. Tetapi dilain pihak harus iuga diakui bahwa beberapa

sektor yang masih perlu dikembangkan agar dapat mengejar ketertinggalan atau menyamai provinlii

lainnya yang telah berkembang.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini secara umum juga telah memberikan

manfaat dalam pembangunan daerah dan juga pembanguna kesejahteraan masyarakat secara

umum. Tetapijuga harus djakui bahwa masih ada sektor-sektor yang perlu ditingkatkan, temasL(

sektor-sektor yang secara langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat. pembangunan ekonomi

yang lebih berpihak pada masyarakat, pembangunan pelayanan masyarakat secara cepat dan

menyenenagkan (pelayanan prima), penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan yamng

mampu memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur

perhubungan yang memungkinkan tersedianya jasa transportasi secara murah (terjangkau), ama0

dan njyaman, serta membangun pemerintahan yang melayani masyarakat melalui penerapan

prinsip-prinsip tata pemrintahan yang biak (good governance). Kesemua ini merupakan upaya

upaya yang perlu dipercepat dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi

Tenggara.

Oleh karena itu periode pembangunan Sulawesi Tenggara 2008-2013, merupakan periode

Membangun Kesejahteraan Masyarakat secara nyata melalui 1) Pengembangan kualilrs

Sumbmerdaya Manusia, 2) Revilalisasi Pemerintahan Daerah, 3) Pembangunan Ekonomi

ditekankan pada pembangunan ekongmi masyarakat dengan pendekatan produksi serta 4)

Pengembangan Sosial Budaya dan 5) Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk mendukung

pembangunan ekonomi rakyat dan pelayanan pemerintahan. Upaya-upaya ini akan diuraikan dalam

misi pembangunan yang juga merupaka agenda utama pembangunan periode Tahun 2008-2013.

Mlsl

Untuk me.ealisasikan visi pembangunna sebagaimana diuraikan. maka akan

dikembangkan tiga agenda yang juga rnerupakan misi pembangun:ln ya[u :

l. Pembangunan Kuatitas Sumberdaya Manusia ; dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan pada semua jenjang, meningkatkan pelayanan kesehaian masyarakat untuk

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, sehingga dapat menciptakan insan

yang memiliki kualitas intelektual dan kualitas iasmaoi serta rohani yang baik

2, Revitalisasi Pemerintahan Daerah ; dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang

lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan

akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat rnengayomi masyarakat serta bersih

dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotime

3. Pembangunan Ekonomi ; dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara

nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sektor riil'

berdasarkan potensi yang berada disekitamya.

4. Pembangunan kebudayaan ; dimaksudkan untuk mengembangkan rasa persatuan dan

kesatuan, mengembangkan dan memperkuat citra dan identitas daerah serta mendorong

sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan semberdaya potensi budaya

setemPat.

5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktu. i dimaksudkan untuk mengembangkan

infrastruktur wilayah secara terpadu dao mengembangkan infrastruktur perekonomlan yang

mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan serta simpul-simpul tataniaga dan

mengembangkan infrastruktur pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima kepada

masyaraKaL
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BAB IV

STRATEGI PEMBANGT'NAN DAERAH

Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi EAIVK-SEJA HTERA dan menjalankan misi pembangunan

daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 ditempuh 4 (empat) strategi pembangunan

daerah yaitu :

1. Pembangunan yang bertumpu pada manusia lpeople centered developmentl

pembangunan yang berfokus pada'masyarakat desa berdasarkan potensi yang dimilikinya,

medlui prinsip-prinsip pembangunan manusia yaitu :

produKivitas: masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi

secara penuh dalam proses memperoleh pendapatdn dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu,

pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian penting dari pembangunan manusia.

Ekuitas: masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua

hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat

berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini'

Kesinambungan : akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk

generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Untuk itu maka segala bentuk

permodalan fisik dan lingkungan hidup harus terpenuhi.

pemberdayaan : pembangunan harus dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat

harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang

mempengaruhi kehiduPan mereka.

2. Pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan (growth center

developmentl

pembangunan diarahkan pada terciptanya pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan potensi

wilayah dengan target-target pertumbuhan ekonomi yang terukur, termasuk mengembangkan

simpul-simpul ekonomi atau tata niaga untuk menghimpun dan mendistribusikan komoditas

atau produk dalam skala ekonomi tertentu.
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3. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

development)

Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan potensi sumberdaya

dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan, yaitu pemanfaatan

alam yang menjamin tetap terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem dari suatu wilayah,

untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan proses produksi dan

masyarakat.

4. Pengarus-utamaan gender (gender mainstreammingl

Peningkatan kemitra-sejajaran dan peran-serta perempuan di segala bidang pembangunan

dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat kaum perempuan serta menjunjung tinggi

nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat.

1V.2. Agenda Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan daerah tersebut di atas maka ditetapkan 5

(lima) Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2008-2013 yaitu :

1. Agenda | : Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia, diarahkan untuk memenuhi hak-

hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yakni hak untuk memperoleh akses

yang cepat, mudah dan murah atas kebutuhan pendidikan dan kesehatan dalam rangka

terciptanya masyarakat yang berkualitas, baik kualitas intelektual, emosional, spiritual, fisik

maupun kualitas teknisnya yang berorientasi kepada pengembangan produktivitas. Hak-hak

dasar masyarakat di bidang pendidikan dalam bentuk bebas dari buta aksara, kebodohan,

keterbelakangan dan putus sekolah. Sedangkan hak-hak dasar masyarakat di bidang

kesehatan dalam bentuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadal

sehingga risiko penularan penyakit dan kekurangan gizi semakin berkurang.

2. Agenda ll : Revitalisasi Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk melakukan reformasi

birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) melalui

pengembangan kapasitas manajemen pemerintahan daerah, peningkatian kualitas sumberdaya

aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Agenda lll : Pembangunan Ekonomi, diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat

dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, kekurangan pangan, sandang dan papan

sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan. Pembangunan ekonomi masyarakat

ditekankan pada peningkatan akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi sehingga

sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan

secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, diarahkan pula untuk

meningkatkan keberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta membangkitkan

industrialisasi. Untuk itu maka pe+nenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi adalah

terpenuhinya hak untuk berusaha dan memperoleh lapangan kerja, hak untuk memperoleh

akses permodalan, hak atas pengelolaan sumberdaya alam serta hak atas pemerataan

distribusi barang dan jasa.

Agenda lV : Pembangunan Kebudayaan, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah

dalam pengelolaan keragaman budaya dan kekayaan budaya daerah serta meningkatkan

apresiasi terhadap seni budaya daerah dan situs budaya daerah. Dengan upaya memperkokoh

ketahanan budaya daerah akan mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai

negatif akibat pengaruh globalisasi informasi. Melalui pembangunan kebudayaan diharapkan

dapat memberikan arah bagi terciptanya identitas daerah dan memperkuat jati diri masyarakat

yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Agenda V : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar, diarahkan untuk mendukung

aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam kerangka pengembangan wilayah agar

tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah dan antar wilayah.

Pembangunan transportasi dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan jaringan

pelayanan antar moda dan intra moda. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air

diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya ekonomi dan sosial melalui

pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan telekomunikasi diarahkan

untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi. Pembangunan sarana dan

prasarana energi dan ketenagalistrikan secara memadai serta pengembangan diversifikasi

energi untuk pembangkit listrik baru berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui.
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BAB V

ARAH KEBIJAKAN UMUM

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 akan dapat tercapai jika

misi, agenda, pendekatan, strategi serta program-program pembangunan daerah dilaksanakan

','lgsbagaimana mestinya. Untuk itu maka segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup

. .pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus rnerumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang

: berkaitan langsung dengan upaya pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai
od.ngrn tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

V.l. Kebijakan Umum

Berkenaan dengan lima agenda yang akan dilaksanakan maka arah kebijaksanan masing-

masing agenda adalah sebagai berikut:

A. Agenda | : Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusaa

1. Sasaran pertama, meningkatnya cakupan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan

dikembangkan adalah:

a) Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan dengan memberikan akses yang lebih

besar kepada masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh pelayanan

pendidikan. Untuk memperkuat kebijaksanaan tersebut, akan dilakukan pembebasan

biaya operasional pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat,

hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat;

b) Meningkatkan dan mengembangkan cakupan pendidikan dasar dan menengah yang

ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Perbaikan manajemen setiap

institusi pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mampu mendukung

terciptanya proses pendidikan yang berkualitas,

c) Meningkatkan kualitas pendidikan menengah yang ditujukan untuk meningkatkan

penguasaan dasardasar ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para siswa. Pengenalan

terhadap teknologi informatika yang lebih seksama sebagai langkah adaptasi terhadap

pesatnya perkembangan I PTEK benrawasan global;
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o) Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi metalui kerja sarql
antiara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan antar perguruan tinggi yang ada

e) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adit, efisien, efektif, transpaao
dan akuntabel dalam rangka pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.

2. Sasaran kedua, meningkatnya deralat kesehatan masyarakat,

didaerah;

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka
dikembangkan adalah:

prioritas kebijaksanaan yang akan

a) Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat_pusat pelayanan kesenaran yang
ditujukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di daerah
terpencil serta pengembangan dan reatokasi fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU)
Provinsi surawesi renggara sebagai pusat kesehatan rujukan yang memaoar sesuai
tuntutan perkembangan lptek kesehatan;

b) Mengembangkan sistem jaminan kesehatan masyarakat yang berprinsip keadilan
seoagat pengejawantahan cara pandang dari paradigma sakit ke paraotgma sehat
seJabn degan visi Indonesia Sehat 2010. Sejalan dengan komitmen rerseDut akan
ditingkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan ianjutan dengan pnontas
pembebasan biaya perayanan kesehatan keras fl pada RsuD Kabupaten/Kota dan
RSUO Provinsi Sutawesi Tenggara,

c) Meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesehatan dan mene.apkan pota hidup
sehat guna terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari tatanan Individu,
keluarga dan masyarakat. serta pemberdayaan masya.akat dalam pembangunan
kesehatan.

Sasaran ketiga, meningkatnya kualitas morat dan akhlak.

- Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebuaksanaan yang akan
dikembangkan adalah :

a) Meningkatkan kapasitas spirituat masyarakat yang tercermin dari perilaku yang baak,
taat kepada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sgsial dan budaya maupun perarur6r
perundang-undangan yang berlaku,

b) Meningkatkan kualitas penatiaan, pengelolaan dan pengembangan ,asilitas petaKsanaan
ibadah dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan
akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;

c) Meningkatkan keserasian sosial dengan memanfaatkan kearifan lokat guna memperkuat
hubungan-hubungan kelembagaan sosial kemasyarakatan.

4. Sasaran keempat, terjaminnya kemitraan sejajar dan peran wanita dalam segala bidang
kehiduoan.

Untuk rnencapai sasa.an tersebul. maka prioritas kebtaksanaan yang at(an
dikembangkan adalah:

a) Meningkatkan keterlitatan pe.empuan dalam proses politik dan kebijakan publik;

b) Meningkatkan kuatitas kaum perempuan sehingga dapat berperan datam berbagai
kegaatan pembangunan;

c) Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak.

Agenda ll : Revatalisasi Pemerintahan Oaerah

1. Sasaran pertama : Tercip(anya iata kelola pemerintahan yang baik, bers,h, berwibawa.
p.ofesional dan bertanggungjawab.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebraksanaan yang akan
dikembangkan adalah:

a) Menata kewenangan dan pengembangan sistem kerembagaan dan ketataraksanaan
pemerintahan daerah yang lebih efisien, efektil transparan dan akuntabel:

b) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur agar lebih profesional dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbatk
kepada masya.akat;

c) Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan
antemal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat;

d) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyetenggaraan pembangudan;

e) Meningkatkan kerjasama antar pemerintah Daerah.

2. Sasaran kedua, meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebUaksanaan yang akan
dikembangkan adalah:

a) Meningkatkan optjmalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah;
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b) Meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada

prinsip+rinsip efi siensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;

c) Meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintrah Daerah bawahan khususnya Pemerinhh

Desa/Kelurahan, melalui peagalokasian dana Bantuan Keuangan sebes€r

Rp.1OO.0O0.OOO.- setiap Desa/Kelurahan per tahun.

C. Agenda lll: Pembangunan Ekonomi

1. Sasaran pertama, terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritias kebijaksanaan yang akao

dikembangkan adalah:

a) Mengembangkan sistem informasi bisnis dan promosi investasi dalam rangka

membangkitkan gairah investasi dan meningkatkan akses perdagangan termasuk

kegiatan ekspor-impor;

b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur

penzinan serta menjamin kepastian usaha.

2. Sasaran kedua, meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis komoditas.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan

dikembangkan adalah:

, Mengembangkan simpul-simpul komoditas berskala ekonomi guna menjamin

kontiunitas proses produksi, koleksi dan distribusi produk-produk pertanian dan industri

rakyat. Dalam rangka mengembangkan simpuLsimpul komoditas tersebut, maka

ditentukan pusat-pusat pertumbuhan dan perwilayahan komoditas Provinsi Sulawesi

Tenggara sebagai berikut

(1) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kakao di Kabupaten

Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bomb?na, Muna,

Buton dan Buton Utara;

(2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas jambu mete di Kabupaten

Muna, Buton dan Bombanai

(3) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kelapa Sawit di Kabupaten

Konawe Utara;

(4) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kelapa Dalam di

Kabuoaten Bombana. Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Muna, Buton, dan

Kolaka Utara:

(5) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan kornoditas Meric€/Lada di Kabupaten

Konawe Selatan. Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara dan Bombana.

{6) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Cengkeh di Kabupaten

Kolaka Utara. Kolaka, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan;

(7) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Padi Sawah di Kabupaten

Kolaka Utara, Kolaka. Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, Muna,

Bau-Bau dan Buton Utara:

(8) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kacang Tanah di

Kabupaten Muna, Konawe Utara, Konawe dan Buton Utara;

(9) Mengembangkan pusat-pusat pe.tumbuhan komoditas Kedelai dao Jagung di

Kabupaten Kolaka, Konawe Selatan, Buton, Konawe, Konawe Utara, Bombana

dan Muna;

(10) Mengembangkan pusatfusat pertumbuhan komoditas Sapi dan Kambing di

Kabupaten Muna, Buton Utara, Bombana, Konsel, Konawe, Konawe Utara dan

Kolaka:

(1 1 ) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Rumput Laut di Kabupaten

Wakatobi, Buton, Bombana, Muna, Buton Utara, Konawe, Konawe Uta.a, Kota

Bau-Bau, Kota Kendari dan Kolaka;

(12) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Perikanan Budidaya di

Kabupaten Wakatobi, Buton, Kota Bau-Bau, Muna, Konawe Selaian, Konawe,

Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Utara;

(13) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Wisata Laut di lGblpaten Wakatobi,

Kota Bau-Bau, Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara dan Muna;

(14) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Wisala Budaya di Kabupaten Buton,

Konawe, Muna. Kolaka dan Kota Bau-Bau;

(15) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Wi$ta Alam di Kabupaten Konawe

Selatan dan Bombana:

163



(16) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Jasa-jasa di Kota Kendari, Kota Bau-
Bau, Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Muna, Buton dan
Bombana;

(17) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan kornoditas pertambangan Ol

Kabupaten Buton, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara.
Bombana, Muna dan Euton Utara.

Mengembangkan sistem proteksi untuk melindungi sumber_sumber pendapatan
masyarakat dan menyediakan subsidi untuk pengembangan usaha melalui kredit tianDa
DUnga;

Mengembangkan lembaga penjamin usaha yang ditekankan pada pemberian advokasi
oleh lembaga penjamin untuk memberikan kepastian keberhasilan usaha:

Membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi sehingga dapat
berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ketahanan eKonoml
wilayah.

3. Sasaran ketiga, meningkatnya produktivatas, produksi, daya saing dan nilaitambah komodati.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebtaksanaan yang akan
dikembangkan adatah:

a) Mengembangkan usaha pertanian dalam arti luas dengan pendekatan kewilayahan
dengan konsep agribisnis:

b) Meningkatkan pariisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tianaman,

c) Mengembangkan industri skala kecil dan menengah yang berbasis pada sumberdaya
lokal khususnya agroindustri;

d) Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil dengan memperhatikan aspek
sosial dan kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai sasaEin tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan
dikembangkan adalah ;

a) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung kelancarir..
aktivitas perekonomian masyarakat;

b) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembentukan simpul_simpul tata niaga
di lbu Kota Kecamatan yang menghubungkan antara sentra-sentra produksidengan sentra_
senra pemasaran:

o)

o)

telekomunikasi melalui pendi.ian telecenter di lbu Kota Kecamatan yang

berperan sebagai pusat informasi bisnis sehingga membentuk jaringan informasi bisnis

fegional;

Mengembangkan jaringan air be.sih wilayah pedesaan yang ditujukan untuk meningkatkan

lenydiaan air baku guna memenuhi kebutuhan masyarakat,

Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian dalam rangka

meningkatkan ketahanan Pangan;

Mengembangkan diversiflkasi pemanfaatan sumberdaya energi yang terbarukan guna

I memenuhi kebutuhan tenaga listrik khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan

t
Agenda lV: Pembangunan Kebudayaan

l. Sasaran pertama, meningkatnya kemampuan daerah dalam pengelolaan keragaman

budaya dan kekayaan budaYa

Adapun prioritas kebijaksanaan sebagai berikut :

Mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat identitas daerah;

Meningkatkan promosi kebudayaan daerah untuk memberi nilai ekonomi kebudayaan

daerah sebagai salah satu komoditas kepariwisataan daerah

Sasaran kedua, meningkatnya apresaasi terhadap seni budaya daerah dan situs budaya

oaeran.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebiiaksanaan yang akan

dikembangkan adalah :

a) Mengembangkan seni budaya daerah melalui peran serta lembaga-lembaga kesenaan

masyarakat yang ada di daerah;

b) Meningkatkan nilai tambah situs budaya daerah sehinggi dapat menjadi obyek wisata

andalan daerah.

Aqenda V : Mempercepat Pembangunan Inf.astruktur Dasa.

1. Sasaran pokok, meningkatnya infrastruktur kewilayahan untuk menunjang fungsi-fungsi

elemen dasar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

b)

2.
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Untuk mencapai sasa€n tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan

dikembangkan adalah i

a) Mengembangkan sarana dan prasa.ana transportasi terpadu untuk mendukung

kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat:

b) Mengembangkan saiana dan prasarana pendukung pembentukan simpul_simpul tata
niaga di lbukota Kecamatan yang menghubungkan antara sentra_sentra produksi

dengan sentra-sentra pemasaran;

c) Mengembangkan telekomunikasi melalui pendirian telecenter di lbukota Kecamatan

untuk berperan sebagai pusat informasi bisnis sehingga membentuk jaringan informasi

bisnis regional;

d) Mengembangkan jaringan air bersih wilayah pedesaan yang ditujukan untuk
meningkatkan penyediaan air baku guna memenuhi kebutuhan masyarakat;

e) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian dalam rangka

meningkatkan ketahanan pangan;

0 Mengembangkan diversifikasi pemanfaatan sumberdaya energi yang terbarukan guna

memenuhi kebutuhan tenaga listrik khlsusnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

V.2. Sasaran Umum

Berkenaan dengan arah kebijaksanaan tersebut di atas, maka gambaran kinerja
penc€paiannya dalam lima tahun ditetapkan sasaran umum yang akan dicapai sampal dengan

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Angka partisipasi Murni (ApM) SD/MIanta.a 95-98%,

2. Meningkatnya Angka partisipasi Kasar (ApK) SMp/MTs antara 9S-1OO%;

3. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (ApK) SMA,/MA antara 65-75%:

4. Terselenggaranya sekolah-sekolah bertaraf internasional pada berbagai .ienjang pendidikan:

5. Terur'ujudnya p€nerapan teknologi informasi pada sekolah-sekolah;

6. Berkembangnya kurikutum pendidikan dasardan menengah berbasis sains dan teknologi;

7. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;

8. Meningkatnya akses untuk memperoleh pendidikan bagiseluruh masyaraKal;

10.

11.

'tt

Berkembangnya perilaku gemar rnembaca bagi seluruh lapisan masya.akat yang didukung

dengao ketersediaan berbagai jenis buku-buku bacaan;

Meningkatnya kualitas kinerja dan kesejahteraan guru;

Menurunnya angka buta aksara dari 66.140 orang menjadi 33.070 orang:

Menurunnya Angka Kematian lbu (AKl) dad 312 menjadi kurang dari 226 per '100.000

kelahiran hidup :

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 41 menjadi kurang dari 26 per'1.000 kelahiran

haduP:

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita da(i 21,74/o r'l,enjadi kurang dara '15%;

Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun menjadi 7l tahun;

Meningkatnya cakupan bayiyang diberiASl Eksklusifdari 78,08 % menjadi90 o/o:

Meningkatnya cakupan pe.salinan oleh lenaga kesehatan dari 72,49o/" meniadi 9O o/o

Menurunnya Usia Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun menjadi 71 tahun;

Meningkatnya jumlah dan kualitas pusat-pusat pelayanan kesehatan;

Meningkatnya akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi seluruh masya.akat;

Meningkatnya mutu dan kinerja pelayanan rujukan di Rumah Sakit Provinsi dengan indikator

utama rawat jalan 165.000 kunjungan/ tahun, rawat inap '15.200 kunjungan/tahun dan BOR

menjadi 71,84016;

Meningkatkan fasilitas pelayanan rujukan rumah sakit yang memadai dengan pembangunan

gedung baru di lokasi baru Rumah Sakit Umum Dae.ah Provinsidengan kapasilas 500 tempat

tidur:

Meningkatkan pelayanan RSUD P.ovinsi yang terakreditas dari 5 pelayanan menjadi 17

pelayanan;

Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri yang memungkinkan terselenggaranya proses

politik;

Terciptanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mampu menangkal segenap

ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang munculdaridalam maupun dariluar,

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;

,t'l
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

24.
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27. Meningkatnya sinergi dan harmoni anta(a pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah

dengan semangat kemitraan yang sejajar dalam perumusan kebijakan oaeran;

28. Terwujudnya reorganisasi, restrukturisasi dan revitialisasi organisasi pemerintahan daerah

dalam kerangka reformasi birokrasi pemerintahan daerah;

29. Meningkatnya kualitas, disiplin, etos kerja dan proFesionalisme aparatur pemerintahan dae.ah,

30. Mantapnya koordinasi dan pembinaan daerahdaerah otonom baru sebagai hasil dari upaya

pemekaran wilayah;

31. Meningkatnya efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pemDangunan;

32. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan pemerintah daerah;

33. Terciptanya keadilan melalui penegakan supremasi hukum;

34. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;

35- Meningkatnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah;

36. Tefsedianya perangkat teknologi informasi beserta efektifitas pemanfaatannya;

37. Meningkatnya ketersediaan data base pada semua bidang pembangunan oaeran;

38. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

39. Meningkatnya cakupan penelitian dan pengembangan untuk kepentjngan pembangunan

oaeran:

40. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifkasi

sumber-sumber pendapatan daerah serta pengembangan potensi sektoral;

41. Terciptanya iklim investasiyang mampu membangkitkan gairah dan minat investasi;

42. Berkembangnya informasi bisnis dan promosi potensi pembangunan dan invesiasi:

43. Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi bahan tiambang, minyak dan gas alam;

44. Meningkatnya usaha industri kecildan tumbuhnya industriskala menengah dan besar;

45. Meningkatnya kelompok-kelompok usaha bersama masyarakat dalam wadah koperasi;

46. Meningkatnya jumlah, jenis dan omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

47.

48.

49.

50.

Meningkatnya akses Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sumber-sumber

permodalan dengan tingkat bunga pinjaman yang sangat rendah;

Meningkatnya kualitas dan kapasitas tenaga kerja sehingga mampu terserap dalam pasar

kerja:

Tertatanya kawasan pemukiman transmigrasi sebagai sentra-sentra produksi dan

meningkatnya taraf hidup transmigran:

Teiaganya keserasian dan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan

daerah;

Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah mengalami degradasi;

Meningkatnya produksi padi dari 350.000 ton pertahun menjadi 400.000 ton pertahun rnelalui

oola intensifikasi dan ekstensifikasi:

Meningkatnya produksijagung dad 75.000 ton pertahun menjadi 100.000 ton pertahun;

Meningkatnya produksi kacang kedelai dari 3.000 ton pertahun menjadi6.000 ton pertahun;

Meningkatnya produksikakao dari 125.000 ton pertahun menjadi 150.000 ton pertahun;

Meningkatnya produksijambu mete dari 40.0O0 ton pertahun menjadi 75.000 ton pertahun,

Meningkatnya produksi cengkeh dari 1.700 ton pertahun menjadi 2.075 ton pertahun;

Meningkatnya p.oduksi vanili dari 90 ton pertahun menjadi 150 ton pertahuni

Meningkatnya produksi lada dari 3.500 ton pertahun menjadi5.000lon pertahun,

Meningkatnya produksi kemiri dari '1.250 ton pertahun menjadi2.000 ton pertahun;

Berkembangnya produksi kelapa sawit dan industri minyak sawit;

Berkembangnya produksi jarak pbgardan industri biodiesel;

Meningkatnya produksi sayur-sayuran;

Meningkatnya produksi buah-buahan;

Meningkatnya populasi ternak sapidari 225.000 ekor menjadi 300.000 ekor;

Meningkatnya populasi ternak kambing dari 100.000 menjadi200.000 ekor;

Meningkat populasi ayam dari 7.800.000 ekor menjadi 10.000.000 ekor;

51.
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68. Meningkatnya produksi tetur unggas da.i S.75O.OOO kg pertahun menjadi 7.5OO.OOO ka
penanun;

69. Meningkatnya produksi perikanan laut dad 200.834,.1 ton pertahun menjadi 215.0C0 i.:i
OertahUn:

70. Meningkatnya produksi perikanan perarran umum dan 4.100 ton Flertahun menjadi 5.000 ton
Pertahun;

71. Meningkatkan penataan. pengembangan dan pengelolaan wilayah pesrstr ctan pulau-pulau
kecil(KP3K)

72. Meningkatnya volume dan nilai ekspor dan perdagangan antar pulau hasit perikanan

73. Meningkatnya p.oduksi perikanan budidaya pe.tahun:

- budidaya laut: dari97.317,5 ton pertahun menjadi 119.019,3 ton pertahun.

- budidaya air payau: dari 1 1.317 ton pertahun menjadi 12.578,9 ton per tahun

- budidaya air tawar: dari911.1 ton pertahun menjadi 1.012,7 ton pertahun

74. [4eningkatnya produksi hasil hutan dan berkembangnya hutan tanaman;

75. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara seanng dengan
menrngkatnya kualitas dan akses terhadap obyek_obyek wisata dae.ah:

Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya dan situs budaya daerah:

Meningkatnya keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial yang memperkuat hubungan_
hubungan sosial kemasyarakatan;

78. Meningkatnya pembinaan pemuda dan prestasi olah raga;

79. Meningkatnya fasilitas peribadatan dari segenap lapisan umat beragama,

80. Meningkatnya kapasitas spiritual ma;yarakat:

81. Meningkatnya jumlah jamaah hajidaritahun ke tahun;

82. Meningkatnya intensitas pemberdayaan masyarakat dengan memposistt(an kaum perern:.r-..
dalam kemitrasejajaran;

83. Meningkatnya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;

76.

77.

86.

Meningkatnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan yang mampu memberikan akses antar

pusat-pusat pemerintahan dan antara sentra-sentra produksi dengan sentra-sentra

oemasaran:

Meningkatnya kapasitas pelayanan Bandara Wolter Monginsidi sehingga dapat menjadi

bandara transit dan sekaligus menjadi Bandara Embarkasi Haji:

Terwujudnya beberapa Bandara Kabupaten/Kota sehingga mampu meMukung peningkatan

pelayanan transportasi udara bagi masyarakat setempat;

Meningkatnya kapasitas pelayanan pelabuhan sehingga mampu mendukung lalu lintas

penumpang, oarang maupun Kargo,

Terciptanya keterpaduan antar moda transportasi;

Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi untuk kepentingan pe.tanian;

Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih khususnya diwilayah pedesaan,

Be*embangnya cakupan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok wilayah pedesaan,

Tercapainya tingkat elektrifikasi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara minimal sebesar 50 %.

Berkembangnya daversifikasi pemanfaatan sumbe.daya energi yang meliputi potensi tenaga

air, tenaga angin, tenaga surya dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah

9edesaan:

Tertatanya kawasan permukiman dan perumahan rakyat;

Meningkatnya koordinasidan sinkronisasi penataan ruang wilayah dan kawasan;

Mantapnya koordinasi, pencegahan dan penanggulangan bencana;

Menurunnya tingkat pengangguran dari 9,67% menjadi sekitar 7%;

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-20'13

diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan I sampai

dengan 8,5%, yang bertumpu pada bidang pertanian, dengan dukungan bidang-bidang lain

seperti pertambangan dan penggalian, bidang keuangan. persewaan dan jasa perusahaan;

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dari Rp. 4,55 Juta pertahun menjadi 6,21

Juta oertahun:

Et.
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l00.Meningkatnya produktivitas daerah dalam upaya percepatan perkembangan dan pertumbuhan

ekonomi daerah;

101 .Menurunnya jumtah penduduk miskin sampai 1O % dan total jumlah penduduk miskin;

102.lnCeks Pembangunan Manusia (lPM), menggambarkan tentang kondisi gabungan tiga
komponen dasar yaitu derajat kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita penduduk.

Berdasarkan atas ketiga komponen tersebut sasaran yang hendak dicapai untuk meningkatkan
indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara sampai Tahun 2013 adalah ; meningkatnya
usia harapan hidup dari 69 tahun menjadi 71 tahun, meningkatnya lama pendidikan dari 7,3

tahun menjadi 8 tahun serta meningkatnya pendapatan penduduk perkapita setara dengan
UMR.

1 03. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

172

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Melihat perkembangan pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk

kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2007 menunjukkan trend kenaikan. Walaupun tidak secara

massif namun kenaikan tersebut cukup signifikan untuk membiayai program+rogram prioritas

dalam pembangunan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2003 sebesar Rp.338,23 Milyar,

-- kemudian pada tahun 2007 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.681,32 Milyar yang berarti

meningkat rata-rata sekitar 25,37 % pertahun.

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 -2007

Tahun

Pendapatan Daerah

Target
(Rp)

Realisasi

(Rp) (%l

2003 334.815.321.000 338.236.709.607 101,O2

2004 370.903.000.000 361.354.740.364 97,43

2005 410.704.845.364 392.387.677.456 95,54

2006 604.260.720.106 598.368.955.501 99,02

2007 709.300.000.000 681.320.194.065 89,30

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sultra

Pendapatan Asli Daerah

Komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak

Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (BBKB). Peranan PKB, BBN-KB dan BBKB dalam Pajak Daerah pada tahun 2003 adalah

sebesar 98,17 Yo dari jumlah Pajak Daerah dan pada tahun 2007 mencapai 98,46 o/o. Realisasi

PKB, BBN-KB dan BBKB pada tahun 2003 adalah sebesar Rp. 53,00 Milyar dan pada tahun 2007

sebesar Rp. 83,04 Milyar atau terdapat kenaikan rata-rata sebesar 14,17 o/o pertahun. Sedangkan
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peranannya berkisar antara 68,29 % hingg6 71,17 % pertahun terhadap Pendapatan Asli

Diharapkan sampai dengan tahun 2013 kontribusi obyek pajak ini akan terus meningkat.

Harapan akan adanya peningkatan kontribusi PKB, BBN-KB dan BBKB tersebut di atasj

nampaknya akan dapat direalisasikan mengingat jumlah kendaraan bermotor roda empat pq6a

tahun 2007 sebanyak 15.178 unit dan jumlah kendaraan roda dua mencapai 118.922 unit dengan

tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata sekitar 1,52 % pertahun. Melihat kondisi

tersebut, maka pada tahun 2013 jumlah kendaraan roda empat diproyeksikan akan menjadi 16.562

unit dan kendaraan roda dua maniadi 129.768 unit.

Tabel '16. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 - 2007

Tahun
Pendapatan Asli Daerah

Target
(Rp)

Realasasi

(Rp) (%l

2003 75.'145.990.000 76.479.893.235 101 ,78

2004 102.300.000.000 91.543.232.258 89,49

2005 122.763.845.364 101.079.223.318 82,34

2006 136.664.700.000 120.632.753.562 88,27

2007 '174.860.000.000 121.594.493.181 ' 69,54

' : Angka Sementara

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sultra

Pada lima tahun mendatang dari tahun 2008 sampai dengan 2013 perkembangan

pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan PAD rata-rata sebesar 15 % per tahun

dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7,5 % per tahun. Melalui upaya

peningkatan-PAD (berdasarkan asumsi dan proyeksi di atas) maka pada tahun 2013 diharapkan

rasio PAD Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap PDRB akan mencapai 1,5 %. Angka proyeksi ini

mendekati nilai rasio pada kapasitas fiskal di negara-negara berkembang yaitu antara 1,5 - 2,0%.

Disamping itu potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah lainnya juga akan di intensifkan

pengelolaannya seperti kontribusi dan pengusaha eksploitasi sumberdaya alam (pertambangan,

perikanan, kelautan dan lainnya) yang diharapkan pada gilirannya nanti juga akan turut menopang

penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Perimbangan

Realisasi menunjukkan bahwa dana perimbangan berperan sangat dominan dalam struktur

daerah. Selama lima tahun terakhir ini kontribusi dana perimbanoan beroerak

-li'6eningkat antara 70,97Yo - 79,84o/o. Pada tahun 2007 jumlah dana perimbangan mencapai

Fnp.Ur,,t't Milyar atau sekitar 2,85 % dari proyeksi PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

Tabel 17, Realisasi Dana Perimbangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003
2007

Tahun

Dana Perimbangan

Target

(Rp)

Realisasi

(Rp) ('/"1

2003

2004

2005

2006

2007

251 .420.000.000,00

255.259.000.000,00

280.557.000.000.00

467.596.020.106,00

5'16.641 .000.000.00

253.507.935 .372.00

256.467.508.105,57

283.924.454.138,00

477 .736.201.949.00

525.121.640.943.00

100,83

100,47

101,20

tvz, I I

101,64

Sumber

: Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sultra

Dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2007

dana perimbangan pada pendapatan daerah rata-rata sekitar 74,41 % dari total pendapatan

Pada tahun 2007 jumlah dana perimbangan mencapai Rp. 51 1,81 Milyar atau sekitar 73,96 
-

'% dari total pendapatan daerah dan besaran dana perimbangan diharapkan meningkat rata-rata

ffsebesar Rp.25 Milyar pertahun karena diproyeksikan pertumbuhan rata-rata hanya sekitar 5 %

= pertahun. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kewajiban Pemerintah Pusat untuk menyediakan

Dana Afokasi Umum setinggi-tingginya 26% dari penerimaan nefto telah dipenuhi sejak tahun 2007
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V1.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Bedasarkan sudut pandang anggaran, arah pengelolaan belanja daerah ditujukan pada

meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah, meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi masyarakat, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daeran
dan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
melalui prinsip anggaran berbasis kinerja.

Namun arah pengelolaan belanja daerah tidak saja berpatokan pada asumsi-asumsl
normatif di atas karena Kepala Daerah memegang kendali terhadap totalitas pengelolaan

anggaran. Disisi lain, Kepala Daerah juga memiliki visi, misi dan program-program prioritas beserta
serangkaian sasaran atau target-target pembangunan yang perlu diwadahi dalam format belanja
APBD. Untuk itu maka arah pengelolaan belanja (khususnya belanja langsung) harus
memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD).

Secara makro, format belanja daerah diintrodusir melalui 2 (dua) kerangka umum yaitu

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Masing-masing memiliki rincian belanja tersendiri.
Perkembangan lima tahun terakhir, proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
mendekati rasio antara 40 Yo : 60 %. Rasio ini akan ditingkatkan efektifitasnya sehingga dapat
memberikan manfaat terhadap upaya percepatan pembangunan daerah di provinsi Sulawesr
Tenggara.

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Bantuan Sosial, Hibah dan Subsidi. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dari jumlah

belanja tidak langsung yang mencapai Rp. 187,26 Milyar atau 65,00 % dari jumlah Belanja Tidak
Langsung. Selanjutnya, komponen belanja tidak langsung lainnya adalah belanja-belanja yang

tidak memberikan prestasi kerja langsung. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
besarnya akan seiring dengan besarnya peningkatan penerimaan pajak daerah.

Arah kebijakan pemberian bantuan keuangan difokuskan pada Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Desa/Kelurahan se-Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 100 Juta per-

Desa/Kelurahan pertahun. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial diarahkan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cakupannya relatif terbatas.

Belanja Langsung

Belanja Langsung diharapkan mampu mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah
yang diwujudkan melalui program-program prioritas pembangunan daerah. Beberapa program-
program prioritas diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka
kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi tingkat pengangguran,
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meningkatkan angka partisipasi murni untuk tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas,

meningkatkan sistem jaringan pelayanan kesehatan, meningkatkan produksi sektor pertanian

dalam arti luas dan lain- lain sampai dengan tahun 2013.

Belanja Urusan Wajib

Belanja Urusan Wajib ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan kewenangan dari

pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar di bidang pendidikan,

kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekonomi masyarakat dan penataan birokrasi.

Kesemuanya itu terdistribusi ke dalam 25 urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara.

Tabel 18. Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

NO Jenis Proporsi
Batas Bawah (%) Batas Atas (%)

Urusan Wajib

1 Pendidikan 6,5 7,0

L Kesehatan 6,0 7,0

Pekerjaan Umum 17,0 17,5

4 Perumahan Rakyat nt 0,1

Penataan Ruang 0,1 nt
6 Perencanaan Pembanounan 1,7 t,Y

7 Perhubungan 5,0

o Lingkungan Hidup 0,5 0,7
a Perlanahan 0,1 n1

10 Kependudukan dan Catatan Sip n1 0,1

11 Pemberdayaan Perempuan 0,1 u, l

12 KB dan Keluarga Sejahtera 0,1 0,1

13 Sosial 0,9 1,0

14 Tenaga Kerja 2,0 2,5
IE Koperasi dan UKM 1,0 1,5
't6 Penanaman Modal 0,1 0,1

17 Kebudayaan 0,1 0,1

18 Pemuda dan Olah Raga n.t 0,1

19 Kesbang dan Politik Dalam Negeri 0,8 1,0

20 Pemerintahan Umum u,4 39,5
zl Kepegawaian 'I,8 2,0

22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,8 1,0

23 Statistik nl 0,1

24 Arsip 0,4 0,5
25 Komunikasi dan lnformatika n1 0,4

t77



1.

2.

Jumlah 80 90

Urusan Pilihan

1 Pertanian 4,3 6,0
L Kehutanan 1,1 3,0

Energi 9an Sumber Daya Mineral ,tn

Pariwisata 0,5 15
Kelautan dan Perikanan 2,1 ?(

6 Perindustrian dan Perdagangan 1,0 2,5
7 Transmigrasi 0,1 1n

Jumlah 10 20
Sumber: Bappeda Prov. Sultra

Arah Kebijakan Belanja urusan wajib tahun 2oog -2019 adalah sebagai berikut :

Proporsi Belanja Urusan Wajib akan dipertahankan pada interval 80 - 90% hingga tahun 2013

Batas bawah pengalokasian anggaran untuk setiap urusan pemerintah diupayakan mencapai
1Yo pada tahun 20'13. Hal ini berdasarkan pertimbangan urgensi dan kebutuhan program
pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat.

Batas atas pengalokasian anggaran untuk setiap urusan pemerintah tidak lebih rendah dari

1'5o/. pada tahun 2013 bagi urusan pemerintah yang belum mencapai jumlah tersebut pada

tahun dasar. Hal ini juga memperhatikan urgensi program yang menyentuh pelayanan dasar
masyarakat.

Urusan pemerintah yang akan diupayakan untuk ditingkatkan batas atasnya hingga tahun 2013

meliputi :

a. Pendidikan, hingga mencapai 20 %.

b. Kesehatan, hingga mencapai 10 o/o.

c. Perindustrian dan Perdagangan, hingga mencapai 5 %.

d. Tenaga Kerja, hingga mencapai 5 %.

e. Koperasi dan UKM, hingga mencapai 5 %.

Urusan pemerintah yang disesuaikan kemampuan anggaran serta urgensi urusan tersebut bagi
pelayanan masyarakat akan dikurangi hingga tahun 2013 meliputi :

a. Pekerjaan Umum, hingga mencapai 1O o/o.

b. Pemerintahan Umum, hingga mencapai35o/o.

Urusan Pilihan

Belanja urusan pilihan adalah belanja yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi

ekonomi daerah yang diprioritaskan padayang bermuara pada pertumbuhan

keunggulan komparatif daerah

Proporsi Belanja Urusan Pilihan tahun 2008-2013 adalah antar 10% - 20o/o yang akan

dipertahankan dalam skala yang proporsional sampai dengan tahun 2013

1.

2.

1

4.

4

Arah kebijakan Belanja Urusan Pilihan pada tahun 2008 - 2012 adalah sebagai berikut :

Pertanian mencapai 6 %.

.Kehutanan mencapai 3 %.

Energi dan Sumberdaya Mineral mencapai 5 7o.

Urusan Kelautan dan Perikanan mencapai 3,5 %.

Perindustrian dan Perdagangan mencapai 2,5 %.

Pariwisata mencapai 1 %.6.

Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan Daerah dicerminkan atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
-a
" Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya. Sedangkan Kapasitas Fiskal adalah gambaran

kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan

Belanja Tidak Langsung dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin atau dengan kata lain

merupakan rasio antara Belanja Langsung dibagi dengan jumlah penduduk miskin.

Tabel '19. Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 - 2007.
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2003 2006 2001

APaD (Rp.Milyr.)

102,30 122.16
otr Penmbafgan 25 242 255 26 2,49 23! 51€

0,13 010
337,32 37090

T dar Langsune 115,62 199 65 239 33 1,35 2A7,75 1,63
194,20 2.16
369 32 629 31

SURPLU54qEFTSTD (16 97 {01 (49 7€

3: 13 015 37.O7 62.7€
Pengelua€n Pemb,at€an t00 11,99 13,0C
JUMLAH PEMBIAJAAN 32 36 25 03 0.16

2 ASUMSI OASAR KEUANGAN

10267,96 12 931.05 15.270.35
19t9.273 1911203 2.001.818 2117.156

124 204 ---4lB 
t ro t-ar-I.lf -------i-ntl rF1 21,30 21 33

lKapaeas Frsrat(Rp) I a5i.-5r6 | 454 539 416 3357 -nnEnl
Sumber] Bappeda Prov. Sultra

Dalam RPJMD ini, kebijakan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara
tertuang dalam kebUakan umum anggaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut l

Tabel. 20. Kebijakan Keuangan pemerintah provansi Sutawesi Tenggara Tahun 2O0B - 201;.

Atas dasar kebijakan awal tersebut di atas maka dalam jangka menengah lima tahunan

(2008 - 2013) kebuakan umum anggaran diarahkan pada :

1 Meningkatkan PAD sehingga mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat

dengan rasio terhadap PDRB ADH mencapai0,92 o/o pada (ahun 2013.

Meningkatkan PAD dengan menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk

membayar pajak dan rekibusi daerah serta rasa memiliki pajak daerah oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan meminimalkan tunggakan pajak yang masih tersisa.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja sehingga diharapkan mampu

menurunkan 
,angka 

kemiskinan hingga mencapai l0olo pada tahun 2013.

Mengembangkan rasio antara belanJa tldak langsung dengan belanja langsung dalam

perbandingan yang lebih proporsional.

lvlengembangkan rasio antara belanja wajib dengan belanja pilihan sekitar 80 : 20 pada tahun

2013.

Belanja wajib diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang

pendidikan dan kesehatan dan oleh karena itu proporsi untuk urusan pendidikan diupayakan

mencapai20o/o dan urusan kesehatan menc€pai 7 o/o pada tahun 2013.

Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah daerah sesuai dengan sasaran-

sasaran beserta indikatorindikator keberhasilannya sebagaimana termuat dalam dokumen

RPJMD ini.

Meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dasar sehingga mampu memicu laju

pertumbuhan ekonomi wilayah dan interaksi sosial budaya masyarakat.

Mengutamakan alokasi anggaran yang mendorong terbangunnya keunggulan daya saing

daerah serta memperkokoh landasan perekonomian masyarakat melalui pengembangan

sektor-sektor unggulan.

Meningkatkan kapasitas keuangan Pemefintah Desa/Kelurahan melalui pemberian bantuan

keuangan sebesar Rp. 100 Juta per-Desa/Kelurahan pertahun.

Prov. Sultra
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BAB VII

AGENDA PENGEMBANGAN SUMBER OAYA MANUSIA

FUNGSI PENDIDIKAN

A. Pendidikan

'1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendidikan adalah sebagai berikut

Masih perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan belum

optimalnya pengelolaan administ asi perkantoran;

Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;

Belum tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

Masih rendahnya mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah;

Masih tingginya angka buta aksara;

Terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memenuhi

kompetensi pada sekolah luar biasa/ pendidakan khusus;

Masih rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

Masih rendahnya budaya baca siswa/masyarakat dan

pembinaan perpustakaan;

Masih rendahnya manajemen pelayanan pendidikan yang profesional;

Melemahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya daerah.

2, Kebuakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;;.

c) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pencanangan Wajib

Belaja. Pendidikan 12 Tahun;;

d) Peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan kejuruan

maupun pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;

a)

o)

o,

f)

s)

h)

r)

J)

belum maksimalnya
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e)

0

Pealuasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyaraKat

Peningkatan sar:tna dan p€sarana serta peningkatan kualitas pendidik pada
luar biasa/ pendidikan layanan khusus.

g) Peningkatan mutu, relevansidan daya satng penddak dan tenaga kependidrkan
responsif gender;

hi Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;

r) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan petayanan
pendidikan yang profesional dan responsif gender;

j) Pengembangan dan pelestarian eset seni dan budaya Sulawesi Tenggara sebagai
bagian integral dari khasanah kebudayaan Indonesia

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat ru(|n
terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran:

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap p€nyelenggaraan pendidikan:

Tercapainya target ketuntasan wajib bela.jar pendidikan sembilan tahun dengan
indikator ApM SD/M| 95 % dan ApK S[4plMTs gS o/o pada tahun 2009. dan
pencanangan wajib belajar pendidikan 12 tahun pada tahun 2010:

Meningkatnya mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
merarui peningkatan nirai rata-rata standar kerurusan siswa dari 5,25 pada tahun 2o0g
menjadi 6,50 pada tahun 2013:

Menurunnya angka buta aksara melatui peningkatan daya serap dari 3,12 % (66.140
jawa) pada tahun 2007 menjadi0,5 % pada tahun 2013;

Meningkatnya jumrah sekorah standar nasionar menjadi sekorah bertarat
internasional, pada setiap jenjang pendidikan:

g) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan, baik pada Dendidakan formal
maupun pendjdikan non formal

h) Meningkatnya budaya baca siswa/ masyarakat dan maksimalnya pembinaan
perpustakaan:

Meningkatnya manajemen petayanan pendidikan yang profesionat;

Meningkatnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya daerah.

o)

r)

l)

Program dan Keglatan

a) Sumber Dana APBD :

(1) Porgram Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantorani

(3) Program Peningkatan Sa€na dan Prasarana Aparaturi

(4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(5) Program Fasalitasi Pindah/Purna lugas PNS:

(6) Program Penangkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,

(7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan;

(8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;

(9) Program Pendidikan Anak Usia Dinii

(10) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

(11) Program Pendidikan Menengah;

(12) Program Pendidikan Nonformal;

(13) Program Pendidikan Luar Siasa/Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus;

(14) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

(15) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

(16) Program Manajeman Pelayanan Pendidikan;

(17) Program Pengembangan Nilai Budaya;

('18) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

(19) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

(20) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;

b) Sumber Dana APBN :

( l ) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

(2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
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(3) P.og.am pendidikan Menengah yang meliputi kegiatan j

(4) Program pendidikan Nonfomal;

(5) program peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan;

(6) program pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpusraKaan,

(7) Program Manajeman pelayanan pendidikan;

(8) Koordinasi, penyusunan Bahan Kebijakan pimpinan Departemen.

B. Kepemudaan dan Olah Raga

Perma6alahan

a) Maslh perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran oan betum
optimalnya pen gelolaan administrast perKantoran;

b) Rendahnya peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan daerah:

c) Menurunnya daya saing para atet olah raga, baik di tjngkat regional, nasional
maupUn internasional;

d) Masih kurangnya sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;

e) Masih rendahnya manajemen pelayanan pemuda dan olah raga yang profesional.

Kebljakan Umum

a) Peningkatan kualitas petayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan daerah baak taki_taki
maupun perempuan dalam pembangunan qaeran:

Peningkatan sarana dan prasarana olan raga guna mendorong peningkatan prestasi
orah raga;

Peningkalan sarana dan prasarana pemuoa dan olah raga;

Penguatan tata kelola, akuntabititas dan pencit.aan publik bidang pem;da dan oran
raga.

1.

o)

e)

3, Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta

teiaksananya pelayanan administrasi perkantoran;

Meningkatnya peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan daerah;

Meningkatnya daya saing atlet olah raga daerah dan tersedianya sarana dan

prasarana olahraga daerah;

Tersedianya sarana dan prasarana pemuda dan olah raga:

Meningkatnya manajemen pelayanan pemuda dan olah raga.

4. P.ogram

a) Sumber Dana APBO :

(1) Porgram Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(5) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;

(6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

(8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;

(9) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;

(10) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan:

(11) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda,

(12) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;

(13) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

(14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan Olah Ragai

(15) Program manajemen pelayanan pemuda dan olah raga;

b)

o)
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b) Sumber Dana APSN:

(1) Program Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda;

(21 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan;

(3) Program Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda:

(4) Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

(5) Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga;

(6) Program Peningkatan Sarana dan Prasa€na Olah Raga;

(7) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Perpustakaan Daerah

l. Permasalahan

. 
Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut

a) Masih perlunya peningkatari layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi

pengelolaan administrasi pe.kantoran;

b) Masih rendahnya budaya bac€ dan belum maksimalnya pembinaan perpustakaan;

c) Masih terbatasnya SDiil bidang Perpustakaan;

d) Masih terbatasnya daya tampung gedung perpustakaan;

e) Jumlah dan keragaman koleksi belum sesuaikebutuhan masyarakat;

0 Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

2. Kebuakan Umum -

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran:

b) Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaani

c) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang perpustakaan;

d) Peningkatan kapasitas / daya tampung gedung perpustakaan;

e) Peningkatrn Koleksi perpustakaan;

f) Peningkatan kualiias layanan perpusiakaan:

g) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan;

h) Peningkatan Profesionalisme pustakawan;

i) Pengembangan perpustakaan d4lital dan otomasi pe'pustakaan

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang b€rsifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administrasi

b) Meningkatnya budaya baca dan maksimalnya pembinaan perpustakaan;

c) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM bidang perpusiakaan;

d) Meningkatnya daya tampung gedung perpustakaan;

e) Terpenuhinya jumlah dan keragaman koleksibahan pustakai

0 Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan;

g) Terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan termasuk penduKung

perpustakaan digital dan otomasi perpustakaan;

h) Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan;

i) Berkembangnya perpustakaan digital dan otomasi perpustakaan;

Program

a) Sumber dana APBD :

(1) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai ;

(21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

(4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(5) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjal

(7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem' Perencanaan SKPD'

(8) Program Pengelolaan SDM untuk aparatur;

(9) Program Pengelolaan SDM;

(10) Program Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pustakawan;
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('l'l) Program Publikasidan Sosialisasi minat dan Budaya Baca;

(12) Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

(13) Program Pustaka Perpustakaan Umum dan Daerah;

(14) Program Peningkatan sarana dan prasarana:

(15) Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan; perpustakaan;

('16) Program Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di

oaeran;

(17) Program Perencanaan dan penyusunan Budaya Baca;

(18) Program Pengelolaan kekayaan budayal

(19) Program Pengelolaan Karya Cetak dan Karya rekam,

(20) Program Pengembangan Minat dan Budaya membaca;

(21) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

b) Sumber Dana APBN :

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur:

(2) Program Pengembangan Nilai Budaya;

(3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

(4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

(5) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;

(6) Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.

Pendidlkan dan Pelatlhan

l. P€rmasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah

sebagai berikut ;

a) Terbatasnya kapasitas dan efektifitas dalam pemberian layanar; .. Tl

perkantoran;

b) Terbatasnya sarana dan prasarana, peralatan serta fasilitas perkantoran/kediklatan,

Terbatasnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah:

Te6atasnya data dan intormasi yang dapat digunakan untuk menjadi dasar dalam

peningkatan dan pengembangan program+rogram kediklatan bagi aparatur'

Kebijakan Umum

a) Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan admin'strasl

perKanrcran;

b) Optimalisasi pemanfaatan dan pengadaan sarana dan prasarana' peralatan serta

f asilitas perkantoran/kediklatan :

c) Peningkatan kapasit3s dan kompetensi sumberdya manusia apratur dalam

penyelenggaraan pemerintahan daeran;

d) Percepatan Prolehan Database kediklatan yang komprehensif dan relevan

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administrasi yang efektif;

b) Lancar dan efektifnya pemberian layanan adminisirasi perkantoran dan

penyelenggaraan diklat aParatur;

c) Meningkatnya kinerja Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

d) Meningkatnya program-program kediklatan yang dihasilkan berdasarkan atas

kebutuhan rail.

4. Program

- a) Sumber Dana APBD :

(1) Porgram Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineria;

(4) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPDI

(5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

(6) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

o)
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(7) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola, dan Penyelenggara

Diklat Aparatur;

(8) Program Peningkalan Kapasitas dan Kompetensi WidyaiswaE/Pengajar/Pelatih

dalam Pengajaran Diklat Aparatur;

(9) Program Pengkajian dan pengembangan kediklatan.

b) Sumber Dana APBN :

(1) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(2) Program Pengkajian dan Pengembangan Kediklatan.

c) Sumber Dana Bantuan Luar Negeri :

(1) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(2) Program Peningkatan dan Kompetensi Pengelola dan Penyelenggara Diklat

Aparatur.

Kepegawaian Dae.ah

1. Permasalahan

Permasalah pokok yang dihadapi Bidang Kepegawaian Oaerah adalah sebagai

berikut :

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi

pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Kurang optimalnya pengolahan sumberdaya manusia;

'ic) Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur;

d) Kurangnya pembinaan dan pengembangan aparatur.

2. Keblrakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administ.asi perkantoran;

b) Pengoptimalan pengelolaan SDM khususnya PNS baik kualitas maupun kuantitas;

c) Peningkatrn kapasitas sumberdaya aparatur;

d) Peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur'

3. Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Optimalisasi pengelolaan SDM aparatur

c) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur'

d) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur'

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Prog.am Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dalam Penyelenggataan

Pemerintahan Daerah;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja:

(6) Pr€ram Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD:

(7) Prog.am Pembinaan dan Pengembangan Aparatur'

FUNGSI KESEHATAN

A. Kesehatan

1. Perma3alahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

a) Masih periunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi

pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Masih rendahnya akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat' terutama

masyarakat miskin baik yang berada di daerah perkotaan maupun daerah terpencil;

c) Masih tingginya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA) dan

angka kematian ibu melahirkan (AKl);
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d) Masih tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, serta ibu hamil Kurang Energi

Kalori (KEK):

e) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular maupun

tidak menular;

t Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman, kualitas air yang

belum memenuhisyarat kesehatan, serta masih tingginya vektor penyebab penyakit;

g) Masih rendahnya kepedulaan dan peran serta masyarakat dalam berperilaku hiduo

bersih dan sehati

h) Rendahnya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin;

i) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

(KR):

j) Kesehatan Rep.oduksi Remaja (KRR) belum mendapat perhatian yang cukup dari

pemerintah padahal kasus semakin bertambah;

k) Eelum adanya program terpadu Model Kelompok Bina Keluarga (KBK), Posyandu

dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);

l) Masih lemahnya Manajemen dan kebuakan pembangunan kesehatan dalam upaya

meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.

Kebtakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang

mampu baik di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil melalui program upaya

kesehatan berbasis perorangan;

c) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui progEm pelayanan kesehatan ibu

dan anak dan pelayanan upaya kesehatan berbasis masyarakat ;

d) Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit melalui penambahan

kapasitas tempat tidur dan peralatan medis dan non medis serta penyediaan

pelayanan yang terakreditasi;

e) Peningkaian status gizimasyarakat melalui upaya menurunkan prevalensi gizi kurang

dan gizi buruk, KEK Bumil serta pengembangan perErn serta masyarakat dalam

gerakan keluarga sadar gizi;

0 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui peningkatan

kua|itaspe|ayananpembeGnt.isan,pencegahandanpenanggu|anganpenyakit

menular dan tidak menula(

g) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan air bersih melalui pengembangan

kemitraan dengan lintas sektor' swasta dao masyarakat luas dalam geraKan

pembangunan berwawasan kesehatan;

h) Meningkatkan perilaku hidup sehat metalui pengembangan Desa Siaga;

i) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan melalui standarolsasl

pelayanan kesehatan serta sertifikasi sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan;

j) Meningkatkan jangl€uan petayanan KB dan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin

melalui Program P2TP2A;

k) Peran serta dan tanggung lawao masyarakat dalam pelayanan KB dan KR melalui

P2rPzA'.

l) Pembentukan kesada.an politik pemerintah untuk mensupport program KRR melalui

pendidikan formal dan pendidikan keluarga;

m) Pengembangan modei Operasional KBK-Posyandu-PAUD melalu' pelaksanaan

Program Perlindungan Anak;

n) Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan melalui pengkailan dan

penyusunan kebijakan, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran dan

penyempurnaan administrasi keuangan kesehatan dan pengembangan sistem

informasi kesehatan.

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;

b) Meningkat cakupan kunjungan ibu hamil (K4) menjadi 95% seda cakupan ibu hamil

risiko tinggiyang dirujuk menjadi '100o/o;

c) Meningkatkan cakupan Kunjungan neonatus dan bayi menajdi 9oo/o serta seluruh bayi

dengan berat badan lahir rendah mendapat pelayanan kesehatani;

d) Meningkatkan akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk

menangani ruiukan ibu hamidan neonatus menc€pai80%; '
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f)

s)

nl

r)

r)

Menurunkan prevalensi GAKY, dengan kriteria endemis sedang dari 24,9% menjadi
20,6%, dan endemis ringan dari iO,9% menjadi5,Oolo

Menurunkan prevalensi anemi bumil menurun dari 56,5% menjadi 40,1%;

Menurunkan prevalensi Xeropthalmia turun dari 0,35 % menjadi kurang dari O,05%,

Meningkatkan cakupan Keluarga Mandiri Sadar cizi sebesar 60%,

Meningkatkan cakupan Universal Chlidren tmunization (UCI)desa menjadi 100%;

Penemuan Kasus Acute Flacid paralysis (AFp) rate: > 2 per 10O.OOO anak usia
kurang dari 15 lahun.

Angka CDR penyakit TB: Z0% dan angka keberhasilan pengobatan TB diatas 85%.

Meningkatkan cakupan balila dengan pneumonia yang ditangani meniadi .i0oo/o:

Meningkatkan cakupan pelayanan penderita DBD menjadi 80%:

Meningkatkan cakupan Balita dengan diare yang ditangani menjadi 100%;

Meningkatkan cakupan rumah/ bangunan bebas jentik nyamuk aedes mentadi
cakupan 95%:

p) Meningkatkan cakupan penderita malaria yang diobati menjadi lOOyo;

q) Menurunkan angka prevalensi Frambusia rn€njadi=< 1/.lO0.OOO penduduK;

r) Meningkatkan cakupan penderita kusta yang selesaj berobat (RFT rate) menJadr lebih
dati 906/0.,

s) Meningkatkan cakupan pemberian vaksiantirabies (VAR) menjadi 1OO%;

t) Meningkatkan c€kupan kasus fitariaris yang ditangani menjadi lebah dari 9O%:

u) Meningkatkan monitoring kualitas air bersih di g5o/o desa yang yang ada;

v) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan lingkungan dan sanitasi TTU dan TpM
menjadi 80% serta presentasi ketuarga menggunakan jamban memenuhr syarat
kesehatan mencapai 8oo/o.

Meningkatkan persentasi posyandu Mandiri menjadi 4O%.

Terselenggaranya penataan Manajemen Kesehatan, tersedianya dokumen
RPJMD, Rensta, Renja dan evaluasi (Lakip dan profil) pembangunan Bidang
Kesehatan Prov Sultta2OOB -2013.:

k)

r)

m)

n)

o)

x)

y) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB dan KR serta

terbentuknya model operasional KBK-Posyandu-PAUD;

z) Meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap KRR dan menurunnya

kasus KRR;

Program

a) Sumbe. Dana APBD :

(1) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu.

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

(5) Prog{am Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD

(7) Program Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan bebas biaya dan

Dermulu

(8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

(9) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

(10) Program Upaya Kesehatan Reproduksi

(11) Program Upaya Kesehatan Anak

('12) Program Peningkatan Kesehatan Kerja

(13) Program Pelayanan Kesehaian Penduduk Miskin

(14) Program Penanggulangan Krisis dan Bencana Kesehatan

(15) Program Pengembangan Pelayanan PONED di Pusat Pelayanan Kesehatan

(16) Program Pengembangan Pelayanan PONEK di Rumah Sakit KabupatervKota;

(17) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSdi Kabupaten/ Kota;

(18) Program Peningkatrn Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah

Provinsi Type B Pendidikan;

(19) Program Peningkatan Gizi Masyarakat;

(20) Pr€ram Peningkatan Gizi lnstitusi;
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(21) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak

Menular:

(22) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

(23) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan:

(24) Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan;

(25) Program Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan;

(26) Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Fungsional Kesehatan;

(27) Program Akreditasidan Sertifikasi Tenaga Kesehatan;

(28) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Perencanaan dan Penganggaran

Kesehatan;

(29) Program Kajian dan Kebijakan Kesehatan;

(30) Program Peningkatan Administrasi Keuangan dan Hukum Kesehatan;

(31) Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem

Kesehatan Provinsi:

(32) P.ogram Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat;

(33) Program Pengembangan Penelitian Kesehatan;

(34) Program Peningkatan Prajarana dan Sarana Balai Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan (Bapelkes)

(35) Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2Al

(36) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

(37) Program Penyediaan Pelayanan KB bagi Masyarakat Miskin

(38) Program Pelayanan Alat Kontrasepsi

(39) Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB dan KR

(40) Program Perumusan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja

(41) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

(42) Program Promosi KRR

(43) Program Pengkajian pengembangan model Operasional KBK-Posyandu-Padu

b) Sumber Dana APBN:

(1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

(2) Program Upaya Kesehatan Perorangan;

(3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

(4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

(5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

(6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

(71 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakal

(S) Program Kebtakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatani

(9) Program Sumber DaYa Kesehatan;

(10) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan'

Rumah Sakit Umum Daerah

l. Porrnasalahan

Permasalahan pot(oK yang dihadapi Rumah Sakit Umum oaerah adalah sebagai

berikut :

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasl

pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan terbatasnya

tenaga medis dan para meoE, sarana dan prasarana medis serta pelayanan Rumah

Sakit sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan'

2. Ksbijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Pengembangan tasilitas dan pemerataan layanan kesehatan melalui pengadaan

peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit' peningkalan

orofesionalisme dan kemampuan teknis fungsionat' kemitraan pelayanan kesehatan

dan standarisasi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar Rumah Sakit

Kelas B Pendidikan.
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3, Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat .utin serta

terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;

b) Terwujudnya akreditasi RSUD Provinsi dari Kelas B Non pendidikan menjadi Ketas B

Pendidikan:

c) Meningkatnya mutu dan kinerja RSUD Provinsi dengan indikator utama adalah rawat

jalan 165.000/tahun, rawat inap 15.200/tahun dan BOR 71,84 %;

d) Meningkatnya profesionalisme ienaga medis dan paramedis melalui pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional sesuai standar Rumah Sakit Kelas B pendidikan.

4. Program

a) Sumber Oana APBD :

(1) Program Penyediaan Gajidan Tuniangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(5) Program Fasilitasi Pindah/Pu.na Tugas PNS;

(6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

(8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan:

(9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

(1 0) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

(11) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin:

(12) Prognm Penlngkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Realokasi

RSUD);

(13) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;

(14) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

b) Sumber Dana APBN :

(1) Program Upaya Kesehatao Perorangan'

Rumah Sakit Jiwa

l. Permasalahan

Permasalahan poKok yang dihadapai Rumah Sakit Jiwa adalah sebagai berikut :

a) Masih perlunya peningkatran layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi

pengelolaan administrasi perkantoran:

b) Belum memadainya sarana dan prasarana sehingga pelayanan dan kinerja rumah

sakit belum oPtamal.

2. Kebiiakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Pengembangan fasilatas dan pemerataan pelayanan melalui pengadaan

peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

3. Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;

b) TeMujudnya pelayanan Rumah Sakit yang berkualitias' profesional dan akuntabel;

c) Menurunnya stigma kesehatan jiwa di masyarakat:

d) Meningkatnya sarana dan prasarana bagian / unit pelayanan Rumah sakit'

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Penyediaan Gajidan Tuniangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
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(3) Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;

(4) Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja,

(6) Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKpD;

(7) Program peningkatan Kemitraan Daram perayanan Kesehatan;

(8) program Upaya Kesehatan Masyarakat;

(9) Program Standarisasi pelayanan Kesehatan;

(10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit:

(11) Program pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit:

b) Sumber Dana ApBN:

(1) Program Upaya Kesehatan perorangan;

VII.3. FUNGSIPERLINDUNGANSOSIAL

A. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapai Bidang pemberdayaan perempuan dan

Keluarga Berencana, yaitu :

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan
pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Lemahnya dukungan pemerintah untuk kesejahteranaan perempuan

Perlindungan Anak;

c) Rendahnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak;

d) Belum terbentuknya komisi perlinclungan anak di daerah;

e) Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran oara
masyarakat tentang PUG;

f) Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga;

g) Belum tersedianya data terpilah menurut tema dan jenis kelamin, sehingga sulit

dalam menemu kenali masalah- masalah gender yang ada;

h) Penganggaran di setiap sektor belum responsifgender;

i) Kurangnya komposisi perempuan dalam pengambilan keputusan;

j) Kurangnya ketenivakilan perempuan di lembaga legislatif;

k) Kurangnya keterampilan perempuan dalam pengolahan hasil,

l) Lemahnya dukungan pemerintah pada proses pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi

dan Kab./Kota;

m) Rendahnya dukungan politiUkomitmen tentang PUG;

n) Belum adanya Perda untuk mempercepat pelaksanaan PUG;

o) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penundaan usia perkawinan dan masalah

kesehatan reproduksi remaja;

p) Kurangnya kesadaran politik perempuan;

q) Kurangnya produktifitas ekonomi perempuan;

r) Rendahnya kapasitas sumberdaya pengelola PUG;

s) Kurangnya lembaga sosial masyarakat bidang Perempuan dan Anak;

t) Kurangnya pelayanan KB bagi masyarakat Miskin;

u) Kurangnya peran serta masyarakat dalam kesehatan reproduksi;

v) Kurang berkembangnya kesehatan reproduksi remaja;

w) Kurangnya promosi kesehatan lbu dan Anak,

x) Kurangnya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);

y) Kurangnya Penanggulangan Penyakit Menular seksual Hlv/AlD dan Nafza di

Sekolah, Karang Taruna dan Pesantren;

z) Kurangnya Tenaga Pendamping Bina Keluarga;

d) Kurangnya Pemahaman Model Operasional Pengembangan KB dan PAUD'

Pejabat datl
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Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan admrnistrasi Derkantoranj

b) Pembentukan P2T?2A dan KpAtD untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan
remaja serta perlindungan anak;

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran perempuan dan perlindungan
anak Peningkatan advokasi pembentukan KPAID metalui eksekutif, legistatif dan
lembaga pemerhati anak;

Meningkatkan pengetahuan. pemahaman dan kesadaran para pejabat dan
masyarakat tentang pentingnya pUG dalam pembangunan;

o)

0

9)

h)

r)

tl

K)

m)

e) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak_hak anggota rumah tangga melalui
forum KDRT;

Peningkatan kelersediaan data terpilah pada setiap SKPD;

Peningkatan penganggaran pembangunan yang responsif gender;

Peningkatan Kualitas Hidup perempuan (pKHp) dan peran serta perempuan oatam
pengambilan keoutusan:

Peningkatan 30 % quota perempuan di rembaga regisratif merarui komjtmen porrtik;

Peningkatan keterampiran perempuan daram har pengorahan hasir merarui p2wKSS:

Perkuatan kaneria pemerintah terhadap proses petaksanaan pUG dan Anak:

Penggalangan dukungan potitik melalui kerjasama antara eksekutil tegistatif dan
yudikatif;

Pembentukan Perda untuk mempercepat pelaksanaan strategi pUG melalui diskusi_
diskusidengan pihak terkait;

n) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penundaan usia perkawtnan dan
masalah kesehatan reproduksi remaja:

o) Peningkatan kesadaran politik perempuan;

p) Peningkatan produKifitas ekonomi perempuan:

q) Peningkatan kapasitas sumberdaya pengetola pUG:

r) Peningkatan kualitas LSM Bidang perempuan dan Anak:

s) Peningkatan pelayanan KB bagi masyar:lkat mtskin:

t) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan reproduksi;

u) Pengembangan kesehatan reproduksi remaja;

v) Pengembangan Promosi KIA;

w) Peningkatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);

x) PeningkatanPenanggulanganPenyakit;

y) Menular Seksual HIV/AID dan Nalza di Sekolah, Karang Taruna dan Pesantren:

z) Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga;

e) Pengkajian Model Operasional Pengembangan KB dan PAUD

3. Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang beFifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administ.asi;

b) Menangkatnya dukungan pemerintah untuk kesejahteraan perempuan dan

pedindungan anak;

c) Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak;

d) Terbentuknya Komisi Pedindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);

e) Meingkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pejabat dan masyarakat

tentang penting PUG;

Menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga;

Tersedianya data terpilah menurutjenis kelamin pada semua SKPD;

Terwujudnya penganggaran yang responsit gender;

Meningkatnya keterampilan perempuan sehuingga intesitas pemberdayaan;

masyarakat dengan memposisikan kaum perempuan dalam kemitra sejajaran:

Meningkatnya komitmen partai politik tentang keterwakilan perempuan di lembaga

legislatif;

l) Terwujudnya keterampilan pe.empuan dalam pengolahan hasil;

m) Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan PUG dan anak;

n) Meningkatnya dukungan politildkomitmen tentang PUG;

o) Terwujudnya Perda PUGi

0

s)

h)

D

D

k)
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4.

p) Meningkatnya kesadaran masya.akat tentang penundaan usia perkawinan dan

masalah kesehatan reproduksi remaja ;

q) Meningkatnya kesadaran polatik perempuan;

4 Meningkatnya produktivitas ekonomi perempuan;

s) Meningkatnya kapasit sumberdaya pengelola PUG;

t) Terbentuknya lembaga sosial masyarakat bidang Perempuan dan Anak;

u) Terlaksananya pelayanan KB bagi masyarakat miskin;

v) Terlaksananya peran serta masyarakat dalam kesehatan reproduksi;

w) Berkembangnya kesehatan reproduksi remaja;

x) Berkembangnya promosi KIA;

y) Meningkatnya pelayanan lerpadu pembe.dayaan perempuan dan anak (P2TP2A\:

z) Meningkatnya Penanggulangan Penyakit;

a) Menular Seksual HIV/AlD dan Nafza di Sekolah, Karang Taruna dan Pesanken;

e) Meningkatnya Tenaga Pendamping Bina Keluarga;

0) Meningketnya Pemahaman Model Operasional,

aa) Pengembangan KB dan PAUD.

Program

a) Sumber Dana APSD :

(1) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) ' Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturi

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;

(6) Prog.am Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;

(7) Program Pembentukan P2TP2A dan KPAID sebagai wadah peningkatan

kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak;

(8) Program Peningkalan kesejahteraan dan perlindungan anak dan remaja;

(1 1)

(e)

(10)

(12)

(13)

Program Peningkatan pembentukan kelembagaan anak daerah;

Program Peningkatan Peran Serta dan Keseteraan Gender dalam

pemDangunan;

Program Pemantapan forum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A);

Program Pengadaan data terpilah menurut tema dan jenis kelamin;

Program Peningkatan pemahaman penyusunan anggaran yang responsif

genoer;

(14) Prog.am Pemantapan forum PKHP;

(15) Program Peningkatan quota perempuan' di lembaga legislatif;

(16) Program Peningkatan kualitas sumber daya perempuan pengelolaan dan

Demasran hasil;

(17) Program Peningkatan kemampuan kelembagaan PUG dan anak;

(18) Program Pengembangan kerjasama perumusan kebijakan untuk mendukung

pelaksanaan PUGi

(19) Program Penyusunan Perda yang dipe.lukan urtuk pelaksanaan strategi PUG:

(20) Program Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penundaan usia

perkawinan;

(21) Program Peningkatan kesadaran politik perempuan;

(22) Program Peningkatan produktifitas ekonomi Perempuan;

(23) Program Penguatan kapasiias sumberdaya pengelola PUG;

(24) Program Peningkatan Organsasi dan Pemerhati Perempuan dan Anak;

(25) P.ogram Pembinaan Pelayanan KB bagi masyarakat Miskin;

(26) Program Program pembinaan peranserta masyarakat daiam kesehatian

reproduksi;

Proglam Program Program Pengembangan Kesehatan Reproduksi Remaja;

Program Program Promosi Kesehatan lbu dan Anak;

Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A\;

(271

(28)

(2e)
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(30) Program Peningkatan Penanggutangan Penyakit Menutar Seksuat HIV/AID dan

Nafza di Sekolah, Karang Taruna dan pesantren;

(31) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga;

(32) Program Pengkajaan Model Operasional Pengembangan KB dan PAUD.

Sosial

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Sosialadalah sebagai berikut:

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalasasi

pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Masih rendahnya pembinaan dan pelayanan dalam panti sosiali

c) Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial;

d) Masih kurangnya . jumlah dan pesebaran peran masyarakat yang terlibat dalam

bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan masih rendahnya pemahaman dan

penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan

kesetiakawanan sosial dikalangan masyarakat;

e) Masih tingginya penyakit sosial masyarakat dan ketidak berfungsian sosial

masyarakat akibat gangguan fisik dan non fisik;

f) Masih banyaknya daerah rawan bencana dan kejadian benc€na alam dan bencana

sosial;

gl Meningkatnya iumlah populasi Tuna Sosial (Waria, Tuna Susila, cepeng),

HIVIAIOS dan pengguna Narkoba;

h) Kurangnya fasilitas tumbuh kembang anak;

i) Kurangnya tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga.

2. Kebiiakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran ;

b) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan sosial dalam panti melalui panti

asuhan/jompo;

c) Menurunkan angka ketergantungan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

d) Peningkatan kemampuan manajemen dan keterampilan tenaga pelayanan sosial dan

pengamalan nitai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

e) Peningkaian pelayanan dan rehabilitasi sosial;

f) Penyelamatan, pemulihan dan pemberdayaan korban benc€na alam dan bencana

sosial serta peningkatan kesiapsiagaan kemungkinan b€ncana;

g) Peningkatan penyuluhan terhadap dampak sosial dari penyalahgunaan

Narkoba, HIV/AIoS dan Tuna Sosial;

h) Pengembangan fasilitas pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui

KPAID:

i) Peningkatan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga (KBK)

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Te.laksananya pembinaan panta sosial sebanyak 4 panti (PSTW, PSM, PSBRW'

PSBR);

c) Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial' meliputi : fakir miskin,

wanita rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial lainnYa;

d) Meningkatnya mutu dan jumlah persebaran Tenaga Kesejahteraan Sosial

Masyarakat dan terlestarikannya serta teramalkannya nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan, kejuangan;

e) Menurunnya angka penyakit sosial masyarakat, tertanganinya anak terlantar' korban

narkotika dan obat terlarang serta penyandang cacat;

0 Tertanganinya korban bencana dan pencegahan korban bencana;

g) Menurunnya lumlah populasi tuna 6o€ial, HIVTAIDS dan penyalahgunaan

Na|koba;

h) Meningkatnya fasilitas pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;

i) Meningkatnya pendampingan Kelompok Bina Keluarga
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4. Prog.am

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan pegawai 
;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKpD,

(7) Program Pembinaan PantiAsuhan / PantiJompo;

(8) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan;

(9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosiati

(10) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosiat;

(11) Program Pembinaan Anak Terlantar;

(12) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, pSK,

Narkoba dan lainnya);

(13) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;

(14) Program Penangkatan Penanggulangan PMS, H|V/AIDS dan Narkoba di sekolah-

sekolah, karangTaruna dan pesantren;

(15) Program Advokasi tentang pemgebangan fasilitas pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang Anak;

(16) Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

b) Sumber Dana APBN :

('l) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik;

(2) Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;

(3) P.€ram Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

(4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

peningkatan pelayanan sosial dasar bagi PMKS;

(5) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

(6) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Sekretariat Narkoba

l. Masalah

2. Kebijakan

3. SasaGn

4. Program dan Kegiatan

a) Sumber Oana APBD :

b) Sumber Dana APBN :

yang meliputi
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BAB VIII

AGENOA REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

FUNGSI PELAYANAN UMUM

A. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Permasalahan

a)Masihper|unyapeningkatan|ayananadministrasiperkantorandanoptima|isasi
pengelolaan administrasi perkantoran ;

b) Belum tenivujudnya SIPD Daerah yang tengkap dan mudah di akses;

c)Koordinasidanpe|aporanpe|aksanaanAPBDdanAPBNo|ehSKPDbe|umberja|an

dengan baik,

d) Masih kurangnya roordinasi perencanaan pembangunan di sektor air minum'

drainase dan sanitasi Perkotaan;

e) Paduserasi perencanaan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses penyusunan

rencana Pembangunan daerah;

Q Belum optimalnya koodinasi pembangunan di bidang ekonomi;

s)Be|umoptima|nyakoordinasiperencanaanpembangunandibidangsosia|budaya;

h) Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana

wilayah dan lingkungan hiduP;

i) Belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap

tahunnYa;

Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran:

b) Peningkatan sistem informasi pembangunan;

c)Peningkatanpengenda|ianpembangunanme|a|uimonitoringdaneva|uasi;

d)Peningkatankoordinasipembangunanairminum,drainasedansanitasiperkotaan;

e) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dan arahan

kebuakan Pembangunan daerah;
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0 Peningkatan koordinasidan percncanaan pembangunan bidang ekonomi;

g) Peningkatan koo.dinasidan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

h) Peningkatan koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang prasarana wihyah

dan lingkungan hidup;

i) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin

tedaksananya pelayanan administrasi:

b) | ersedranya data ctan Intormasr yang lengkap dan akurat;

c) Tersedianya informasi pelaksanaan APBD dan APBN yang informatif;

d) Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan sektor air minum, drainase dan sanitasi

perKotaan;

e) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan

PartisiPatif;

f) Meningkatnya koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi:

g) Meningkatnya koordinasidan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;

h) Meningkatnya koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

dan lingkungan hidup;

i) Tersusunnya LKPJ Gubernur Sultra pada setiap tahun.

4. Program

a) Sumber Dana APBD i

(1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparalur ;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD,

(71

(8)

(s)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Program Pengembangan Data dan Informasi Informas';

Program Ke4asama Pembangunan ;

Program Perencanaan Peogembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alami

Program Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaDan

Daerahi

Kepala

B. Oewan Perwakilan Rakyat Oaerah

8.1. Dewan Per.rrakilan Rayat Daerah

(1) Permasalahan

a) B€lum optimalnya kherja pelayanan lembaga legislatif

(2) Kebiiakan Umum

a) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lembaga legislatif

(3) Sasaran

a)Terpenuhinya gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRo

(4) Program

a) Sumber Dana APBD :

- Penyediaan gajidan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD'

8.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

l. Permasalahan

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan

p€ngelolaan adminislrasi perkantomn;

optimalisasi
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b) Masih rendahnya kemampuan kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) lvleningkatkan kapasitas Lembaga Perwakitan Rakyat Daerah.

3, Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin

serta terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan pegawai;

- ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran:

- Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur,

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

- Program Penangkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja;

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan SKPD;

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Oaerah.

C. Sekretariat Oaerah Provinsl

C.l, Kepala Daerah dan WakltKepata Daerah

l. Pemaaalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Kepala Daerah dan Wakit Kepala

Oaerah, yaitu :

Terbatasnya sarana dan plasarana, fasilitas pendukung operasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, aparatur serta kantor;

Belum optimalnya kinerja aparatur;

Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kebiiakan Umum

a) Meningkatkan sarana dan prasarana, fasilitas pendukung opetasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

b) Meningkatkan displin kerja dan kinerja aparatur;

c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. Sasaran

a) Terpenuhinya sarana dan prasarana, fasilitas pendukung operasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah' aparatur serta kantor;

b) Meningkatnya kinerja aParatur;

c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Penyediaan gaji dan tunjangan Pejabat Negara serta penuniang

opereasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(2) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur:

(5) Program Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Kepaia Oaerah dan Wakil

KePala Daerah.

a)

o)

c)
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Sekretariat Induk

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Sekretariat Daerah, yaitu :

a) Kurangnya kapasitas keuangan dan belum optimalnya pengelolaan dana
pembangunan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di setiao

kalurahan dan desa;

b) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat.
partai politik, keagamaan, dan pemerintah kabupaten/ kota;

c) Belum optimalnya penyaluran pembagian hasil pajak dan restribusi daerah

kepada kabupaten/ kota;

d) Kurang optimalnya penanganan kegiatan tak terduga yang tidak diperkirakan

sebelumnya,

e) Terbatasnya saranal prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan

aparatur;

f) Belum optimalnya kinerja aparatur;

S) Kurangnya modal usaha (investasi) pemerintah daerah.

2. Kebijakan Umum

a) Meningkatkan kapasitas dan kewenangan pengelolaan dana pembangunan di

tingkat kalurahan dan desa;

b) Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan, organisasi kemasyarakatan,

masyarakat, partai politik, keagamaan, dan pemerintah kabupaten/kota untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah;

c) Meningkatkan penyaluran pembagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada

kabupaten/kota;

d) Meningkatkan penanganan kegiatan tak terduga yang tidak diperkirakan

sebelumnya;

e) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan administrasi
perkantoran;

f) Meningkatkan kualitas SDM, displin kerja aparatur dan capaian kinerja;

g) Meningkatkan modal usaha (investasi) pemerintah daerah.

3. Sasaran

a) Tersalurnya dana pembangunan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada

pemerintah kelurahan dan desa;

Tersalurnya bantuan kepada kelembagaan, organisasi kemasyarakatan'

masyarakat, partai politik, keagamaan, dan pemerintah kabupaten/kota;

Tersalurnya pembagian hasil pajak dan restribusi daerah kepada kabupaten/

kota,

Tertanganinya kegiatan tak terduga yang tidak diperkirakan sebelumnya;

Terpenuhinya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan

aparatur;

Meningkatnya kinerja aParatur;

Meningkatnya modal usaha (investasi) pemerintah daerah'

4. Program

a) Sumber Dana APBD:

- Program Desentralisasi fiskal ke tingkat kelurahan dan desa;

-Peningkatankapasitaskelembagaan,organisasikemasyarakatan,
masyarakat,partaipolitik,keagamaan,dankeuangankabupaten/kota:

- Program Penyaluran pembagian hasil pajak dan restribusi daerah;

-ProgramPenanganankegiatantakterdugayangtidakdiperkirakan
sebelumnYa;

- Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;

- Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja

dan Keuangan;

- Program Peningkatan modal (investasi) Pemerintah Daerah

b)

c)

d)

e)

0

s)

216
217



Pemerintahan Dae6h

1. Pe.masalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro pemerintahan Sekreiariat Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu

a) Perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

b) Kurangnya koordinasiantar pemerintah daerah dan instansi vertikal;

c) Rendahnya kualitas data dan informasi penataan daerah otonom;

d) Kurangnya terkoordinasinya penyusunan data dan informasi penggunaan/

kepemilikan lahan;

e) Perlunya pendataan nama unsur geografis, kode dan data wilayah di prov

Sultra:

0 Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang proses pilkada;

g) Belum maksimalnya pelayanan kegiatan keagamaan dan rendahnya kualitas

SDM di bidang Keagamaan;

h) Kurangn efektifnya penyusunan LKPJ dan LppD serta rendahnya Kemampuan

SDM Penyusunan LPPD;

i) Kurang efektifnya feed back penyelenggaraan pemerintahan dan adanya

tumpang tindih kebiakan antara pemprov dengan pemkab/kota;

l) Masih minimnya pemahaman tentang bahaya penggunaan narkoba;

k) Kurang Optimalnya penyelenggaraan Lomba UKS;

l) Rendahnya Kapasitas Petayanan pejabat Negara;

m) Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan dan kurangnya kualitas dan

kuantitas SDM di bidang Kependudukan.

n) Masih lemahnya sistem koordinasi antar wilayah bagi daerahdaerah
pemekaran.

2. Kebuakan Umum

a) Peningkatan fasilitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Koordinasi antar daerah / lembaga;

c) Penataan data dan informasi daerah otonom baru;

d) Peningkalan koordinasidata dan informasi penggunaan pemitikan tanah;

2t8

e) Pemberian nama unsur geografis, kode dan data wilayah di Prov Sultra;

f) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pilkada;

g) Peningkatan kehidupan beragama dan pelaksanaan MTQ;

h) Peningkatan efektifitas penyusunan LKPJ dan LPPD;

i) Peningkaian efektifitas feed back penyelenggaraan pemerintahan Koordinasi

antara pemprov dan pemkab/kota se sultra;

j) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba;

k) Peningkatan penyelenggaraan lomba UKS;

l) Peningkatan kapasitas pelayanan pejabat negara;

m) Peningkatan Koordinasi antar lembaga di bidang Kependudukan;

n) Fasilitasi pemekaran wilayah dan pembrnaan daerah olonom baru

Sasaran

a) Meningkatnya pelayanan pada publik;

b) Lleningkatnya koordinasi dan ketjasama antar pemerintahan daerah dan Instansi

vertakal;

c) Meningkatnya kualitas data dan informasi penataan daerah otonom;

d) Meningkatnya koordinasi penyusunan data dan infomasi penggunaan/ pemilikan

tanah;

e) Tertatanya nama unsur geografis, kode dan data wilayah dl Prov Sultra;

0 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang proses pilkada;

g) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dan meningkatnya kemampuan,

kualitas dan pengalaman lomba para peserta MTQ kafilah SULTRA;

h) Meningkatnya efektifitas penyusunan LKPJ dan LPPD:

i) Meningkatnya sinkronisasi kebijakan antara pemprov dengan pemerintah kab/

KOt€l;

j) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba;

k) Meningkatnya optimalisasi penyelenggaraan lomba UKSi

t) Meningkatnya kapasitas pelayanan peiabat negara;
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m) Meningkatnya koordinasi antar lembaga dibidang kependudukan;

n) Semakin berkembangnya daerah pemekaran lima tahun kedepan yang

membutuhkan pembinaan dan perhatian sebagai daerah otonom baru,

1. Program

a) Sumber Dana APBD :

- Program Peningkatan perayanan administrasi perkantoran pada Biro

Penyusunan Program Setda prov. Sultra;

- Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah dan Instansi

Vertikal,

- Program Penataan Daerah Otonomi Baru,

- Program Penyelesaian Konflik;

- Program Pembakuan Nama Unsur Geografis;

- Program Pembinaan Pilkada;

- Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama;

- Program Pembinaan dan pendidikan Keagamaan serta pengembangan

Rumah-rumah lbadah

- Program Pembinaan Perangkat Daerah;

- Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

- Program Penanggulangan Narkoba;

- Program Pembinaan UKS;

- Program Pelayanan Pejabat Negara, DpR Rl, MpR, DpD dan DpRD;

- Program Pengembangan Kemitraan Bidang Kependudukan;

- Program Bintek Kependudukan;

- Program Penataan data kependudukan.

(2) Sumber Dana APBN :

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah.

(3) Sumber Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (pHLN) :

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah.

C.4. Urusan Umum Daerah

Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara, yaitu :

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi

pengelolaan administrasi perkantoran;

b) sarana dan prasarana kantor belum sesuai dengan standar pelayanan minimal;

c) Kapasitas SDM aparatur masih kurang'

d) Pelayanan urusan dinas KDHM/KDH belum optimal;

e) Belum optimalnya penataan ketatausahaan Biro dan pimpinan;

f) Belum optimalnya penataan kearsipan;

S) Peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah masih kurang;

h) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;

i) Belum optimalnya pelayanan kehumasan daerah.

Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan kinerja organisasi;

c) Peningkatan kapasitas SDM;

d) Peningkatan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran;

e) Tersusunnya rencana tahunan SKPD;

Q Peningkatan pelayanan kedinasan KDHM/KDH;

S) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah;

h) Mengoptimalkan sarana teknologi informasi;

i) Peningkatan pelayanan kehumasan daerah.

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin

serta terlaksananya pelayanan administrasi,

1.

2.
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c.5.

b) Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

c) Optimalisasi kapasitas SDM aparatur;

d) Pelayanan adminidtrasi perkantoran:

e) Tertibnya pengelolaan keuangan daerah;

f) Optimalnyapemanfatanteknologiinformasi;

g) Meningkatnya pelayanan kedinasan KDHA^/KDH;

h) Meningkatnya pelayanan kehumasan daerah.

Program

a) SumberDana APBD:

- Program PelayananAdministrasi perkantoran;

- Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

I(euangan;

- Peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKpD,

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHA|y'KDH;

- Program Penunjangan Kehumasan Daerah;

- Program Penataan ketatausahaan biro dan pimpinan;

- Program Arsip dan ekspedisi;

- Program Peningatan dan pengembangan keuangan daerah;

- Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Penyusunan Program Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro penyusunan program sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

a) Perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran:

b) Sarana dan Prasarana kantor yang belum memadai;

c) Masih rendahnya pendidikan dan kualitas

Penyusunan Program;

sumber daya Manusia Pada Biro

d) Belum tepat waktunya penyusunan program kegiatan dan laporan kinerja

tahunan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi;

e) Belum tepat waktunya penyelesaian Peraturan Gubernur tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

f)Be|umoptimaInyasinkronisasiprogramkegiatanantaraPemerintahPusat

dengan Pemerintah Daerah;

g)Be|umoptimaInyakoordinasidenganPemerintahKabupaten/Kotada|am

penyediaan data pembinaan' petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan

administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah provinsi;

h) Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dalam

penyediaan data pembinaan, petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan

administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/

kota;

i) Belum intensifnya seluruh penanganan pengaduan masyarakat dan dunia usaha

dalam pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN;

j)Be|umoptimalnyape|aksanaanfasi|itasi,koordinasidanPengendaIiankerlasama

antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota, non pemerintah,

dan kerjasama luar negerl.

k)Pe|aksanaanpengadaanbarangdanjasabelumsepenuhnyadi|aksanakan

secara transParan dan akuntable.

Kebijakan Umum

a) Peningkatan fasilitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

c) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;

d) Peningkatan koordinasi penyediaan data usulan bahan penyusunan program

kegiatan dan laporan kinerja tahunan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi,

e)PenyediaanPeraturanGubernurtentangPedomanPe|aksanaanAPBD'
Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
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Penciptaan sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dengan

Pemerintah Daerah:

Penciptaan koordinasi yang baik antara pemerintah provrnsi

denganKabupeten/Kota dalam pembinaan, penyiapan petunjuk teknis oan

evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh
pemerintah provinsi;

Penciptaan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan

kabupaten/kota dalam penyediaan data kegiatan, pembinaan, penyiapan

petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan

yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota;

Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat dan dunia usaha daram

pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN;

Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, non pemerintah, oan

kerjasama luar negeri;

Menciptakan keterbukaan, persaingan yang sehat dan adil bagi para pelaku

usaha dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah Daerah

3. Sasaran

a) Meningkatnya pelayanan pada publik;

b) Ketersediaan sarana pendukung transportasi aparatur penyusunan program dan

terpeliharanya dengan baik peralatan kantor,

c) Meningkatnya sumberdaya aparatur penyusun program;

d) Meningkat dan tersedianya data usulan bahan penyusunan program kegiatan

dan laporan kinerja tahunan lingkup Sekretariat Daerah provinsi;

e) Terlaksananya koordinasi dalam penyelesaian peraturan Gubernur tentang

Pedoman Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

Q Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dengan

Pemerintah Daerah;

g) Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan ketersediaan

data pembinaan, petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi

kegiatan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah provinsi;

s)

h)

h) Terlaksananya koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota serta

tersedianya data pembinaan, petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan

administrasi kegiatian pembangunan yang dikelola oleh pemerintah

kabupaten/kota;

Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dan dunia usaha tentang

pelaksanaan APBD dan APBN;

Meningkatnyakerjasamaantarpemerintahdaerah,nonpemerintah'dan

kerjasama luar negeri.

Terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Program

a) SumberDanaAPBD:

-ProgramPeningkatanpe|ayananadministrasiperkantlcranpadaBiro
Penyusunan Program Setda Prov. Sultra;

.ProgramPeningkatansaranadanprasaranaaparaturBiroPenyusunan

Program;

- Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;

- Program Peningkatan sistem perencanaan program pembangunan lingkup

Sekretariat Daerah Provinsi;

-ProgramPeningkatankoordinasida|ampenye|esaianPeraturanGubernur

tentangPedomanPe|aksanaanAPBD,Pe|aksanaanDanaDekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan;

- Program Peningkatan Koordinasi/ Konsultasi Penyusunan APBD' Dana

Dekonsntrasi dan Tugas Pembantuan di Pusat;

- Program peningkatan penyiapan bahan pembinaan' pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan bantuan pembangunan

yang dikelola oleh pemerintah provinsi;

- Program Pengintensifkan Penanganan dan Dunia Usaha Pengaduan

Masyarakat;

- Program pengembangan Sistem Informasi Data pengadaan barang dan

jasa;

- Program Pengembangan sistem informasi pihak ketiga/rekanan;

4.
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- Program Penyusunan sistem insentif dan disinsentif kepada penyedia Barang

dan jasa;

- Program Pengembangan situs pengadaan barang dan Jasa pemerintah;

C.6. Hukum Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara, yaitu :

a) Masih pedunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi
pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Belum efektifnya pengelolaan dokumentasi, sosialisasi dan informasi hukum;

c) Belum efektif dan efisiennya penyelenggaran akuntabilitas kinerja;

d) Masih rendahnya produk hukum daerah;

e) Belu;n efektifnya pemberian bantuan hukum pemda dalam penyelesaian kasus;

f) Belum efektifnya penyelenggaraan RANHAM;

g) Lemahnya koordinasi ppNS;

h) Terbatasnya kualitas SDM Biro Hukum Setda provinsi.

2. Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan dokumentasi, sosialisasi dan informasi

hukum:

c) Peningkatan penyelenggaraan akuntrabilitas kinerja;

d) Peningkatan kualitras/ kuantitas produk hukum;

e) Peningkatan pemberian bantuan hukum pemda dalam penyelesaian kasus,

f) PeningkatanpenyelenggaranRANHAN;

S) Peningkatan Kualitas SDM Biro Hukum Setda provinsi.

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin

serta terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Meningkatnya efektifitas pengelolaan dokumentasi, sosialisasi dan informasi

hukum;

c) Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitaskinerja;

d) Meningkatnya produk hukum daerah;

e) Meningkatnya pemberian bantuan hukum pemda dalam penyelesaian kasus

meningkatnya penyelenggaran RANHAN;

i) Meningkatnya koordinasi PPNS;

g) Meningkatnya kualitas SDM Biro Hukum Setda Provinsi.

Program

a) Sumber Dana APBD :

(1 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(2) Program Peningkatan Jaringan Sistem Hukum Daerah Provinsi;

(3) Program Peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

(4) Program Peningkatan kualitas dan kuantitas Produk hukum daerah;

(5) Program Peningkatan Bantuan Hukum dalam penyelsaian sengketa baik di

dalam maupun diluar pengadilan;

(6) Program Peningkatan penyelenggaran RANHAN ;

(7) Program Peningkatnya Penyelenggaraan koordinasi PPNS;

(8) Program Peningkatan Kualitas SDM Biro Hukum Setda Provinsi.
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C.7. Biro Organisasi dan Kepegawaian

1. permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Oraganisasi dan
Sekretariat Daerah provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

Kepagawaian

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi
pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Masih berum optimarnya penataan kerembagaan perangkat daerah prov. surka
berdasarkan pp Nomor4l Tahun2ooT tentang organisasi perangkat daerah;

c) Peraksanaan tugas{ugas dibidang ketatalaksanaan berum maksimar:

d) Pelaksanaan analisis jabatan belum optimal dan maksimal;

e) Belum optimalnya pelaksanaan tugas{ugas dibidang kepegawaian.

2. Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang mengacu pada pp Nomor 41
Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan perunctang-
undangan yang berlaku,

c) Optimalnya pelaksanaan analisis jabatan,

d) Peningkatan kuaritas peraksanaan pemerintahan di bidang anarisa jabatan;

e) Peningkatan kualitas SDlil kepegawaian.

3. Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasionar kantor dan aparatur yang bersifat rutin
serta terlaksananya pelayanan adminisirasi;

b) Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang mengacu pada pp Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah;

c) Optimalinya tugas{ugas dibidang ketatalaksanaan;

d) Optimalisasi tugas{ugas dibidang analisa jabatan;

e) Meningkatnya kinerja dibidang kepegawaian.

I

4. Program

a) SumberDana APBD:

(1) Program PelayananAdministrasi Perkantoran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

(5) Program Pengelolaan Data Lembaga Perangkat Daerah;

(6) Program Penyelenggaraan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja;

(7) Program Penataan Tata Laksana Pemerintah, Pembangunan, dan

Pelayanan Publik;

(8) Program Peningkatan Analisa Jabatan;

(9) Program Peningkatan Formasi Jabatan;

(10) erogram Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur

Negara;

(1 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(12) Program Pelayanan Mutasi Pegawai;

(13) erogram Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural;

(1 4) eengelolaan Kesejahteraan Pegawai

(15) erogram Pengelolaan Pegawai Kontrak;

(16) erogram Sistem Promosi KarierAparat Pemda;

(17) erogram Sistim Informasi Manajemen Kepegewaian;

(18) erogram Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;

(19) Sistem Insentif dan disinsentif aparat Pemda;

(20) Pemberian penghargaan kepada PNS yang memasuki usia pensiun;

(21) Sistem Kontrak Kinerja antara Gubernur dengan para Kepala SKPD;
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(22) Sistem lnformasi yang Transparan dan Akuntabel;

(23) Sistem pemberian pelayanan publik yang prima;

(24) Sistem Standar Kinerja Individuat Aparat pemda.

G.8. Ekonomi Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Eiro Ekonomi Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi
pengelolaan administrasi perkantoran,

b) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima;

c) Belum terpadunya pembinaan UMKM;

d) Pengelolaan BUMD belum optimal;

e) Tingkat kunjungan pada obyek wisata yang masih minim;

f) Pengembalian bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku;

g) Belum tertibnya izin pengelolaan potensi pertambangan;

h) Terjadinya kerawanan pangan;

i) Sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai;

j) Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

k) Belum optimalnya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Asosiasi

Dagang;

l) Pelayanan angkutan yang belum optimal;

m) Kurangnya produksi bidanqbudidaya perikanan;

n) sarana dan prasarana bidang budidaya perikanan yang berum memadai;

o) Kurangnya minat investor di sektor perikanan.

l

2. Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan promosi daerah obyek wisata;

c) Reformasi kebijakan investasi dan pelayanan investasi daerah;

d) Pelatihan, konsultasi dan promosi UMKM,

e) Pembinaan produk UMKM;

f) Peningkatan kemampuan BUMD;

g) Peningkatan promosi wisata;

h) Peningkatan pemantauan pelaksanaan bantuan modal usaha;

i) Penertiban kelayakan pengelolaan pertambangan;

j) Peningkatan pengawasan distribusi pangan;

k) Peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan barang dan penumpang;

l) Meningkatkan pengawasan pelaksanaanAmdal,

m) Peningkatan kerjasama dunia usaha;

n) Peningkatan produksi di bidang budidaya perinanan;

o) Pengawasan pemberlakuan tarif angkutan perikanan,

p) Peningkatan operasional pengawasan operasi perikanan;

q) Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan,

r) Peningkatan promosi perikanan dan kelautan.

Sasaran

a) Terpenuhinya kebuiuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin

serta terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Terciptanya pelayanan investasi yang efektif dan efisien;

c) Terpadunya pembinaan UMKM;

d) Terkelolanya BUMD secara optimal;

e) Terpromosikannya obyek-obyek wisata utama di Sultra;

f) Tedaksananya sistem pengembalian bantuan modal usaha dari masyarakat;

3.
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s)

h)

i)

i)

k)

r)

Teraturnya proses izin explorasi dan exploitasi;

Terdistribusinya bantuan pangan secara tepat dan cepar;

Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;

Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan,

Meningkatnya kerjasama dengan asosiasi dagang/dunia usaha;

Tertibnya penerapan tarif angkutan umum dan pelayaran raKyat;

Meningkatnya pengelolaan budidaya tambak;

Terkoordinasinya pengembangan pembinaan penangkapan ikan;

Terlaksananya promosi produk perikanan.

4. Program

a) Sumber Dana ApBD :

(1) Program PelayananAdministrasi perkanroran;

(2) Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur:

(3) Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(4) Program peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi,

(5) Program Peningkatan rkrim Investasi dan Rearisasi Investasi;

(6) Program pengembangan Sistim pendukung Usaha Bagi UMKM;

(7) Program pembinaan dan peninjauan pada BUMD yang sudah Mapan;

(8) ProgramPengembanganpemasaranpariwisata;

(9) Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir;

(10) Program pembinaan dan pengawasan Bidang pertambangan;

(11) Program Peningkatan Ketahanan pangan;

(12) Program Pengembangan pembangunan prasarana dan Fasilitas
Perhubungan;

(13) Program pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

(14) Program Kerjasama pembanqunan;

(15) Program Peningkatan pelayanan Angkutan;
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m)

n)

o)

c.9.

(16) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

(17) Program Pengembangan pengawasan perikanan tangkap;

(18) Program Peningkatan Promosi dan Investasi Produk Kelautan.

Keuangan Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Keuangan Sekretariat Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi

pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Penyelenggaraen pengelolaan keuangan dearah yang belum efektif dan efisien.

Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin

serta terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis,

akuntabel dan transparan;

c) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin

serta terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

Program

a) SumberDana APBD:

- Program PelayananAdministrasi Perkantoran;

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan

Kota.

3.

1.

ZJJ
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C.10. Kesejahteraan Rakyat

1. pe.masalahan

2. Kebijakan Umum

3. Sasaran

4. program dan Kegiatan

(a) Sumber Dana APBD :

C.11. Humas dan Telematika

1. Pe.masalahan

permasalahan pokok yang dihadapi Bifo Humas dan Telemattka Sekretariat
Daerah provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:

a) Masih perrunya peningkatan rayanan administrasi perkantoran dan optimarisasi
pengeto|aan administrasi perkantoran;

b) Masih rendahnya pelayanan informatika dan komunikasi daerah;

c) Masih rendahnya kualitas aparatur pengelola data elektronik;

d) Masih rendahnya penyebarruasan informasi pembangunan daerah dan
penyerenggaraan pemerintahan daerah dan kerjasama dengan mass meora.

2. Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

- b) peningkatan pelayanan informatka dan komunikasi berbasis data etektronik;

c) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di bidang teknorogi informasi dan
komunikasi;

d) Pengembangan media penyebarluasan info.masi dan komunikasa.

3, Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin
serta terlaksananya pelayanan admtntslrasl;

b) Meningkatnya pelayanan informatika dan komunikasi;

c) Meningkatnya kuatitas aparatur pengetota data etektronik;

d) Tersedianya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah

oaeran.

4. P.ogram

a) Sumber Dana APBD;

(1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Apa.atur;

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(4) Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja:

(5) Program Peningkaian pengembangan Sistem perencanaan SKpD;

(6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Masa;

(7) Program Fasititasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Info.masi;

(8) Program Kerjasama Informasidengan Mass Media;

Pengawasan Daelah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dahadapi pengawasan Daerah provinsi Sulawesi
Tenggara, yailu :

a) Masih perlunya f,eningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi
pengelolaan administrasi perkantoran;

b) Rendahya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintah di daerah dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga sering terjadi
penyimpangan;

c) Masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan.
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D.

Kebliakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas KKN;

c) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengawasan yang profesaonal.

3. SasaEn

a) Tepenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta
tertaksananya pelayanan administrasi;

b) Terciptanya penyetenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.

c) Tersedianya sumberdaya aparatur pengawasan yang profesaonal , memiki
keterampilan dan integritas yang tinggi.

4. P.ogram

a) Sumber Dana APBD :

(l) Program penyediaan cajidan Tunjangan pegawai,

(2) Program Pelayanan Administrasi perkantoran 
;

(3) Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;

(4) Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja;

(6) Program Peningkatan pengembangan Sistem perencanaan SKpD;

(7) Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian

Pelaksanaan Kebiakan Kepala Daerah;

(8) Program peningkatan profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Apa.alur
Pengawasan.

Pemberdayaan Masyarakat dan pemerlnlahan Desa

l. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi pemberdayaan Masyarat€t dan
Pemerintahan Desa provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu ;

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi

pengelolaan adminisirasi perkantoran;

b) Keterlibatian masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Pembangunan belum optimal;

c) Peran pemerintah desa/kelurahan dan

optimal;

lembaga kemasyarakatan yang belum

d) Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam menggerakkan partisipasi

masyaraKaq

e) Menunrnnya nilai-nilai semangat kegotong royongan serta peran Lembaga Adat yang

belum ootima:

0 Minimnya akses pengelolaan SDA dengan Pemanfaatan TTG;

g) Kurangnya modalusaha Iembaga keuangan mikro pedesaani

h) Belum optimalnya koordinasi dalam penanggutangan kemiskinan;

i) Terbatasnya lembaga ekonomi mikro sebagai wadah usaha masyarakat di pedesaan;

j) Terbatasnya informasi pasar bagi masyarakat desa;

k) Masih kurang berfungsinya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LpMD);

l) Rendahnya keberdayaan masyarakat di pedesaan

Kebiiakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran:

b) Peningkatan ta.af hidup dan kualitas masyarakat miskio perdesaan;

c) Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

d) Memantapkan peran masyarakat serta pengembangan partisipasidan keswadayaan

masyarakat;

Mewujudkan kesejahteraan keiuarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamisi

Meningkatkan pemanfaatan SDA dan TTG berwawasan lingkungan;

Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;

Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar SKpO dan

lembaga lain;

Pemberdayaan masyarakat miskin;

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan tersedianya dana kas desa;

0

g,

hl

i)

J)
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k) Meningkatkan pemasaran hasil produksi masyarakat desa;

l) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa;

m) Pemberdayaan masayarakat dan lembaga desa dalam pembangunan ot perdesaan.

3. Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta
terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Meningkatnya kuaritas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakal miskin;

c) Meningkatnya peran aktif dan kemandirian masyarakat serta ketemo. partisipasi
dalam pembangunan;

d) Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan panisipasi
masyarakat:

e) Te.peliharanya nilai_nilai budaya lokal dan semangat kegotong royongan serta
meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

0 Meningkatnya peran serta masyarakat untuk memanfaatkan potensr sumber daya
tokal dengan memanfaatkan TTG;

9) Terpenuhinya modal usaha masyarakat miskin;

h) Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah
j) Terbentuknya Lembaga / Badan Usaha Masyarakat di perdesaan:

j) Terpenuhinya informasi pasar masyarakat di desa,

k) Meningkatnya peran fungsi Lumbung pangan Masyarakat Desa;

l) Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa.

4. P.ogram

a) Sumbsr Dana APBD i

(1) Program penyediaan cajidan Tunjangan pegawai;

(2) Program pelayanan Administrasi perkantoran;

(3) Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;

(4) Program peningkatian Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program peningkatan pengembangan Sistem petaporan Capaian Kineia,

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;

(7) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan

Penanggulangan kemiskinan,

(8) Program Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;

(9) Program Pemantapan Kelembagaan Masyarakat serta Peningkatan Partisipasi

dan Keswadayaan Masyarakat;

(10) Program Pemaniapan Kehidupan Sosbud masyarakat;

(11) Program Pemanfaatan Potensi SDA, Pemasy Dan Pendayagunaan TTG:

(12) Program Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin;

(13) Program Peningkatan Peran dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah,

(14) Program Pengembangafl Lembaga Usaha Milik Desa dan Pasar Desa;

(15) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi di Pedesaan;

(16) Program Peningkatan Fungsi Lumbung Pangan Masyarakt Desa / Kelurahan:

(17) Pragram Peningkatan kebe.dayaan Masyarakat Pedesaan;

(18) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

(19) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;

(20) Program Peningkatan Kapasatas Aparatur Pemerintah Desa.

b) Sumbe. Dana APBN :

(1) Prggram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

c) Sumbe. Dana PiniamanlHibah Luar Negeri (PHLN) : -

(2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Kantor Penghubung

L Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi

Tenggara, yaitu :
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a) Masih perlunya peningkatan layanan administ.asi perkantoran dan optimalisasi
pengelotaan administrasi perkantoran_

2.Kebijakan Umum

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

3.Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta
terlaksananya pelayanan administrasi.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi perkantorani

(3) Program Peningkatan Samna dan prasarana pemerintahan (Realokasi
Kantor penghubung);

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(6) Program Peningkatan pengembangan Sjstem pelaporan Capaian Kinerja,

(7) Program Peningkatan pengembangan Sistem perencanaan SKpD;

Riset Daerah

l.Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi

Tenggara. yaitu :

a) Masih perlunya peoingkatan layanan

pengetotaan administrasi perkanlofan;

b) Terbatasnya ketersediaan data dan

Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesr

administrasi perkantoran dan ootimalisasi

intormasi Litbang di berbagai bidang
pembangunan;

c) Sistem dokumentasidan publikasj Litbang masih terbatas:

d) Kompetensi SDM Bidang IPTEK belum memadai baik secara kualitas maupun

kuantitasi

e) Sarana penunjang operasional Litbaog masih terbatas.

2.Kebiiakan Umum

a) Peningkakn kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan cakupan penelitian dan pengembangan dalam upaya penyediaan data

dan informasi yang akurat;

c) Peningkatan Sistem Dokumentasjdan Publikasi Pembangunan Sultra;

d) Peningkatan sumber daya manusia bidang lptek secara kualitas maupun kuantitas,

e) Peningkaian sarana dan prasa.ana titbang.

3.Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang be.sifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administrasi,

b) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi hasil Litbang di berbagai bidang

Pembangunan;

c) Meningkatnya ketersediaan sistem dokumentasi dan publikasi mengenai

pembangunan Sultra;

d) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM bidang IPTEK;

e) Meningkatnya sarana dan Prasarana Pendukung operasional Litbang

4.Program

a) Sumber Dana APBD:

(1) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
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(7) program pelaksanaan Riset Unggulan;

(8) Program penelitian dan pengembangan tptek;

(9) Program Kaji_Tindak lmptementasi program prioritas:

(10) Program Dokumentasi dan pubtikasi;

(11) Program peningkatan Kapasitas dan pengembangan Kemampuan Sumber Daya
Manusia bidang tptek,

(12) Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Litbang

H. Kea6ipan Oaerah

1. Pe.masalahan

Permasarahan pokok yang dihadapi Bidang Kearsipan Daerah provinsi surawesi
Tenggara, yaitu :

a) Masih perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan opttmatisasi
pengetotaan administrasi perkantoran;

b) Belum memadainya sistem pengelolaan dan kajian kearsipan pemertntah daerah;

c) Belum memadainya pelaksanaan akuisjsi arsip, pengelolaan/ pemettharaan dan
penyelamatan arsip;

d) Kurang terpeliharanya sarana pengelolaaan dan penyimpanan arsip,

e) Kurangnya sistem pengelolaan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan Kearsrpan
serta terbatasnya sarana layanan informasi arsip.

2. Kebiiakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran peningkatan kualitas dan
kapasitas kelembagaan;

b) Peningkatan intensitas pengelotaan dan pengendatian arsip;

c) Peningkatan efesiensi dan efektifitas penyetenggaraan kearsipan;

d) Peningkatan intensitas pengawasan, kualitas pembinaan dan pelayanan arsrp.

3. Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta

terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Terkelolanya sistem administrasi kearsipan;

c) Terselamatkan dan terlestarikannya arsip-arsip daerah;

d) Terpeliharanya sarana pengelolaan dan penyimpanan a.sip;

e) Meningkatnya kualitas layanan informasi kearsipan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD:

(1) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawail

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apa.atur;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja:

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan SKpD;

(7) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

(B) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah;

(9) Prog.am Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan prasarana Arsip Daerah,

(10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan tnformasi.

b) Sumber Dana APBN :

(1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaani

(2) Program Pengelolaan Sumbe.daya Manusia Aparatur;

(3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik;
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H. Data Elektronlk

l. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi pusat Oata dan Elektronik provinsi Sulawesi
Tenggara, yaitu :

a) Masih perrunya peningkatan rayanan administrasi perkantoran dan optimarisasi
pengelotaan administrasi perkantoran;

b) Masih rendahnya layanan jnformatika dan komunikasi daerah;

c) Masih rendahnya kualitas aparatur pengelola data elektronik;

d) Masih rendahnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan
penyebnggaraan pemerintahan daerah dan kerjasama dengan mass medta

2. Kebiakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 
;

b) Peningkatan layanan informataka dan komunikasi berbasis data elektronrk i

c) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di bidang teknologr Intomasi dan
komunikasi;

d) Pengembangan media penyebarluasan info.masj dan komunikasi.

3. Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatu. yang bersifat rutin serta
terlaksananya pelayanan administrasi;

b) Meningkatnya tayanan informatika dan komunikasi ;

c) Meningkatnya kualitas aparatur pengelola data elektronik ;

d) Tersedianya informasi pembengunan daerah dan penyelenggaraan pemenntah
daerah

4. Paognm

.) Sumber Dana APBD;

('t) Program penyediaan Gajidan Tunjangan pegawai;

(2) Program pelayanan Adminaslrasi perkantoran:

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(,{) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perenc€naan SKPD;

(7) Program Pengembangan Komunikasi. Informasidan Media Masa;

(8) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasidan Informasi,

(9) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN

A. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

l, Permasalahan

Permasalahao pokok yang dihadapi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri Provinsi Sulawesa Tenggara, yaitu:

a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi

pengelolaan administ.asi perkantoran;

b) Masih rendahnya kemampuan sumberdaya aparatur daiam mendeteksi dani sumber-

sumber konflik yang dapat memicu terjadinya kekerasan antar kelompokJ

kepentingan;

c) Masih rendahnya . kamtibmas dan pencegahan tandak kriminal,

d) Kurangnya pemberdayaan masyarakatdalam menjaga keterliban dan keamanan;

e) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat;

0 Tingginya ancaman konflik penduduk Sulawesi Tenggara yang disebabkan karena

keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama;

g) Kurangnya kemitraan di dalam mengembangkan wawasan kebangsaan;

h) Masih rendahnya upaya pencegahan penyakit masyarakat berupa premanisme,

prostitusi, perjudian. dan eksploitasi anak;

i) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota satuan penanggulangan

bencana serta dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.
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Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur dalam mendeteksi sumber k^^.1
yang dapat memicu terjadinya kekerasan antar kelompok;

c) Peningkatan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal:

d) Peningkatan pembe.dayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan_
e) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat:

f) Pengendalian anc€man konflik p

karena keberasaman, 
",",", 

o"o";oo:o;:""0":"""""n"jr"]""nn"t" 
vans disebabkan

g) Penrngkatan kemitraan datam pengembangan wawasan kebangsaan,
h) Peningkatan upaya pencegahan penyakit masyarakat berupa : premanisme,

prostitusi, perjudian, dan ekspbitasi anak:

i) Peningkatan kualitas SDM satuan penanggulangan bencana metalui
penyelenggaraan pelatihan penanggulangan korban bencana serta dukungan logistik
dan obat-obatan

3. Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersrtat rutin se.ta
tertaksananya pelayanan administrasi:

b) Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur daram mendeteksi sumber konfrik
yang dapat memicu terjadinya kekerasan antar kelompok Meningkatnya kantibmas
dan pencegahan tindak kriminal;

c) Meningkatnya kamtibmas dan pencegahan tindak kriminat;

d) Pemberdayaan masya.akat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
e) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat;

0 Menurunnya ancaman konf,ik penduduk Sulawesi Tenggara yang disebabkan
karena keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama;

g) Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan;
h) Meningkatnya upaya pencegahan p€nyakit masyarakat berupa : premanrsme,

prostatusi, perjudian, dan eksploitasi anak:

i) Meningkatnya kuatitas SOM anggota satuan penanggutangan bencana dan dukungan
logistik serta obat{batan.

4. Prog.am

a) Sumber Dana APSO :

(l) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja:

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD:

(7) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan dan lingkungan;

(8) Program Pemeliharaan Kamtrbmas dan pencegahan tindak krimrnal;

(9) Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;

('10) Program Pendidikan politak masyarakat;

(1 1) Program Pengembangan Wawasan kebangsaani

(12) Program Kemitraan p€ngembangan wawasan kebangsaan:

('13) Program Peningkatan upaya pencegahan penyakit masyarakat;

(14) Program Pencegahan dinidan penanggulangan korban bencana alam.

b) Sumber Dana APBN :

(1) Program Pemeliharaan Kamtibmas;

(2) Program Perbaikan Proses Politik;

(3) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi;

(4) Proaram Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Satuan Polbl Pamong Pr4a

L Pomaaalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi

Tenggara, yaitu :
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b)

a) Masih perlunya peningkatan tayanan administrasi perkantoran dan oprmatisasi
pengetolaan administrasi perkantoran;

b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kerompok maupun ndividu
terhadap kesadaran hukum dan norma;

c) Masih adanya potensi konflik sosial di masyarakat maupun lingkungannya.

Kebijakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 
:

b) Pelaksanaan operasi lapangan;

c) Pemeliharaankamtibmas.

Sasaran

a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta
terlaksananya pelayanan administrasi;

Terciptanya kondisi masyarakat yang saoar cran taat hukum;

Terjaganya kondisi tingkungan

P.og.am

a) Sumber Dana APBO :

('l) Program penyediaan Ga.jadan Tunjangan pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;

(4) Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :

(5) Prog.am peningkatan Disiplin Aparatur:

(6) Program Peningkatan pengembangan Sistem petaporan Capaian Kinerja;

(7) Program Peningkatan pengembangan Sistem perencanaan SKpO;

(8) Program peningkalan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

(9) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan

Tindak Kriminal:

BAB IX

AGENOA PEMBANGUNAN EKONOM

l. Fungsi Ekonomi

A. Ketenagakerjaan

1. Pe.masalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Ketenagakerjaan adalah s€l

berikut l

a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoranl

b) Masih tingginya jumlah pengan99uran;

c) Rendahnya Rendahnya kualitas angkatan kerja;

d) Rendahnya perlindungan dan kesejahteaan pekerja;

e) Rendahnya pemahaman hubungan andustrial dan perlindungan hukum bagi pekerja

dan pemberi kerja;

0 Masih rendahnya pembinaan lembaga yang rnengelola penyaluran tenaga kela

2. Kebiiakan Umum

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan tenaga

Keqa;

c) Fasilitasi penyediaan lapangan keria diseluruh sektor ekonomi dan membuka

peluang berusaha bagi paft| pengangguran;

d) Perluasan kesempatan kerja melaluipembinaan padat karya produktif untuk

menyerap tenaga penganggurani

e) Penyelesaian pe.selisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum bagi tenaga

keria dan pemberi kerja :

0 Pembinaan penyelauran tenaga keria melalui program kerjasima dengan

oerusahaan.
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3. Sasaran

b)

c)

o)

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin:

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran:

l\4eningkatnya kompetensi dan kualitastenaga kerja;

Terbukanya informasi dan kesempatan kerja yang seluas_luasnya dan teEerapnya
tenaga kerja pada lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dari
9,67% di tahun 2006 menjadi dibawah 5 % pada tahun 20 j 3l

e) Terciptanya perlindungan tenaga kerja, ketenangan bekerja dan beiLsal
adanya kepastian hukum bagi pelaku produksi;

f) Terbinanya lembaga yang mengelola penyaluran tenaga kerja.

Program

a) Sumber Dana APBO:

(1) Penyediaan cajidan Tunjangan pegawai;

(2) PelayananAdministrasiPerkanto.an,

(3) Penjngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

(4) PeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur;

(5) Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja,

(6) Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan SKpD;

(7) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

(8) Peningkatan Kesempatan Kerja,

(9) Pembinaan Usaha Produktif;

(10) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

(1 1) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

b) Sumber Oana APBN:

('1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

(2) Peduasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja:

(3) Program Periindungan dan Pengembembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Koperasi, Usaha L4ikro Kecildan

Menengah, yaitu .

a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran:

b) Lemahnya sistem pembrnaan dan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(uMKN4);

c) Belum optimalnya koordinasidalam pengembangan Koperasi dan UMKM;

d) Masih rendahnya akses permodalan KUMKM;

e) Eelum optimalnya pengembangan iklim usaha bagi UMKM dan Koperasi,

0 Masih terbatasnya pengembangan usaha bagi UMKM dan Koperasi.

2. Kebijakan Umum

a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparalur

b) Mengembangkan dan Meningkatkan Sistem Pembinaan dan pendataan UMi(ivr,

c) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan lembaga kemasyarakatan melalul

dukungan sistem pengembangan UKM dan promosi serta kerjasama inveslasi,

d) Peningkatan akses permodalan KUMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan baik

Bank maupun non Bank.

3. Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adminastrJsi

perka ntora n;

b) Meningkatnya sistem pembinaan dan tersedianya data base tentang UMKM;

c) Meningkatnya sistem koordinasidan pembinaan koperasidan UMKMI

d) Meningkatkan akses permodalan KUMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan baik

Bank maupun non 8ank.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

(1 ) Program Pelayanan administrasi perkantoran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

251



(3) Program peningkatan Disiptin Aparatur;

(4) Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program pengembangan Sistem petaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;

(6) Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKpD;

(7) Program Penciptaan jktim usaha mikro, kecildan menengah yang kondunsif;

(8) Pengembangan kewirausahaan dan keunggutan kompetitif UKM

(9) Program peningkatan kuatitas ketembagaan koperasi,

(10) erogram pengembangan Sistem pendukung usaha bagi usaha mtKro, Kecrt ddrl
menengan

b) Surnber Dana APBN:

(1) Program Penciptaan lktim usaha UMKM;

(2) Program Pengembangan Kewirausahaan,

(3) Program pengembangan Kualitas Kelembagaan;

(4) Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha bagi Usaha Mlkro, Kecil dan
Menengah;

(5) Program Pemberdayaan Usaha Skata Mikro.

Penanaman Modal

1. Peamasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang penanaman Modal, yaitu I

a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;

b) Belum kondusifnya iklim investasr.

KebiJakan Umum

a) Meningkatnya layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur,

b) Peningkatan iklim investasi daerah melalui perbaikan regulasi dan sistem informasi
sumberdaya daerah;

c) Pengembangan investasi melalui penjarlngan minat investot dan pelaksanaan

kood i n asi lin la s se noral

3, Sasaran

a) Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas pendukung

b) Meningkatnyaikliminvestasidaerah

tl. Program

a) Sumber Dana APBD :

(1 ).Program Pelayanan administ.asi perkantorani

(2).Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturi

(3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(4).Program Pen jngkatan Kapasitas Sumbe.daya Aparatur,

(5).Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan,

(6).Program peningkatan pengembangan sistem p€rencanaan SKPD,

(7).Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,

(Sl.Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi ;

(9)-Program Pengembangan penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana

daerah yang meliputi kegiatan.

b) Sumber Dana APBN :

(l) Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi;

(2) Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

(3) Program Pengembangan penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasafana

daerah;

(4) Program Pengembangan Pengendalian Investasi.

Ketahanan Pangan

1. Pemasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapai bjdang Ketahanan Pangan, yaitu

a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;

b) Masih tingginya tingkat konsumsi beras yaitu 1 10.2 Kg/kap/tahun,
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c) Masih tingganya daerah rawan pangan;

d) Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan.

Kebijakan Umum

a) Menjngkatkan layanan administrasi peftantoran dan sarana/prasarana aparatur;

b) Meningkatkan penganekaragaman pangan melalaui diversifikasi konsurnsr pangan

lokal,

c) Meningkatkan akses distribusi pangan dan daya beli masyarakat yang terlangkaui

d) Peningkatan fasilitasi penanganan mutu dan kemanan pangan.

Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adminiskasr
perkantoran;

b) Menurunkan ketergantlngan terhadap konsumsi beras melalui diversifikasi vertikai

konsumsi pangan,

c) Menurunnya kategoridesa rawan pangan;

d) Meningkatnya mutu dan Keamanan pangan;

Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatu.;

(5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan;

(6) Program Peningkatan ketahanan pangan.

b) Sumber Dana APBN :

(1 ) Program Ketahanan Pangan;

(2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

E. Pertanian

1. Pertanian

a) Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapai Bidang Pertanian adalah sebagai ber'kut:

('l) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran'

(2) Produksi, produktifitas dan Pendapatan petani masih rendah karena penggLtnaan

sarana pfoduksibelum optimal ;

{3) Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologr pertanian

sehingga nilaitambah produksi pertanian masih rendahi

(4) Akses petani ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha

masih sangat terbatas;

(5) lvlasih kurangnya akles pemasaran komoditas hasil pertanian dan petani baik

lokal, nasional dan internasional,

(6) Masih te.batasnya infrastruktur pertanian dan belum optjmalnya pemanfaatan

tanan;

(7) Produksidan produktivitas peternakan masih rendah;

(8) Masih rawannya peredaran hasil ternak yang ASUH (aman seh2t rtr" r'- r' r'r)

dan terjadinya penyakit pada ternak

(9) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian

b) Kebiiakan Umum

(1) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;

(2) Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian sekaligus

pendapatan petani melalui intensifikasi,ektensifikasi diversifikasi dan rehabilitas'

serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian;

(3) Peningkatan penyebarluasan informasi dan rekayasa teknologi;

(4) Perbanyakan skim kredit yang dapat diakses oleh petani dan pelaku agribisnis,

(5) Mengembangkan sistem akses pemasaran komoditas hasil pertanian,
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(6) Peningkatan pengembangan inftrastruktur pertanian dan optimalisasj pemanfaalan

lahan dalam mendukung ketahanan pangan:

(7) Menlngkatkan produksi dan produktifitas ternak dengan menjaga ketestarian
populasi dalam mendukung Sultra sebagai sumber bibit sapi Nasional,

(B) Peningkatan keamanan pangan asal ternak dan penanggulangan penyaKtr pada

ernaK;

(9) Meningkatkan sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pertanian untuk
peningkatan nilai tambah produksi pertanian;

(10)Peningkatan kemampuan/kualitas sumbedaya pertanian.

c) Sasaran

(1) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas peirdui\u;19.Jr,,., ,.;i,Js
perkantoran;

(2) Meningkatnya produksi dalam rangka peningkatan petani dan kemampuan oalarn

menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;

(3) Meningkatnya akses penyerapan teknologi dj tingkat usahatani guna

menangkatkan produktiUtas pertanian,

(4) Menangkatnya jumlah dan permodatan pada tembaga-tembaga

(5) Meningkatnya akses pemasaran komoditas hasjl pertanian;

(6) Penyediaan sarana prasarana irigasi dan jalan usahatani yang lebih mel

komdoitas pertanian;

(7) Meningkatnya populasi ternak melalui INKA, lB, dan kualitas HMT serta produlrsi

pangan hewani;

(8) Terjaminnya peredaran hasitternak. ASUH dan terjaminnya kesehatan hewan;

(9) Meningkatoya kualitas sumberdaya manusia pe.tanian.

d) Program

(1) Sumber dana APBD :

- Program Pelayanan administrasi perkantoran:

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

- Program Pengembangan Sistem Pelaporan;

- ProgramPeningkatan ProduksiPertaniani

' Program Peningkatan penerapan teknologl pertanran

- Program Peningkatan Keseiahteraan Petani;

Program Peningkatan pemasaran hasil pertanlan,

- Program Peningkatan ketahanan pangani

- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

' Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

(2) Sumber Dana APBN :

' Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

- ProgramPengembanganAgribisnis;

Perkebunan

a) Permasalahan

Permasalahan pokok pembangunan perkebunan dan hortrkL'.

sebagai berikut :

(1) Terbatasnya kemampuan sarana pendukung administrasi perkantoranl

(2) Masih rendahnya kualitas kelembagaan;

{3) Keragaman Produk yang Masih rendah serta masih terbatasnya Informasi Pasar:

(4) Produksi, Produktivitas dan Mutu hasil yang masih rendah;

(5) Terbatasnya KemamPuan SDM

b) KebUakan Umum

(1) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatu';

(2) Mengembangkan kualitas kelembagaan;
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c)

(3) Melaksanakan peningkatan Jaminan Mutu, pengembangan produk Olahan dao
Pelayanan Informasi pasar;

(4) r,4eraksanakan kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi, diversifikasi dan Rehabiritasi

komoditi unggulan dan andalan;

(5) Melaksakan Diversifikasi dan pengotahan komoditi pangan Lokati

(6) Melaksanakan Pembinaan dan pelatihan Teknologi pra panen dan pasca panenl

(7) Fasilitasi dukungan pelaksanaan investasi swasta di bidang perkebunan.

Sasaran

('l) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung aomtnrsrasl

Perkantoran:

(2) Meningkatnya kualitas kelembagaan petani;

(3) ireningkatnya jumlah dan Keragaman produk Olahan serta mentngKamya

pelayanan pelayanan informasi pasar;

(4) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas serta Mutu hasit perkebunan dan

Ho.tikultura;

(5) Meningkatkan keragaman produksi perkebunan dan produk olahan komoditi
pangan lokal;

(6) Meningkatkan Kemampuan SD[/l Petanj dan petugas dalam pengemban

komoditi Perkebunan dan Hortikultura:

(7) Berkembangnya investasi swasta di bidang perkebunan.

Program

(l) Sumber Dana APBD :

- Program Pelayanan administrasi perkantoran;

- Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

- Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;

- Program Peningkatan kesejahteraan petani,

d)

3.

- Program peningkatan ketahanan pangan;

- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi hortikultuG dan Perkebunan,

- Program peningkatan produksi hortikultuia dan produksi perkebunan

- Program Penerapan teknologi perkebunan/hortikultura;

- Program pemberdayaan Perkebunan dan asosiasi perkebunan

- Progam Pengembangan Komodilas Euah'buahan (Rambutan dan

Langsat) di Kecamatan Ranomeeto.

(2) Sumber oana APBN :

- ProgtamPengembanganAgribisnis;

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petanl.

(3) Prog.am Pembangunan Kewilayahan ;

- Prog.am Pengembangan Industri Kelapa Sawit di wilayah Kabupatan

Kolaka, Kabupaten Konawe Uta.a dan Kabupaten Buton Utara

Penyuluhan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

a) Permasalahan

Permasalahan pokok yang dahadapi Penyuluhan Pertanian, Kehutanan

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

(1) Terbatasnya sa.ana pendukung administrasi perkantoran;

(2) Belum optimalnya sistim penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian,

perikanan dan kehutanan;

(3) Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;

(4) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian, perikanan dan

kahutanan.
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b) Kebuakan Umum

1) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparaluri

2) Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan;

3) Peningkatan Kemampuan/Kualitas SDM penyuluh pertanian, perikanan oan

kehutanan.

Sasaran

(1) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi

perkantoran;

(2) Meningkatnya kelembagaan,ketenagaan, sarana dan prasarana serta srstrn.i

Penyelenggaraan penyuluhan;

(3) Meniogkatnya kualitas SDlvt Penyuluh

Progaam

(1) Sumber Dana APBD:

- ProgramPelayananadministrasiperkantoran;

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,

- Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaaan Kinerja dan Keuangan,

- Program Pemberdayaan penyuluh pertanian;

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian;

- ProgramProduksiHasilPeternakan;

- Program Peningkaian Kesadaran dan Pengakan Hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut;

, Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutani

d)
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(2) Sumber Dana APBN :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

(3) Sumber Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) :

- Prog.am Peningkatan Keseiahteraan Petani.

F. Kehutanan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kehutanan, yaitu:

Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran,

Masih reodahnya pengelolaan kawasan hutan berdasarkan prinsip kelestarian,

Semakin berlambahnya lahan kritis pada kawasan hutan akibat lalu degradasl dan

deforestrasi semakin besar:

d) Semakan meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah;

e) Masih rendahnya keterpaduan perencanaan bidang kehutanan;

0 Masih rendahnya akses data dan informasr pembangunan kehutanan.

2. Kebiiakan Umum

a) Meningkatkan layanan adminiskasi perkantoran dan sarana/prasarana apa.atur

b) Mengembangkan sistem pengelolaan kawasan hutan berdasarkar :l;, :iP

kelestarian;

c) Meningkatkan percegahan terhadap laju degradasi dan deforestrasi,

d) Peningkatan up-aya pencegahan kebakaran hutan dan lahan didaerah,

e) Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan bidang kehutanan;

0 Mengembangkan sistem akses data dan informasi pembangunan kehutanan

3. Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi

perkantoran,

b) Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian,
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c) Menurunnya tahan kritis pada kawasan hutan Terwujudnya pelaksanaan RHL;

d) Menurunnya kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah;

e) Tenvujudnya keterpaduan perencanaan bidang kehutanan;

f) Meningkatnya akses data dan informasi pembangunan kehutanan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD:

(1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Pengembangan sistem peraporan, capaian Kinerja dan Keuangan;

(6) Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan;

(7) Program pemanfaatan sumberdaya hutan;

(8) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

(9) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan;

(10) Program Perencanaan dan pengembangan hutan;

(11) Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH:

b) Sumberdana APBN:

(1) Program pemantapan pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan;

(2) Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA;

(3) Program Perlindungan dan Konservasi SDA;

(4) Program Pemantapan keamanan dalam negeri;

(5) Program Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lahan.

(6) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH;

(7) Program Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan;

(8) Program Pendidikan dan pengembangan lprEK serta pendidikan kedinasan.

G. Sumber Daya Mineral

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapai Bidang Sumber daya Mineral, yaitu :

a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;

b) Belum bersinerginya kebijakan dan program pembangunan sumberdaya mineral;

c) Belum optimalnya penerimaan daerah bidang energi dan sumberdaya;

d) Masih rendahnya kualitas pengelolaan usaha pertambangan;

e) Masih terjadinya penambangan yang berpotensi merusak lingkungan;

f) Belum optimalnya pemanfaatan peralatan eksplrasi, survey dan laboratorium energi

dan sumerdaya mineral,

S) Masih kurangnya publikasi data dan informasi kegeologian;

h) Belum optimalnya pengelolaan aset bidang energi dan sumberdaya mineral

2. Kebijakan Umum

a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur.;

b) Meningkatkan Paduserasi kebijakan dan program/kegiatan pembangunan bidang

energi dan sumberdaya mineral

c) Optimalisasi penerimaan daerah bidang energi dan sumberdaya mineral;

d) Mengembangkan kualitas pengelolaan usaha pertambangan;

e) Mengendalikan kegiatan penambangan yang berpotensi merusak lingkungan;

f) Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan eksplorasi survey dan laboratorium energi

dan sumberdaya mineral,

g) Meningkatkan publikasi data dan informasi kegeologian;

h) Mengoptimalkan pengelolaan aset bidang energi dan sumberdaya mineral.
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3. Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adminislr2s;

perkantoran;

b) Bersinerginya kebijakan dan program pembangunan bidang energi dan sumberdaya

mineral antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c) Meningkatnya penerimaan daerah bidang energi dan sumberdaya mineral,

d) Meningkatnya kualitaspengelolaan usahapertambangan;

e) Menurunnya penambangan yang berpotensi merusak lingkungan;

f) Meningkatnya pemanfaatan peralatan eksplorasi. survey dan laboratorium eneroi

dan sumberdaya mineral;

g) Meningkatnya publikasi data dan informasi kegeologian;

h) Optimalnya pengelolaan aset bidang energi dan sumberdaya mineral.

4. Program

a) Sumber Dana APBD:

(1 ) Program Pelayanan administrasi perkanroran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;

(6) Program Peningkatan Paduserasi Kebijakan dan Program Pembangunan bidang

energi dan sumberdaya mineral,

(7) Program Peningkatan Penerimaan Daerah bidang energi dan sumberdaya mineral;

(8) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

(9) Program Pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan;

(10) Program optimalisasi pemanfaatan peralatan ekspolarasi, survey, laboratorium dan :

SIG:

(11) Program Peningkatan penyediaan dan penyebarluasan data dan infoi-nrasi

kegeologian,

(12) Program optimalisasi pengelolaan aset bidang energi dan sumberdaya mineral.

b) Sumber Oana APBN :

(1) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

H. Kelautan dan Perikanan

1. Permasalahan

b)

Permasalahan pokok yang dihadapi bidang kelautan dan perikanan, yaitu .

Terbatasnya sarana peMukung administrasi perkantoran,

Menurunnya kualitas lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta belum

optimalnya pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil'

Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan;

Rendahnya tingkat produktivitas perikanan budidaya;

Kurangnya sarana dan prasarana serta kelembagaan perikanan tangkap;

Terbatasnya sDM penyuluh perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan

belum memadai;

Rendahnya mutu hasil olahan dan pemasaran produksi perikanan.

c)

d)

e)

0

g)

2. Kebijakan Umum

a) Meningkatkan layanan adminstrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;

b) Meningkatkan kualitas lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta

mengoptimalkan pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ,

c) Mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan;

d) Mengembangkan sistem budidaya pedkanan yang optimal;

e) Meningkatkan sarana dan prasarana serta kelembagaan perikanan tangkap;.

f) Meningkatkan SDM penyuluh perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan;
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S) Mengembangkan sistem mutu hasil olahan dan peningkatan pemasaran produksi

perikanan.

3. Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi
perkantoran;

b) Meningkatnya kualitas lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta optimalnva
pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

c) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautair dan
perikanan;

d) Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya;

e) Tersedianya sarana dan prasarana serta meningkatnya kelembagaan perikanan

tangkap;

f) Tersedianya SDM penyuluh perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan;

a) Meningkatnya mutu hasil olahan dan pemasaran produksi perikanan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD:

(1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;

(6) Program pemberdayaan masyarakat pesisir;

(7) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan lklim Laut;

(8) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian

Sumberdaya Kelautan;

(9) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam pendayagunaan

Sumberdaya Laut,

(10) Pengembangan Budidaya Perikanan;

(11) Program Pengembangan Kawasan Budidaya LauV air payau dan alr tawar;

(1 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap/KlP Wawonii ;

(13) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan;

(14) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

b) Sumber Dana APBN :

(1) Program pengembangan sumberdaya perikanan;

(2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya perikanan

(3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;

(4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam;

(5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

(6) Program Pengembangan Sistem Perencanaan

c) Sumber Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) :

('1) Program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan.

Perdagangan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Perdagangan, adalah sebagai berikut

1. Permasalahan

a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;

b) Masih rendahnya mutu dan daya saing produk ekspor daerah;

c) Masih kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa untuk

perlindungan konsumen;

d) Belum berkembangnya perdagangan skala kecil dan menengah di daerah;

e) Terbatasnya modal dan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

2. Kebijakan Umum

a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur,

b) Meningkatkan mutu dan daya saing produk ekspor daerah;
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c) Mengembangkan sistem pengawasan peredaran barang dan lasa;

d) Mengembangkan skala usaha kecil dan menengah yang optimal;

e) Membina dan menyediakan lokasi, sarana dan permodalan bagi Pedagang Kaki Lima

dan apongan.

3. Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi

perkantoran,

b) Meningkatnya mutu dan daya saing produk ekspor daerah;

c) Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;

d) Meningkatnya perdagangan skala kecil dan menengah di daerah;

e) Tersedianya Modal dan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

4. Program

Sumber Dana APBD :

(1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuatrgatr,

(6) Program peningkatan dan pengembangan ekspor;

(7) Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

(8) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;

(9) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Sumber Dana APBN :

(1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

a)

b)

J. Industri

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihacapi Bidang Industri, adalah sebagai berikut :

a) Masih terbatasnya sektor industi kecil dan menengah di sulawesi tenggara;

b)Masihrendahnyakemampuantekno|ogiindustridiSu|awesitenggara

c)Be|umbertumbuhnyaIndustriska|amenengahdanbesardidaerah;

d) Terbatasnya sentra-sentra IKM potensial'

2. Kebijakan Umum

a)MengembangkanIndustriKecitdanMenengahdiSu|awesiTenggara,

b) Meningkatkan kemampuan teknologi industri se Sultra,

c)Mendorongtumbuhnyaindustriska|amenengahdanbesardidaerahI

d) Mengembangkan sentra-sentra IKM potensial'

Sasaran

a) Berkembangnya sektor IKM di Sulawesi Tenggara;

b) Meningkatnya kemampuan Teknologi Industri di Sultra,

c) Bertumbuhnya industri skala menengah dan besar didaerah'

d) Berkembangnya sentra-sentra IKM potensial'

Program

a) Sumber Dana APBD:

(1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PIKM);

(2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri;

(3) Program penataan struktur industri;

(4) Program Pengembangan sentra-sentra industri Potensial'

bl Sumber Dana APBN:

(1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

(2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,

(3) Program Penataan Struktur Industri;

(4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor'

3.
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K. Ketransmigrasian

'|.. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Industri, adalah sebagai berikut :

a) Terdapat desa-desa terpencil dan kurang berkembang yang beraCa pada kawasan

strategis untuk penyelenggaraan transmigrasi,

b) Terdapat lokasi permukiman transmigrasi yang tingkat perkembangannya lamban,

sehingga diperlukan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mempercepat

pengakhiran status U PT.

2. Kebijakan Umum

a) Mengembangkan dan memberdayakan wilayah-wilayah tertinggal dalam ranok:

Pemerataan Pembangunan ;

b) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat

tumbuh.

3. Sasaran

a) Berkembangnya desa-desa pada kawasan strartegis melalui pembangunan Unit

Permukiman Transmigrasi Baru (UPTB);

b) Terbinanya Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang telah ada (PTA) sebagai

wilayah strategis dan cepat tumbuh.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Pengembangan Wlayah Transmigrasi;

(2) Program Transmigrasi lokal.

b) Sumber Dana APBN:

(1) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal;

(2) Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

L. Pendapatan dan Aset Daerah

1. Permasalahan

permasalahan pokok yang dihadapi Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara, Yaitu :

a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;

b) Terbatasnya dukungan dana dan tenaga professional'

2. Kebijakan Umum

a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/ prasarana aparatur:

b) lvteningkatkan pendapatan dalam menunjang kegiatan

3. Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung aciministrasi

Perkantoran;

b) Terpenuhinya dana dan tenaga yang mampu'

4. Progam dan Kegiatan

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(4) Program Peningkatan Kapasitas;

(5) program peningkatan Pengembangan Sistem -Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;

(7) Program Peningkatan dan Pengembangan PAD,

(B) Program Peningkatan dan Pengenrbangan UPTD/SAMSAT'

(9) Program Pengkajian Peningkatan Pendapatan Daerah;

(10) program Pembinaan dan Peningkatan Retribusi Pendataan Obyek Retribusi;
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(1 1 ) Program Peningkatan Penerimaan;

(12) Program Intensifikasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak;

(13) Program Intensifikasi Penerimaan;

(14) Program Rasionalisasi Kontrak Karya PT. INCO;

(15) Program lntensifikasi Penerimaan;

(16) Program Pembinaan Tekhnik.

BAB X

AGENDA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

[.'1. Fungsi Pariwisata dan Budaya

A. Kebudayaan

'|'. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut

Belum maksimalnya pengembangan berbagai kegiatan pelestarian nilai budaya;

Kurang optimalnya pengelolaan kekayaan budaya daerah;

Belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya dan seni

Kurangnya koordinasi dan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

a)

b)

c)

d)

Berkembangnya nilai budaya yang ditunjukkan dengan meningkatnya berbagai kajian,

penelitian, pengembangan dan pelestarian terhadap nilai budaya;

Meningkatnya kelestarian kekayaan budaya dan peninggalan sejarah;

Berkembangnya keragaman budaya dan seni daerah;

Terjalinnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor, lembaga dan wilayah dalam

pengelolaan kekayaan budaya daerah.

a)

b)

c)

d)

2. Kebijakan Umum

a) Meningkatkan pengembangan nilai budaya sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi

pembangunan seni dan buclaya;

b) Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah;

c) Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya dan Seni di daerah,

d) Meningkatkan kerjasama yang harmonis dalam pengelolaan kekayaan budaya

3. Sasaran
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B.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Pengembangan Nilai Budaya;

(2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya:

(3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

(4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

bl Sumber Dana APBN :

(1) Program Pengembangan Nilai Budaya;

(2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Pariwisata

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut

a) Terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan

aparatur;

b) Belum optimalnya kinerja aparatur,

c) Belum optimalnya pengembangan pemasaran panw6ata,

d) Kurangnya pengembangan daerah tujuan wisatal

e) .Minimnya ketedibatan masyarakat dalam pembangunan kepa.awisataan:

0 Kurangnya inovasi dan pengembangan kerajinan lokal khas daerah yang dapat

menjadi daya tarik wisata.

2. Kebiiakan Umum

a) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan administrasa

peftantoran;

Meningkatkan kualitas SDM, disiplin keria aparatur dan capaian kinerja;

Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata sehingga tercipta iklim yang

kondusif bagi pengembangan ODTW Sultra ;

Meningkatkan pengembangan daerah tujuan wlsata untuk menarik kunjungan

wiastawan:

Menciptakan kondisi yang dapat mendorong partisipasa masyarakat di bidang

oariwisata:

D)

d)

0 Meningkatkan pengembangan kerajinan khas daerah sehingga dapat menjadi daya

taflk wrsata.

Sasaaan

a) Terpenuhinya sarana/prasarana dan fasilitas pendukung operasronal kantor dan

aparatur,

b) Meningkatnya kinerja aParatur:

c) Meningkatnya keriasama promosi, dan pemasaran panwlsata

d) Eerkembangnya daerah tujuan wisata yang ditunjukkan deogan menlngKatnya

kunjungan dan lama tinggal wisatawan disuatu obyek wisata;

e) Berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan kepanwrsataan,

f) Berkembangnya berbagai jenis kerajinan khas daefah Sultra sebagar cenderamata

khas daerah.

Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Program Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(5) Program Peningkatan Kapasitas S{rmber Oaya Aparatur;

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan

Keuangan;

(7) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

(8) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

(9) Program Pengembangad Kemitraan,

(10) Program Pengembangan Kerajinan Khas Daerah;

(t'1) Program Pengembangan Wisata Maritim.

b) Sumber Dana APBN:

(1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwasata;

(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
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BAB XI

AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

l. Fungsi Ekonomi

A. Perhubungan

l. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang perhubungan adalah sebagai berikut

Terbatasnya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung kantor dan aparatur

Belum optimalnya kinerja aparatur;

Terbatasnya dokumen rencana serta prasarana dan fasilitas perhubungani

Rendahnya kualitas dan kurangnya prasarana serta fasilitas pengendalian dan

pengamanan LLAJ;

e) Rendahnya kuantitas pelayanan umum yang disebabkan kurangnya disiplrn

pengoperasian angkutan umum dijalan raya;

f) Terbatasnya fasilitas pelabuhan laut;

g) Terbatasnya fasilitas bandara dan pengendalian lalu lintas udara;

h) Belum optimalnya evaluasi, pengawasan dan pengendalaan serta peloporan bidang

postel;

Terbatasnya kete.sediaan dan rendahnya kualitas prasarana serta fasilitas LLAJi

Kurangnya subsidi untuk menangkatkan aksesabilitas dan belum optimalnya

pelayanan Lt dJ;

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ASDP;

lerbatas dan rendahnya aksesibilitas, kualitas serta ketersedaaan sarana dan

prasarana transportasi laut,

m) Belum optimalnya pelayanan serta keterbatasan sarana dan prasarana transportasi

udara.

'

r)

l)

Kl
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o,

o)

Kebijakan Umum

a) Meningkatkan sarana dan prasa.ana aparatur dan pelayanan admr^;:i',.i:

peakantoran;

n)

Meningkatkan disiplin, kapasitas, sistem pelaporan dan kineria aparatur,

l\4eningkatkan sistem perencanaan dan pembangunan dan prasarana serta fasilitas

pernuoungan;

Meningkatkan kondisi prasarana dan Fasilitas serta keselamatan LLAJ;

Meningkatkan pelayanan angkutan umum untuk memberikan kenyaman o-i

keselamatan para pengguna iasa angkutan umom;

Meningkatkan fasilitas pelabuhan laut dan pengendalian lalu lintas angkutan r?''

untuk memberikan kenyaman dan keselamatan para pengguna Jasa angkutan laut,

Meningkatkan fasilitas bandara dan pengendalian lalu lintas angkutan Lldara untuk

memberikan kenyaman dan keselamatan para pengguna iasa angkutan udara

Meningkatkan evaluasi. pengawasan dan pengendalian serta pelaporan Bidang

Perhubungan Pos dan Telekomunikasi;

i) Meningkatkan ketrsediaan dan kualitas prasarana serta fasilitas LLAJ,

j) Meningkatkan aksesibilatas dan rekstrukturisasi pelayanan angkutan LLAJ;

k) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ASDP,

l) Meningkatkan aksesibilitas serta sarana dan prasarana transportasi laut untuk

memberikan kenyaman dan keselamatan para pengguna jasa angkutan laut;

m) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan serta sarana dan prasarana transponasl uoara

Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/ prasarana fasilitas pendukung aparatur dan kantor untuk

kantor induk dan seluruh UPTD,

b) Meningkatnya kinerja aParatur;

c) Tersedianya dokumen rencana, dan meningkatnya prasarana serta fasilitas

pernuDungan,

d) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan prasarana serta fasilitas LLAJ;

e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum;

s)

2ll

f) Meningkatnya fasilitas pelabuhan laut dan terkendalinya lalulintas angkutan laut;

g) Meningkatnya fasilitas bandara dan terkendalinya lalu lintas angkutan udara, khusus

bandara WMI dapat dioperasaonalkan untuk Embarkasa Haja;

h) Meningkatnya evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang

Postel;

i) Meningkatnya ketrsediaan dan kualitas prasarana serta fasilitas LLAJ;

j) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan angkutan LLAJ;

k) Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana ASDP;

l) Meningkatnya aksesibilitas. ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana

trasnportasr laut;

m) Terwujudnya peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana transpotasi udara,

khusus Bandara WMI menjadi embarkasihaji;

Program

a) Sumber Dana APBO :

(1) Program Penyediaan Gajjdan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3) Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

(4) Prog.am Peningkatan Dasiplin Aparatur:

(5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

(6) Program Pengembangan. Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja;

(7) Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

(8) Program Rehabilitasidan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

(9) P.ogram Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

(10) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

(11) Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut:

(12) Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Angkutan Uda€;

('13) Program Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian serta Pelaporan Bidang

Perhubungan Postel.
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b) Sumber Dana APBN :

(1) Program Penbangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

(2) Program Rehabilisasi dan Pemeliharaan Ptasafana dan Fasilitas LLAJ;

(3) Program Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan Angkutan LLAJ'

(4) Program Restrukturisasi Kelembagaan Dan Prasarana LLAJi

(5) Program Pembangunan Prasafana dan Sarana ASDPI

(6) Program Rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan;

(7) Program Pembangunan Transportasi Laut;

(B) Program Rehabilitasa dan pemeliharaan prasarana transportasi laut,

(9) Program Pembangunan Transportasi Udara;

(10) Program Rehabilitasi dan pemeliharaan transportasl udara

Energi

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Energi Yaito:

a) Rendahnya Ratio Elekkifikasi;

b) Belum optimalnya pelayanan dan kurangnya sarana sena prasarana Keterraga

listrikan;

c) Eelum optimalnya kaneria

ketenagalistrikan;

penyusunan paogram sarana dan prasarana

d) Rendanya aksebilitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikani

e) Belum terpen;hinya kebutuhan listrik;

0 Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi alternatif perdesaan.

2, Kebiiakan Umum

a) Meningkatkan pengembangan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;

b) Meningkatkan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana keteganalistrikan:

c) Meningkatkan kinerja peny!sunan program sarana dan prasarana ketenagalistrikan;

d) Meningkatkan aksesibilitas iasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan

e) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Kelistrikan;

0 Mengembangkan pemanfaatan potensi energi alternatif pedesaan

Sasaran

a) Meningkatnya Ratio Elektrifikasi;

b) Terselenggaranya sosaalisasi /desimimasi/seminar /wosrkshop/ publrkast dan

tersedianya listrik pedesaan;

c) Te.susunnya program, te.sedianya informasi dan tedaksananya bintek

ketenagalistrikan:

d) Terlasaksananya pembinaan, koordjnasi, filonatoring evaluasi dan pelaporair

pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikani

e) Terpenuhinya kebutuhan listark dan elektrifikasi

0 Meningkatnya pemanfaatan potensi energi alternatif pedesaan

4. Program

Sumber Dana APBD:

(l) Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalist.ikan;

(2) Prog.am Pengembangan Desa Mandiri Energi.

Sumber Dana APBN :

(1) Program Peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana

ketenaglistrikan;

(2) Program Penyempurnaan reksrtukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana

keteganalistrikan;

(3) Program Peningkatan aksesibalitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat

terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;

(4) Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi

jar"a
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Xl.2- Fungsi Lingkungan Hidup

A. Penataan Ruang

1. Pekeriaan Umum

a) Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapidalam penataan ruang, yaitu:

(1) Eelum mantapnya s,stem perencanaan dan pengelolaan lata ruang serta bellln

terintegrasinya pemanfaatan ruang wilayah

b) Kebiiakan U.num

(1) Terselenggaranya sosialisasi perundang-undangan dan dokumen tata ruang

serta meningkatnya sistem perencanaan dan pengelolaan penaiaan lilang

c) Sasaran

(1) Meningkatkan sistem perencanaan dan pengelolaan penataan ruang

d) Program dan Kegiatan

(l) Sumber Dana APBN :

- ProgramPenataaanRuang;

- ProgramPengembanganPusat-PusatPertumbuhan

Perencanaan Pembangunan

a) Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penataan ruang' yaitu :

(1) Belum mantapnya sistem perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta belum

terintegrasinya pemanfaatan ruang antarwilayah;

b) Kebiiakan Umum

(1) Meningkatkan sistem perencanaan dan pengelolaan penataan ruang;

c) Sasa6n

('l) Terselenggaranya sosialisasi pe.undang-undangan dan dokumen tata ruang'

serta meningkatnya sistem perencanaan dan pengelolaan penataan ruang

d) Program

(1) Sumber Dana APBD :

- Program Perencanaan Penataan ruang

Lingkungan Hidup

1. Petmasalahan

o)

c)

Permasalahan pokok yang dihadapidi bidang lingkungan hidup yaitu .

Terbatasnya sa.anal prasarana dan fasilitas pendukung kantor dan aparatu.

Belum optimalnya kinerja aparatur,

Rendahnya etika dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hadup,

d) Terbatasnya Akses data dan informasi lingkungan hidup;

e) Masih rendahnya kinerja pengelolaan persampanani

f) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

9) Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alaml

h) Kurang berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan;

i) Sulitnya pengendalian kebakarao hutan;

j) Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut'

k) Kurang optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau;

l) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupi

m) Belum optimalnya perlindungan dan konseNasi sumber daya alam.

Iti L
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Kebiiakan Umum

a) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan admini9li...

perKantoran;

oJ Meningkatkan disiplin, kapasitas, sistem pelaporan dan kinerja aparatu.;

Meningkatkan etika dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup;

Meningkatkan akses data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;

Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

Melindungi dan meningkatkan konservasi sumber daya alam;

Mengembangkan ekowisata dan jasa lingkungan;

Mengendalikan kebakaran hutani

Mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;

Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hljau;

Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hrdup,

Melindungi dan meningkatkan konservasi sumber daya alam

o)

f)

9)

n)

r)

J)

K)

D

m)

Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung kantor dan aparatur:

b) Meningkatnya kinerja aParatur;

c) Meningkatnya etika dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

- 
masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup;

d) Meningkatnya akses data dan informasi sumbe.daya alam dan Iingkungan hidup;

e) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahani

0 Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

g) IerpeliharnYa sumber daYa alam;

h) Berkembangnya ekowisata dan jasa Iingkungan;

i) Terkendalinya kebakaran hutan;

j) Terkelolanya dan terpeliharanya ekosistem pesisir dan laut;

k) Meningkatnya pengetolaan ruang terbuka hijau'

l) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidop;

4. Program

a) Sumber Oana APBD:

(1) P.ogram Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Administ|asi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparaiur,

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan;

(7) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan

Lingkungan HiduP;

(8) Program Penataan Hukum dan Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan'

(9) Program Peningkatan Ketaatafl Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap

Peraturan Perundang-undangan LH;

(10) Program Peningkatan Koordinasidan Kemitraan dalam Pengelolaan LH;

(11) Program Pengembangan Pendidikan Etika dan Moral Lingkungan;

(12) Program Pembinaan Masyarakat pada Kawasan Rawan Dampak Lingkungan;

('13) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup;

('14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

(15) Program Pengendalian Pencemaran LH;

(16) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam'

(17) Program Rehabilitasidan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alarr,

(18) Pr;gram Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan

Konservasa.
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b) Sumber Dana APBN :

(1) Program Pengendalaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

(2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

(3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup.

c) Program Lintas SKPD :

('1) Program Pengendalian Kebaka.an Hotan;

(2) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;

(3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

A. Pekeriaan Umum

'1. Permasalahan

Pemasalahan pokok yang dihadapi bidang pekerjaan umum, adalah sebagar

berikut:

a) Terbatasnya sa€na/ prasarana dan fasilitas pendukung operasaonal kantor dan

aparatur;

b) Belum optimalnya kinerja aparatur;

c) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jarangan pengairan lainnyi

d) Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan banjir;

e) Masih terbatas sarana dan p.asarana sumber daya air untuk mendukung

ketersediaan d-aya listrik dan air baku;

0 Terbatasnya akses dan kualitas jalan p.ovinsi dan jalan strategis lainnya,

g) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan;

h) Rendahnya kualitasjasakonstruksi;

i) Rendahnya kemampuan penyedia, pengguna serta pengawasan masyarakat jasa

konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan bidang kimpraswili

j) Tersedianya prasarana dan sarana pada kawasan agropolitan;

2:E5

k) Kuranya prasarana dan sarana sumber daya alr;

l) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi' rawa dan jaringan pengairan lainnya

pada daerah irigasi dengan luasan > 3.000 Ha

m) Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan banltr

n) Te6atasnya akses dan kualitas jalan nasional dan jalan strategis nasional

Kebijakan Umum

a) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan admlnistrasi

perKantoran:

b) Menangkatkan kualitas SDM, displin keta aparatLrr dan capaian kinerja;

c) Meningkatkan pengelolaan Jaringan iragasi , rawa dan jaringan pengaifan lalnnya.

d) Mengoptimalkan Pengendalian dan penanggulangan banjir;

e) ft4eningkatkan sarana dan prasarana Sumber Daya Air;

f) Pengembangan dan peningkatan iaringan prasarana jalan dan Jembatan untuk

memperluas jangkauan pelayanan dan sekaligus membuka isolasi kawasan terpenctl;

g) Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan;

h) Meningkatkan kualitas jasa konstruksl;

i) Meningkatkan penyedia, pemberdayaan dan pengawasan iasa konstruksl

j) Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan agropolitani

k) Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lalnnya;

l) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi . rawa dan iaringan pengairan lainnya;

m) Mengoptimalkan Pengendalian dan penanggulangan banjar;

n) Pengembangan dan peningkatan kondisi jaringan prasarana jalan dan jembatan

nasronal;

Sasaran

a) Terpenuhinya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan

aparatur;
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b)

c)

d)

s)

h)

r)

Meningkatnya kinerja aparatur;

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi , .awa dan Jaringan pengairan lainnya p;.la

daerah irigasi dengan luasan '1.000 - 3.000 Ha;

Terbangunnya bangunan pengendali banJir dan pengaman pantai serta penanganan

kws pesisir pantai Sultra dari 6.797 Km menjadi 9 200 Km ;

Tersedianya Dokumen Perencanaan lima bendungan di Pelosika' Lalindu, Lasolo,

Laru dan Watunohu;

0 Meningkatnya kondisi jalan provinsi dan jalan strategis lainnya untuk mentngkatkaf

akses keberbagai wilayah;

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keblnamarga3n

Terlaksananya bintek dan pemberdayaan Jasa konskuksi,

Meningkatnya kemampuan penyedia, pengguna serta pengawasan masyarakat jasa

konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan bidang kimpraswil;

Teasedianya prasarana dan sarana pada kawasan agropolltan;

Terbangunnya waduk, embung, situ dan bangunan penampung air laannya'

Terbangunnya jaringan irigasi, jaringan pengairan .awa/tambak dan pengembangan

air tanah pada daerah irigasi dengan luasan > 3.000 Ha;

m) Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengendali banjir & pengaman

pantai;

n) Tersedianya dokumen perencanaan jalan dan lembatan serta meningkatnya kondisi

jalan & jembatan nasional dan strategis lainnya.

Program

a) Sumber Dana APBD :

(1) Penyediaan Gajidan Tunjangan Pegawai;

(2) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur:

i)

k)

r)

\7)

(5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

Program Pengembangan dan pengelolaan iaringan iragasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnYa;

Program pengendalian banjiri

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai danau dan Sumber Daya

Air LainnYa;

(10) Program pembangunan jalan dan iembatan;

(11) Program pemelaharaan jalan dan jembatan;

(12) Program peningkatan sarana dan prasa.ana kebanamargaan;

(13) Program pengaturan jasa konstruksl;

(14) Program pemberdayaan jasa konstruksi

( 15) Program pengawasan jasa konstruksr,

Sumber Dana APBN :

(1) Program pengembangan ekonomi lokal, rawa dan jaringan pengairan lainnya;

(2) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber

air lainnya:

(3) Program Pengembangan dan pengelolaan laringan irigasi, rawa dan Jarrngan

pengaifan lainnya;

(4) Program Pengendalian banjir dan pengamanan pantai;

(5) Program Peningkatian/Pembangunan Jalan dan Jembatan;

(6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Sumbe. Dana PiniamantHibah Luar Nege.i (PHLN) ;

(1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi' rawa dan jaringan

pengairan lainnYa:

(2) Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan

(8)

(e)

b)

c)
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Perumahan

l. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Perumahan, yaitu:

a) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum;

b) Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengawasan serta kurangnya infrastrukur
pada wilayah skategis dan cepat tumbuh;

c) Rendahnya kualitas dan kurangnya ketersediaan gedung, kantor dan fasilitas umum
pemda;

d) Kurangnya sarana dan prasarana air minum dan ajr limbah;

e) Masih kuranya Prasarana dan Sarana infrastruktur perdesaan;

0 Belum optimalnya penataan perumahan di kawasan permukiman perkotad,, .j.
perdesaan;

g) Belum optimalnya kinerja sistem drainase dan pengelolaan persampahan:

h) Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman dan pemberdayaan komunitas
perumanan,

i) Kurang optimalnya pengembangan dan pengendalian

perKolaan.

kawsan permukjman

2. Kebiiakan Umum

a) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum;

b) Meningkatkan perencanaan. pembangunan dan pengawasan infrastrukur pada

walayah strategis dan cepat tumbuh;

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung, kantor dan fasilitas umum;

d) Meningkatkan kinerja pengelolaan ai. minum dan air limbah;

e) Meningkatkan Prasarana dan Sarana inf.astruktur perdesaan;

0 Meningkatkan pengembangan perumahan di kawasan permukiman perkoiaan dan

perdesaan;

g) Meningkatkan kinerja kelembagaan Pengelolaan persampahan dan sistem drainase;

h) Meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan pemberdayaan

perumahan;

i) Mengembangkan

perxol.|an.
dan mengendalikan pembangunan kawasan permuki,ll. r'

Sasaran

a) Tersedianya jaringan sarana dan prasarana alr mlnum'

b) Tersediaanya dokumen rencana, terbangun dan terkendalinya infrastruktur pada

wilayah strategis dan cepat tumbuhi

c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung kantor dan fasilitas umum

d) Meningkatnya sistem penyediaan dan pengelolaan sanitasi, dan menlngkatnya

cakupan pelayanan arr mrnum,

e) Meningkatnya Prasarana dan Sarana infrastruktur perdesaan,

0 Berkembang dan tertatanya perumahan di kawasan permuklman perkotaan dan

peroesaan;

g) Tercapainya peningkatan sistem darinase dan pengelolaan persampahan

h) Tertatanya lingkungan permukiman dan terselenggaranya pemberdayaan komunitas

perumahan,

i) Berkembang dan terkendalinya pembangunan kawasan permukrman perkotaan

Program

a) Surnber Dana APBD:

(1) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum danai.limbah;

(2) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

(3) Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung, kantor dan fasilitas

umum Lainnya/Masjid RaYa.

b) Sumber Dana APBN :

('1 ) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

(2) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan:

(3) Program Pengembangan Perumahan

(4) Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan dan Drainase;

(5) Program pemberdayaan komunitas perumahan;

(4) P.ogram pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropohtan
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xrl.1.

BAB XII

PENUTUP

Program Transisi

Walaupun masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada bulan Februari tahun 2013, namun

dokumen RPJMD ini akan menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan sampal dengan

tahun 2013. Nantinya, program-program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2013

tersebut adalah program transisi kafena instrumen yang memayungi perencanaan pembangunan

daerah 2013-2018 dalam bentuk RPJI4D Provinsi Sulawesi Tenggafa Tahun 2013-2018 baru

dapat diwujudkan setelah dilantiknya Kepala Daerah terpilih yang baru. Progfam transisi tetap

mengacu pada Program-program Pembangunan Daerah yang termuat dalam Bab Vll Dokumen

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 ini.

Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 yang merupakan Rencana Strategis

Daerah, secara sistematis telah menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

yang merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam merumuskan

rencana-rencana pembangunan daerah sampai dengan tahun 2013.

Secara spesifik, dokumen RPJMD ini juga menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bahkan menjadi pedoman bagi seluruh

SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renska) masing-masing Dalam hal yang sama,

RPJIVID ini juga akan menladi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun

perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan sehingga membentuk suatu kesatuan

sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional

Sangat disadari bahwa program-program pembangunan yang selanjutnya dijabarkan ke

dalam berbagai kegiatan akan sangat menentukan pen€paiao indikator-indikator pembangunan

daerah. Oleh karena itu, fokus penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah merupakan

penjabaran dari rencana-rencana yang secara hirarkis menjadi pedoman dan acuannya yang

diyakani akan dapat menciptakan sinergi dan manfaat yang setinggi-tingginya dalam menc€pai visi

pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-20'13 ini mengandung amanat yang begatu padat

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Amanat ini bukan

hanya menjadi tanggung jawab Gubernur dan Wakil Gubernur saja, akan tetapl tanggung JawaD

291


